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DIRECTOR’S LETTER 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Shalom, 

Om Swastiastu, 

Namo Buddhaya, 

Salam Kebajikan untuk kita semua.  

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan 

perlindungan untuk kita semua. 

 

ALSA (Asian Law Students’ Association) Local Chapter Universitas Brawijaya merupakan sebuah 

organisasi yang lahir pada 13 Oktober 1994. Selama 30 tahun terus bertumbuh dan berkembang 

menjadi wadah yang dapat memfasilitasi mahasiswa hukum untuk berproses. Secara konsisten, ALSA 

menjadi organisasi progresif yang mengutamakan empat pilar ALSA, dengan tujuan membentuk 

individu yang memiliki pemahaman internasional, tanggung jawab  sosial, keterikatan tinggi terhadap 

akademik, serta kemampuan hukum yang kompetitif. Semua ini bertujuan agar manfaat ALSA dapat 

meluas dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. 

 

Sebagai organisasi mahasiswa hukum, ALSA berkomitmen untuk bisa memberikan edukasi dan 

memfasilitasi para membernya serta masyarakat untuk memiliki pengetahuan hukum yang baik. 

Menulis adalah salah satu sarana untuk belajar dan mengutarakan pendapat akan suatu isu hukum 

tertentu. Penulisan yang tersistematis secara struktur dan substansi adalah kunci agar pesan yang ingin 

disampaikan mudah dibaca dan dipahami.  

 

Dengan ini, saya Rayhan Nurrahman Adiprawira selaku Director ALSA Local Chapter Universitas 

Brawijaya mempersembahkan “ALSA Legal Writing Guidebook” sebagai pedoman bagi pembaca 

untuk membuat penulisan hukum yang komprehensif. Akhir kata, semoga ALSA Legal Writing 

Guidebook ini dapat membawa manfaat bagi kita semua.  

 

Wassalamualaikum Wr. Wb.,  

Shalom,  

Om Shanti-Shanti Om, 

Namo Buddhaya, 

Salam Kebajikan.  

 

Together Will Be,  

Connected As One,  

ALSA, Always Be One!
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PENJELASAN SINGKAT 

ALSA LEGAL WRITING GUIDEBOOK 

 

ALSA (Asian Law Students’ Association) adalah organisasi non-profit, non-politik yang 

bertujuan untuk menghubungkan mahasiswa hukum dari negara-negara Asia. Hingga saat ini, 

ALSA berperan sebagai wadah yang efektif untuk menerapkan empat pilar utama, yakni: 

a. Internationally Minded 

b. Socially Responsible 

c. Academically Committed 

d. Legally Skilled 

 Untuk merealisasikan pilar ALSA, terutama Academically Committed dan Legally Skilled, 

hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan pengetahuan ALSA dalam kegiatan belajar serta 

melakukan penelitian tentang masalah hukum melalui karya tulis hukum yang nantinya akan  

bermanfaat bagi masyarakat. 

 Sebagai mahasiswa hukum, salah satu kemampuan yang perlu diasah adalah kemampuan 

dalam menulis. Untuk memaksimalisasikan kemampuan tersebut, tentunya diperlukan proses 

yang panjang seperti observasi, membaca dari berbagai literatur yang terkait, dan juga melakukan 

riset yang mendalam.  

Keterampilan menulis pastinya harus dimiliki, mengingat profesi di bidang hukum sangat 

terhubung dengan aktivitas penulisan. Melalui proses menulis, kita dapat melatih diri untuk 

menganalisis berbagai isu hukum, yang tentunya dapat meningkatkan cara berpikir kita. 

Oleh sebab itu, Legal Development Division ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya 

menyusun “ALSA Legal Writing Guidebook” yang dapat berfungsi sebagai acuan bagi setiap 

anggota dalam menghasilkan berbagai jenis karya tulis hukum, baik legal opinion, legal 

memorandum, legal review, legal essay, article journal, research paper, dan memorial secara 

baik dan benar. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

A. Pendahuluan 

 Setiap individu memiliki tingkat keterampilan menulis yang bervariasi, setiap kita 

masing-masing memiliki ciri khas dalam memahami dan mengeksplorasi lebih dalam 

mengenai aspek-aspek kepenulisan. Untuk mendalami lebih lanjut mengenai kaidah 

penulisan hukum, diperlukan komitmen dalam menciptakan sarana prasarana yang dapat 

mendukung peningkatan pemahaman terkait penulisan hukum. Sejalan dengan itu, ALSA 

Local Chapter Universitas Brawijaya sebagai Lembaga Otonom dan Local Chapter di 

Fakultas Hukum Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai akademik secara global maupun 

nilai-nilai akademik yang berlaku di internal ALSA.  

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya berkomitmen untuk 

mengimplementasikan dan memfasilitasi pilar-pilar ALSA kepada para mahasiswa, tidak 

hanya kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tetapi juga kepada 

mahasiswa hukum secara luas. Salah satu pilar ALSA yang dapat dinilai sebagai pilar 

yang fundamental bagi mahasiswa hukum, yaitu Legally Skilled, merupakan nilai yang 

sangat penting untuk keberlangsungan mereka sebagai pelajar maupun sebagai praktisi. 

Menyadari hal itu, Legal Development Division ALSA Local Chapter Universitas 

Brawijaya merilis panduan penulisan bagi mahasiswa Fakultas Hukum, yang dinamakan 

“ALSA Legal Writing Guidebook”. 

ALSA Legal Writing Guidebook merupakan buku pedoman yang dilengkapi 

dengan tata cara penulisan, format penulisan, dan contoh penulisan yang terdiri atas tujuh 

bab, yaitu legal opinion, legal memorandum, legal review, legal essay, article journal, 

research paper, dan memorial. Komitmen dalam penyusunan buku panduan ini bertujuan 

sebagai sarana untuk membantu anggota ALSA dan mahasiswa hukum secara luas dalam 

memahami lebih dalam memahami tentang penulisan hukum yang baik dan benar. 

Tujuannya agar meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum yang dihasilkan oleh 

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya.  
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B. Jenis Penulisan Hukum  

Penulisan hukum adalah karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil 

penelitian hukum untuk membahas terkait masalah hukum atau legal issue dengan 

menggunakan ketentuan kaidah-kaidah keilmuan hukum. Terdapat tujuh jenis penulisan 

hukum, yakni:  

1. Legal Opinion 

Legal opinion atau pendapat hukum merupakan berkas hukum yang dibuat 

oleh ahli hukum yang memuat penilaian atau pandangan ahli hukum terhadap 

suatu kasus atau permasalahan yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi 

terhadap seseorang maupun korporasi yang menyertakan solusi hukum atau 

penyelesaian masalah atas permasalahan tersebut.  

Dalam pembuatan legal opinion terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan; prinsip-prinsip hukum dan peraturan hukum yang berlaku. Tidak 

hanya itu, legal opinion harus dibuat secara objektif untuk menghindari kekeliruan. 

Secara garis besar sistematika yang harus ada dalam penulisan legal opinion: fakta 

hukum, isu hukum, dasar hukum, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi. 

2. Legal Memorandum 

Legal memorandum merupakan tulisan hukum yang didasarkan dari hasil 

penelitian dengan tujuan untuk memberikan informasi berdasarkan hasil penelitian 

atau analisis hukum kepada sesama ahli hukum, lebih lanjut tulisan ini dibuat dari 

sudut pandang klien untuk memudahkan klien mengambil keputusan. Format legal 

memorandum, yakni heading, statement of assignment, issues, brief answer, 

statement of facts, analysis atau discussion, dan conclusion. 

3. Legal Review  

Legal review adalah penulisan hukum yang ditujukan untuk meninjau 

ulang legal issue dengan gagasan yang dilandasi dari perspektif hukum atau 

peraturan yang berlaku. Legal review bertujuan untuk memberikan gambaran dan 

informasi mengenai kasus hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ada tiga 

teknik penyusunan fakta dalam menulis legal review, yaitu IFRAC, FIRAC, dan 

IRAC. 
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4. Legal Essay 

Legal essay merupakan penulisan hukum yang berisikan opini, 

argumentasi, ataupun pandangan penulis terhadap suatu permasalahan hukum atau 

kasus yang berkaitan dengan hukum. Kasus tersebut kemudian dikaitkan dengan 

undang-undang yang berlaku atau relevan dengan permasalahan hukum yang 

diangkat oleh penulis. 

5. Article Journal 

Article journal dalam konteks penulisan hukum merupakan artikel 

informatif yang berfokus terhadap teori atau penemuan tertentu mengenai isu-isu 

hukum yang kemudian disajikan untuk masyarakat luas guna menambah wawasan 

di dalam bidang hukum. Article journal disusun oleh para peneliti yang berfokus 

pada analisis dan diskusi mendalam mengenai isu-isu hukum yang relevan. 

6. Research Paper 

Research paper dalam penulisan hukum merupakan tulisan yang 

membahas topik hukum atau legal issue yang didukung oleh data dan argumen 

yang valid dan kuat. Tujuannya adalah untuk melakukan laporan mengenai studi 

penelitian secara ringkas dan terperinci. 

7. Memorials 

Secara sederhana, memorials dapat diartikan sebagai kompilasi 

argumentasi dalam kompetisi peradilan semu internasional (International Moot 

Court Competition) dalam bentuk tertulis. 

 

C. Jenis Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah tindakan yang dilakukan penulis atau peneliti untuk 

mengumpulkan informasi atau data untuk mendukung penelitian. Dalam konteks ilmu 

hukum, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Metode 

penelitian hukum sendiri dibagi menjadi dua; metode penelitian hukum empiris dan 

normatif. 

Metode penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan 

fakta-fakta perilaku manusia yang diambil dengan berbagai cara seperti wawancara, 
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sampel, maupun survei. Sementara, metode normatif adalah suatu metode penelitian 

hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum, doktrin, pendapat ahli, dan 

sejenisnya guna menjawab berbagai isu hukum. 

 

D. Format Penulisan 

Format penulisan hukum ini berdasar pada Pedoman Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya, yaitu:1 

1. Format penulisan menggunakan format satu kolom. Naskah setiap halaman diberi 

nomor berurutan, jumlah halaman 10—25 lembar (tidak termasuk daftar pustaka). 

2. Naskah diketik pada kertas ukuran A4 (210 x 297 mm) dengan jarak antar baris 

1,5 spasi. 

3. Naskah diketik dengan mempergunakan jenis huruf Tahoma dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Judul naskah: maksimal terdiri dari 12 kata, 13 point, kapital, bold. 

b. Nama penulis: tidak disingkat, tanpa gelar, 12 point, bold. 

c. Keterangan lembaga, alamat, email, telepon: alamat lengkap Fakultas 

Hukum Universitas Brawijaya disertakan kode pos, 12 point. 

d. Abstrak & kata kunci: 12 point, huruf tebal, isi abstrak tidak perlu bold. 

 

E. Pedoman Penulisan Catatan Kaki (Footnote) dan Daftar Pustaka 

1. APA Referencing Style 7th Edition 

a. Buku 

1) Buku yang ditulis oleh satu pengarang 

Catatan Kaki:  

R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 

2001), hlm. 13. 

Daftar Pustaka: 

Subekti, R. (2001). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa. 

 
1 Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya No. 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum. 
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2) Buku yang ditulis oleh dua pengarang  

Catatan Kaki: 

Saragih, B. R., & Kusnardi, M., Ilmu Negara, (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2015), hlm. 10. 

Daftar Pustaka: 

Saragih, B. R., & Kusnardi, M., (2015). Ilmu Negara. Gaya Media 

Pratama. 

3) Buku yang ditulis oleh tiga pengarang atau lebih 

Catatan Kaki:  

Effendie, B., Tasmin, M., dan Chodari A., Surat Gugat dan Hukum 

Pembuktian Dalam Perkara Perdata, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1999), hlm. 44. 

Daftar Pustaka: 

Effendie, B., Tasmin, M., dan Chodari A. (1999). Surat Gugat dan 

Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Citra Aditya 

Bakti. 

b. Jurnal Ilmiah 

1) Jurnal yang ditulis satu orang 

Catatan Kaki: 

Rosyda, F. A., “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”. 

Amnesti: Jurnal Hukum, 1(1), 2019, hlm.23. 

Daftar Pustaka: 

Rosyda, F. A., (2019). Upaya Pencegahan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Berdasarkan Perspektif Kebijakan 

Hukum Pidana. Amnesti: Jurnal Hukum, 1(1), 20-25 

2) Jurnal yang ditulis dua orang 

Catatan Kaki: 
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Nurhayati, R., & Gumbira, S. W., “Pertanggungjawaban Publik 

dan Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(1), 

2017, hlm. 43. 

Daftar Pustaka: 

Nurhayati, R., & Gumbira, S. W. (2017). Pertanggungjawaban 

Publik dan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum dan 

Peradilan, 6(1), 41-66. 

3) Jurnal yang ditulis tiga orang atau lebih 

Catatan Kaki: 

Nikmah, M., Disemadi, H. S., Purwanti, A., “Akibat Hukum 

Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah 

Secara Over Credit Dibawah Tangan”. Jurnal Cendekia Hukum, 

6(1), 2020, hlm. 19. 

Daftar Pustaka: 

Nikmah, M., Disemadi, H. S., Purwanti, A. (2020). Akibat Hukum 

Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Kredit Pemilikan 

Rumah Secara Over Credit Dibawah Tangan. Jurnal 

Cendekia Hukum, 6(1), 13-28 

c. Peraturan Perundang-Undangan 

Catatan Kaki: 

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

2008. 

Daftar Pustaka: 

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. 

Lembaran Negara Republik Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta. 

d. Peraturan Internasional 

Catatan Kaki: 

Department of Health and Aged Care, National youth suicide preventation 

strategy, 2000. 

Daftar Pustaka: 
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Australia. Department of Health and Aged Care. (2000). National youth 

suicide prevention strategy. http://www.health.gov.au/hsdd/ 

mentalhe/sp/ nysps/about.htm   

e. Putusan Hakim 

Catatan Kaki: 

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010. 

Daftar Pustaka: 

Mahkamah Konstitusi. 2010. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 

209-210/PHPU.D-VIII/2010. Jakarta. 

f. Laporan 

Catatan Kaki: 

Bella Hevy Setyo. “Implementasi Kebijakan Paket  Perizinan Online  

Dalam  Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik”. Skripsi. Fakultas Ilmu 

Administrasi, Ilmu Administrasi Publik, (2018), Universitas Brawijaya. 

Daftar Pustaka: 

Setyo, B. H. (2018). Implementasi Kebijakan Paket Perizinan Online 

Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik. Skripsi. Fakultas 

Ilmu Administrasi, Ilmu Administrasi Publik, Repository 

Universitas Brawijaya. 

g. Artikel Webpage 

Catatan Kaki: 

Sudoyo, W. “Regulasi Perlindungan Anak di Dunia Digital bukan untuk 

Lepas dari Internet”. Info Publik, (7 Februari 2025). 

Daftar Pustaka: 

Sudoyo, W. (2025, Februari 7). Regulasi Perlindungan Anak di Dunia 

Digital bukan untuk Lepas dari Internet. Info Publik. 

https://www.infopublik.id/regulasi-pelindungan- anak-di-dunia-

digital-bukan-untuk-lepas-dari-internet 

2. Chicago Manual of Style 18th Edition  

a. Buku 

https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/902320/regulasi-pelindungan-anak-di-dunia-digital-bukan-untuk-lepas-dari-internet
https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/902320/regulasi-pelindungan-anak-di-dunia-digital-bukan-untuk-lepas-dari-internet
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1) Buku yang ditulis oleh satu pengarang 

Catatan Kaki: 

Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, 

(Alumni, Bandung: 2010), hlm. 35. 

Daftar Pustaka: 

Syahrani, Riduan. Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. 

Bandung: Alumni, 2010. 

2) Buku yang ditulis oleh dua pengarang 

Catatan Kaki: 

Hakim Nasoetion dan Barizi, Metode Statistika. (Gramedia, Jakarta: 

2000), hlm. 20. 

Daftar Pustaka: 

Nasoetion, Hakim dan Barizi. Metode Statistika. Jakarta: Gramedia, 

2000. 

3) Buku yang ditulis oleh tiga pengarang atau lebih 

Catatan Kaki: 

Rudi Sukanto, et al, Business Forcasting, (Bagian Penerbitan 

Manajemen Informatika UGM, Yogyakarta:1999), hlm. 10. 

Daftar Pustaka: 

Sukanto, Rudi, Budi Mulya, dan Rangga Sela. Business Forcasting. 

Yogyakarta: Bagian Penerbitan Manajemen Informatika 

UGM, 1999. 

b. Jurnal Ilmiah 

1) Jurnal yang ditulis satu orang 

Catatan Kaki: 

M. Syahrul Borman, “Independensi Kekuasaan Kehakiman dari 

Pengaruh Kekuasaan di Indonesia,” Lex Journal: Kajian Hukum & 

Keadilan, Vol. 1, No. 1, (2017), hlm. 17. 

Daftar Pustaka: 
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Borman, M. Syahrul, “Independensi Kekuasaan Kehakiman dari 

Pengaruh Kekuasaan di Indonesia”, Lex Journal: Kajian 

Hukum & Keadilan, Vol. 1, No. 1, (2017). 

2) Jurnal yang ditulis dua orang 

Catatan Kaki: 

Rayhan N. H. dan Abel Parvez, Implications of Postponed General 

Election on the Term of Office of the President and Vice President 

in Indonesia Statehood, Legal Brief, Vol. 11, No. 2, (2022), hlm. 

1166. 

Daftar Pustaka: 

H., Rayhan N. dan Parvez, Abel. “Implications of Postponed 

General Election on the Term of Office of the President and 

Vice President in Indonesia Statehood”. Legal Brief, Vol. 

11, No. 2, (2022). 

3) Jurnal yang ditulis tiga orang atau lebih 

Catatan Kaki: 

Abel Parvez, et al, Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya 

Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap 

PRT Perempuan dan Anak, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum 

Indonesia Law Journal , Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 220. 

Daftar Pustaka: 

Parvez, Abel, Andi Vallian Superani, dan Imas Novita Juaningsih. 

“Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan 

Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT 

Perempuan Dan Anak.” Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum 

Indonesia Law Journal, Vol. 1, No.1, (2022). 

c. Peraturan Perundang-Undangan 

Catatan Kaki: 

Lihat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman, LN. 2009/No. 157, TLN NO. 5076 
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Daftar Pustaka: 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

LN. 2009/No. 157, TLN NO. 5076. 

d. Peraturan Internasional 

Catatan Kaki:  

Lihat dalam Article 12 Universal Declaration of Human Rights 1948, 

Resolusi PBB No.G.A.Res. 217A (III) (1948) 

Daftar Pustaka: 

Universal Declaration of Human Rights 1948, Resolusi PBB No.G.A.Res. 

217A (III) (1948) 

e. Putusan Hakim 

Catatan Kaki: 

Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, hlm. 

99. 

Daftar Pustaka: 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. 

f. Laporan 

Catatan Kaki:  

Enni Soerjati, Lembaga Sertifikasi Keandalan Sebagai Salah Satu Upaya 

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik di 

Indonesia, Tesis Pascasarjana UI, Fakultas Hukum UI, Depok, 2008, hlm. 

9. 

Daftar Pustaka: 

Soerjati. Enni, Lembaga Sertifikasi keandalan Sebagai Salah Satu Upaya 

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi 

Elektronik di Indonesia, Tesis Pasca Sarjana UI, Fakultas Hukum 

UI, Depok, 2008. 

g. Artikel Webpage 

Catatan Kaki:  
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National Cyber Security Center, Penetration Testing, 08 Agustus 2017, 

https://www.ncsc.gov.uk/penetration-testing, Diakses pada 20 November 

2022. 

Daftar Pustaka: 

National Cyber Security Center, Penetration Testing, 08 Agustus 2017, 

https://www.ncsc.gov.uk/penetration-testing. 

3. Oxford Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) 

a. Buku  

Catatan Kaki:  

Rudi Sukanto, [et al], Business Forecasting (Bagian Penerbitan 

Manajemen Informatika UGM 1999). [9] 

Daftar Pustaka: 

Hakim, A. H. dan Barizi, A., Metode Statistika (Gramedia 2000). [15]. 

b. Jurnal Ilmiah 

Catatan Kaki:  

Roni Saputra, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak 

Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan 

Negara Terutama Terkait dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK)’ (2015) 3 

Jurnal Cita Hukum. [273]. 

Daftar Pustaka:  

Saputra, R., ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana 

Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan 

Keuangan Negara Terutama Terkait dengan Pasal 2 ayat (1) UU 

PTPK)’ (2015) 3 Jurnal Cita Hukum. [272]. 

c. Peraturan Perundang-Undangan 

Catatan Kaki:  

Lihat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman, LN. 2009/No. 157, TLN NO. 5076. 

Daftar Pustaka: 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan 

Kehakiman. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076. Jakarta. 

d. Putusan Hakim 

Catatan Kaki:  

Hasiholan Samosir, S.E. vs. PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk, No. 

14/Pdt.Bth/2016/Pn Yyk, Pengadilan Negeri Yogyakarta, 23 Februari 

2016. 

Daftar Pustaka: 

Hasiholan Samosir, S.E. vs. PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk, No. 

14/pdt.Bth/ 2016/Pn Yyk, Pengadilan Negeri Yogyakarta, 23 

Februari 2016. 

e. Putusan Pidana 

Catatan Kaki:  

Sugiarto Bin Suyoso Totok Haryanto, Nomor 849 K/Pid/2014, Mahkamah 

Agung, 12 November 2014. 

Daftar Pustaka: 

Sugiarto Bin Suyoso Totok Haryanto, Nomor 849 K/Pid/2014, Mahkamah 

Agung, 12 November 2014. 

f. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Catatan Kaki:  

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 151/PHP.KOT-

XIV/2016, Mahkamah Konstitusi, 22 Maret 2016. 

Daftar Pustaka: 

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 151/PHP.KOT-

XIV/2016, Mahkamah Konstitusi, 22 Maret 2016. 

g. Skripsi/Tesis/Disertasi  

Catatan Kaki:  
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Johannes S. Engel, ‘Implementasi leniency Program Sebagai Optimalisasi 

Pemberantasan Praktek Kartel di Indonesia’, (Tesis, Universitas Gadjah 

Mada 2019). 

Daftar Pustaka: 

Engel, Johannes S. ‘Implementasi Leniency Program Sebagai Optimalisasi 

Pemberantasan Praktek Kartel di Indonesia’, (Tesis, Universitas 

Gadjah Mada 2019). 

h. Artikel Webpage 

Catatan Kaki: 

Lon L. Fuller, ‘The Morality of Law (Eight Ways to Fail to Make Law)’, 

(Yale University Press, 1964) www.yalepress.yale.edu/book>accessed 20 

September 2014. 

Daftar Pustaka: 

Fuller, Lon L. ‘The Morality of Law (Eight Ways to Fail to Make Law)’, 

(Yale University Press, 1964) 

www.yalepress.yale.edu/book>accessed 20 September 2014. 

4. Modern Language Association (MLA) 

a. Buku 

1) Buku yang ditulis oleh satu pengarang 

Catatan Kaki: 

Daniel J. Boorstin, The Creators: A History of the Heroes of the 

Imagination (New York: Random, 1992), hlm. 20. 

Daftar Pustaka: 

Boorstin, Daniel J. The Creators: A History of the Heroes of the 

Imagination. New York: Random, 1992. 

2) Buku yang ditulis oleh dua pengarang 

Catatan Kaki: 

Jonathan Dollimore and Keith Hall, Political Shakespeare: Essay in 

Cultural Materialism, (New York: Cornell UP, 1994), p.21. 

Daftar Pustaka: 
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Dollimore, Jonathan, and Keith Hall, editors. Political Shakespeare: 

Essays in Cultural Materialism. 2nd ed., Cornell UP, 1994. 

3) Buku yang ditulis oleh tiga pengarang atau lebih 

Catatan Kaki: 

Baird Searles, et al, A Reader’s Guide to Science Fiction (New 

York: Facts on File, 1979), p.110. 

Daftar Pustaka: 

Searles, Baird, and Martin Last. A Reader’s Guide to Science 

Fiction. New York: Facts on File, Inc., 1979. 

b. Jurnal Ilmiah 

1) Jurnal yang ditulis oleh satu orang 

Catatan Kaki: 

James A. Mitchell, “Citation: Why is it Important”, Mendeley 

Journal, vol. 4, no 6, 1999, p.607-674. 

Daftar Pustaka: 

James A. Mitchell, “Citation: Why is it Important”, Mendeley 

Journal, vol. 4, no 6, 1999, p.607-674. 

2) Jurnal yang ditulis oleh dua orang 

Catatan Kaki: 

Xueli Huang and Alan Brown. “An Analysis and Classification of 

Problems in Small Business”, International Small Business Journal, 

vol. 18, no. 1, 1999, p.73. 

Daftar Pustaka: 

Huang, Xueli, and Brown, Alan. “An Analysis and Classification of 

Problems in Small Business.” International Small Business 

Journal, vol. 18, no. 1, 1999, p. 73. Gale Academic OneFile. 

Accessed 19 Oct. 2020. 

3) Jurnal yang ditulis oleh tiga orang atau lebih 

Catatan Kaki: 
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Adrian A. Franke, et al, “Bioavailability and Antioxidant Effects of 

Orange Juice Components in Humans.”, Journal of Agricultural and 

Food Chemistry, vol.53, no. 13, 2005, p.21. 

Daftar Pustaka: 

Franke, Adrian A. et al. “Bioavailability and Antioxidant Effects of 

Orange Juice Components in Humans.” Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, vol. 53, 13 (2005): 5170-

8. 

 

F. Istilah Dalam Catatan Kaki (Footnote) 

1. Ibid 

a. Ibid. berasal dari bahasa Latin “Ibidem” yang artinya “tempat yang sama”. 

b. Ibid. digunakan oleh pengutip jika ingin mengambil catatan yang sama 

dengan catatan sebelumnya atau yang berada langsung di atasnya tanpa 

disela kutipan sumber lain. 

c. Apabila catatan kedua berada di halaman berbeda, maka ada tambahan 

nomor halaman yang dikutip. 

d. Kata Ibid. biasanya dituliskan dengan huruf miring atau digaris bawahi. 

Contoh: 

1 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000), h. 20. 

2 Ibid 

3 Ibid, h. 25-27 

2. Op. Cit. 

a. Op. Cit. berasal dari bahasa Latin “Opere Citato” yang artinya “pada karya 

tulis yang disebut”. 

b. Op. Cit. digunakan untuk menunjukkan jika catatan kaki tersebut diselingi 

oleh catatan kaki lainnya dan ditulis dengan nama pengarangnya namun 

berbeda halaman. 

c. Jika satu pengarang menggunakan buku rujukan yang berbeda, maka setelah 

nama harus diikuti judul bukunya. 
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d. Penulisan: nama pengarang, Op. Cit., nomor halaman. 

Contoh: 

1 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000), h. 20. 

2 Soehino, Ilmu Negara, (Liberty, Yogyakarta: 2005), h. 171. 

3 Rahardjo, Op. Cit, h. 40. 

3. Loc. Cit. 

a. Loc. Cit. berasal dari bahasa Latin “Loco Citato” yang artinya “pada tempat 

yang telah dikutip”. 

b. Loc. Cit. digunakan untuk mengutip halaman yang sama dari salah satu 

sumber yang telah dikutip sebelumnya dan diselang oleh sumber lain. 

c. Penulisan: nama pengarang, Loc. Cit. (tanpa nomor halaman). 

Contoh: 

1 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000), h. 

20. 

2 Soehino, Ilmu Negara, (Liberty, Yogyakarta: 2005), h. 171.  

3 Rahardjo, Loc. Cit. 
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BAB II 

PEDOMAN PENULISAN LEGAL OPINION 

 

Struktur penulisan legal opinion terdiri atas: 

 

A. Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan bagian pembuka atau pengantar yang ditujukan untuk 

mempertegas kedudukan antara pengacara dengan klien. Dalam bagian ini, penulis 

memberikan penjelasan dasar terkait pendapat hukum, baik berdasarkan permintaan 

secara tertulis maupun lisan. Sehingga, pendapat hukum atau permasalahan-permasalahan 

yang dibuat oleh penulis dapat disampaikan secara jelas dan sistematis. 

 

B. Fakta Hukum  

Fakta hukum merupakan dasar dalam merumuskan jawaban dari isu atau masalah 

hukum yang hendak dijawab, sehingga pada bagian ini penulis harus memberikan 

penjelasan secara menyeluruh dan juga objektif. Fakta hukum dapat berupa perbuatan, 

peristiwa, atau keadaan yang mengandung implikasi hukum atau menimbulkan 

konsekuensi hukum yang berkaitan langsung dengan masalah ataupun isu hukum tersebut. 

Dalam merumuskan fakta hukum, penulis harus memiliki kemampuan untuk 

membedakan antara fakta dan opini; serta mana yang fakta hukum dan yang mana bukan 

fakta hukum. Sehingga, legal opinion yang ditulis dapat dengan tepat dan akurat 

menyelesaikan suatu masalah hukum. 

 

C. Isu dan Permasalahan Hukum  

Isu dan permasalahan hukum merupakan suatu hal yang fundamental dalam 

penulisan legal opinion karena berisi masalah pokok yang akan menentukan seluruh 

permasalahan hukum. Isu dan permasalahan hukum juga berisi uraian tentang dokumen 

referensi dan informasi, baik secara tertulis maupun lisan yang diperoleh dari pihak yang 

bersangkutan. Pada bagian ini, penulis juga perlu melakukan pengkajian karena akan 

dijawab dalam perspektif hukum. Dalam proses pengkajian, penulis dapat menggunakan 
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tiga level isu hukum. Pertama, dogmatika yang berfokus pada fakta hukum. Kedua adalah 

teori, dimana penulis dapat mengaitkan masalah hukum berdasarkan konsep hukum yang 

merupakan implementasi atas suatu gagasan aturan yang mengatur terkait aktivitas 

masyarakat. Terakhir adalah filsafat hukum, yaitu dimana penulis menemukan isu atau 

masalah hukum berdasarkan asas-asas hukum yang merupakan konsep-konsep dasar dari 

aturan hukum secara keseluruhan.  

 

D. Dasar hukum  

Bagian ini berisi uraian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan atau 

peraturan terkait lainnya dengan permasalahan yang ada dan dijadikan sebagai dasar 

dalam penulisan legal opinion.  

 

E. Analisis Hukum dan Pendapat Hukum  

Bagian ini berisi uraian mengenai pendapat penulis tentang suatu pokok masalah 

berdasarkan analisis dan pertimbangan hukum dari fakta-fakta, informasi, dan dokumen-

dokumen terkait. Hal ini harus mengacu pada fakta hukum dan aturan yang telah 

teridentifikasi.  

 

F. Kualifikasi  

Kualifikasi merupakan pembatasan, yaitu sejauh mana legal opinion ditafsirkan 

dan hanya berdasarkan aspek hukum. Pembatasan legal opinion ini tidak mengikat bagi 

klien untuk harus mengikuti saran dari Advokat yang tertulis dalam legal opinion.  

 

G. Asumsi  

Asumsi merupakan suatu metode untuk membantu mewujudkan kepastian hukum, 

dimana beranggapan bahwa dokumen-dokumen, pernyataan, dan informasi yang 

digunakan sebagai dasar analisis legal opinion telah lengkap, sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, kecuali dinyatakan lain dalam informasi tambahan.  
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H. Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi  

Bagian ini berisi uraian mengenai kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil 

analisis setelah melakukan seluruh tahap-tahap pembuatan legal opinion. Setelah 

memberikan kesimpulan, penulis dapat memberikan saran/solusi permasalahan terhadap 

permasalahan yang dibahas.   

 

I. Referensi  

Dalam pembuatan legal opinion, kita menyatakan pendapat terhadap suatu isu dari 

perspektif hukumnya dan harus didasarkan pada bukti yang kuat untuk adanya substansi 

yang berguna. Tak hanya itu, diperlukan ketelitian dalam mencari dasar pendapat agar 

argumen yang diberikan relevan dengan hukum yang sedang berlaku. Dari referensi 

tersebut kita memiliki dasar argumen untuk membuat sebuah karya tulis yang sistematis. 

Oleh karena itu, diperlukannya di bagian akhir legal opinion mencantumkan referensi 

berupa tautan dan juga daftar pustaka.  
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CONTOH LEGAL OPINION2 

(Mengikuti ketentuan penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) 

 

Malang, 17 April 2021 

 

No. Ref : 100/HKI-M/F&P/2021  

 

Kepada Yth.  

PT. Putra Sejahtera Abadi  

Jalan Candi Mendut IV. No. 8  

Lowokwaru, Kota Malang  

 

Perihal : Penyampaian Pendapat Hukum (Legal Opinion)  

  

I. PENDAHULUAN 

Dengan hormat,  

Perkenalkan kami, Fadillah Rahmadi Nurrahman, S.H., LL.M. selaku Advokat 

dan rekan kami dari Kantor Hukum Fadil & Partners yang beralamat di Jl. MT Haryono 

No. 168, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145, berdasarkan Surat Penunjukan 

No. 01/HKI-M/FP/2021 telah diminta oleh PT. Putra Sejahtera Abadi (“PT PSA”) 

untuk memberikan Pendapat Hukum tertanggal 12 April 2021 terkait Permasalahan 

Hukum yang dihadapi oleh PT PSA dengan PT Tamod Cahaya Mulia (“PT TCM”) 

mengenai sengketa merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual (“DJKI”), sehingga mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil 

bagi PT. PSA.  

 

II. FAKTA HUKUM 

 

 
2 Team Ralph Lauren, ‘Penyampaian Pendapat Hukum’ (2024), Collasa. [16]. 
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Bahwa telah terdapat beberapa fakta hukum yang terjadi terkait dengan 

permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT PSA dengan PT TCM, diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Bahwa PT Putra Sejahtera Abadi merupakan perusahaan yang bergerak pada 

bidang kuliner yang beralamat di Jalan Candi Mendut IV. No. 8, Lowokwaru, 

Kota Malang dan sudah berdiri sejak Februari 2013 dengan NIB 19300528453 

yang didirikan oleh Budi Christian dan Faru Ahmad.  

2. Bahwa hal yang menjadi sorotan dalam restoran Slide of Spice adalah logo 

berupa maskot cabai merah bergaya kartun tersenyum seperti pada Gambar 1.1 

serta nama Slide of Spice telah menjadi identitas utama restoran dan daya tarik 

terbesar bagi pelanggan.  

3. Bahwa pada Agustus 2017, Budi Christian dan Faru Ahmad mendaftarkan Slide 

of Spice dengan nomor merek jasa kelas 43 sebagai sebuah merek yang sah.  

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2019, berdirilah PT Tamod Cahaya Mulia 

didirikan oleh Michael Jeremy. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

kuliner terdaftar dengan NIB 10032856392 dan berkedudukan di Jalan Kawi No. 

16 B, Gading Kasri, Kota Malang.  

5. Bahwa Michael Jeremy merupakan seseorang yang pernah bekerja dibawah 

restoran Slide of Spice pada tahun 2014 sebagai seorang direktur pemasaran.  

6. Bahwa Michael Jeremy memberikan sebuah nama Slide of Spike pada 

produknya. Logo restoran tersebut berupa maskot cabai hijau bergaya kartun 

tersenyum, pada Gambar 1.2.  

7. Bahwa pada akhir tahun 2019, Michael Jeremy secara resmi mendaftarkan nama 

produk tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Slice of Spike 

mendapatkan sertifikat merek atas nama PT TCM milik Michael Jeremy. 

8. Bahwa Budi Christian dan Faru Ahmad melakukan pertemuan dengan Michael 

Jeremy di Jalan Puncak Borobudur No. G502 Mojolangu, Kec. Lowokwaru, 

Kota Malang sebagai upaya mediasi yang dilakukan agar menemukan jalan 

keluar antar persamaan dalam nama dan logo usaha.  
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9. Bahwa Budi Christian dan Faru Ahmad selaku pemilik sertifikat merek atas 

nama dan logo Slide of Spice menginginkan Michael Jeremy untuk mengganti 

atau membatalkan pendaftaran nama serta logo Slide of Spike yang dimana 

dirasa merugikan Budi Christian dan Faru Ahmad selaku pemilik Slide of Spice.  

10. Bahwa adanya kesamaan nama dan logo usaha mengakibatkan sebuah 

kekeliruan pada masyarakat terhadap dua merek tersebut. Namun, permintaan 

secara nonformal yang diberikan, ditolak secara langsung oleh Michael Jeremy.  

11. Bahwa pertemuan awal antara Budi Christian dan Faru Ahmad dengan Michael 

Jeremy merupakan sebuah bentuk peringatan ringan yang diberikan terhadap PT 

TCM, bukan kepada Michael Jeremy sebagai pemilik perusahaan. Somasi terus 

menerus diberikan kepada PT TCM, namun hal tersebut tidak membuahkan 

hasil lantaran PT TCM tidak kunjung menunjukan itikad baik untuk bertanggung 

jawab.  

12. Bahwa pada tahun 2021, PT PSA memutuskan untuk menempuh jalur hukum.  

 

III. ISU DAN PERMASALAHAN HUKUM  

1. Apakah tindakan PT Tamod Cahaya Mulia yang mendirikan restoran “Slide of 

Spike” hingga menyebabkan kekeliruan dengan restoran PT Putra Sejahtera 

Abadi yaitu “Slide of Spice” memungkinkan menurut Hukum?  

2. Apa konsekuensi hukum yang mungkin diterima oleh PT Tamod Cahaya Mulia 

akibat pendirian restoran “Slice of Spike'' dalam perkara a quo?  

3. Bagaimana upaya penyelesaian masalah antara PT Putra Sejahtera Abadi dan PT 

Tamod Cahaya Mulia dalam perkara a quo? 

4. Apakah PT Tamod Cahaya Mulia dapat bertanggung jawab atas kerugian PT 

Putra Sejahtera Abadi akibat sengketa merek dalam perkara a quo?  

 

IV. DASAR HUKUM  

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

(“UU MIG”);  
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU 5/1999”);  

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”);  

4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law 

Treaty (“Keppres 17/1997”); dan 

5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne 

Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works (“Keppres 

18/1997”).  

 

V. ANALISA HUKUM 

1. Terkait tindakan PT TCM yang mendirikan restoran “Slide of Spike” 

hingga menyebabkan kekeliruan dengan merek, “Slide of Spice” yang 

didirikan oleh PT PSA menurut pandangan hukum 

Pada bulan Agustus 2017, Budi Christian dan Faru Ahmad mendaftarkan 

“Slice of Spice” berupa nama dan logo cabai sebagai identitas restoran mereka 

kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Maka dengan itu, 

sebagaimana dalam Pasal 3 UU MIG bahwa semenjak merek “Slice of Spice” 

itu didaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  

Pada Pasal 21 ayat (1) UU MIG menjelaskan mengenai “persamaan pada 

pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan 

antara merek yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya 

persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau 

kombinasi unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek 

tersebut.3  

Apabila logo dan nama Slice of Spike tersebut dibedah oleh penjelasan 

“persamaan pada pokoknya”, maka: 

a. Bentuk logo yang mempunyai font, gambar api, dan gambar cabai yang 

sama persis; 

 
3 Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
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b. Cara penempatan yang dimana:  

1. “Rasa Pedas Yang Lezat” milik Slice of Spike dengan 

“Delicious Spicy Taste” milik Slice of Spice yang sama persis;  

2. Tulisan “Slice of Spike” ditempatkan sama persis seperti dalam 

logo “Slice of Spice”;  

3. Gambar Api milik “Slice of Spike” ditempatkan sama persis 

dengan milik “Slice of Spice”; dan  

4. Gambar Cabai milik “Slice of Spike” ditempatkan  di tengah 

sama dengan “Slice of Spice” dan hanya di balik secara 

horizontal.  

c. Cara penulisan yang sama persis: 

1. “Rasa Pedas Yang Lezat” dengan tulisan melengkung di atas 

gambar cabai sama persis jika disandingkan dengan “Delicious 

Spice Taste” milik dari Slice of Spice;  

2. “Rasa Pedas Yang Lezat” mempunyai arti yang sama dalam 

bahasa Indonesia jika disandingkan dengan “Delicious Spice 

Taste” milik Slice of Spice; dan  

3. “Slice of Spike” mempunyai bentuk dan ciri tulisan yang sama 

dengan “Slice of Spice”.  

Berdasarkan uraian di atas PT Tamod Cahaya Mulia tidak dapat 

mendirikan restoran miliknya yaitu “Slice of Spike” karena menyalahi 

“persamaan pada pokoknya” seperti yang dijelaskan oleh Pasal 21 ayat (1) UU 

MIG.4 Selain itu, PT Tamod Cahaya Mulia juga tidak meminta izin untuk 

mendirikan restoran “Slice of Spike” kepada PT Putra Sejahtera Abadi sebagai 

pemilik eksklusif merek yang sah bernama  “Slice of Spice” beserta logonya 

yang telah didaftarkan.  

 
4 Ibid. 
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2. Konsekuensi hukum yang akan diterima oleh PT TCM akibat pendirian 

restoran “Slice of Spike'' yang identik dengan merek restoran “Slide of 

Spice”  

Konsekuensi hukum yang dapat diterima oleh PT Tamod Cahaya Mulia 

akibat pelanggaran merek dengan mendirikan restoran “Slice of Spike” pada 

perkara ini yaitu konsekuensi pidana dan perdata.  

a. Pidana 

Konsekuensi pidana merek diatur dalam Pasal 100 sampai 102 

UU MIG. Pada perkara kali ini, sebagaimana pelanggaran yang telah 

diuraikan, maka pasal yang dapat dikenakan kepada PT Tamod Cahaya 

Mulia adalah Pasal 100 ayat (2) UU MIG yang berbunyi “Setiap Orang 

yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai 

persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk 

barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.5 

b. Perdata 

Konsekuensi perdata yang dapat dikenakan kepada PT Tamod 

Cahaya Mulia yaitu PT Putra Sejahtera Abadi mengajukan tuntutan 

perdata berupa gugatan dengan alasan PT Tamod Cahaya mulia  sebagai 

pelaku usaha melanggar hak atas merek yang dapat dianggap melakukan 

kecurangan berwujud pembajakan merek milik orang lain. Gugatan 

mengenai hal ini diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU MIG yang mana 

dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan beralasan 

sebagaimana pasal 20 dan/atau 21. “Pemilik Merek sudah ada di daftar 

mampu melakukan pengajuan gugatan ke pihak lain dengan 

mengecualikan hak penggunaan Merek yang memiliki kemiripan pada 

 
5 Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
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prinsipnya atau secara menyeluruh untuk barang atau jasa yang sejenis 

meliputi: 

1. gugatan ganti rugi, dan/atau  

2. pemberhentian semua perbuatan terkait pemakaian Merek 

tersebut.”6  

Dalam hal ini berarti PT PSA dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) MIG.  

3. Upaya penyelesaian masalah antara PT PSA dengan PT TCM terkait 

permasalahan merek “Slice of Spice” dan “Slice of Spike” 

Bahwa dalam penyelesaian sengketa Merek terdapat dua upaya 

penyelesaian yaitu secara Non-Litigasi dan Litigasi. Akan tetapi, pada faktanya 

upaya penyelesaian diluar pengadilan tersebut sudah pernah dilakukan oleh 

kedua pihak, tetapi tidak kunjung menemukan itikad baik dari PT TCM. 

Sehingga upaya penyelesaian selanjutnya bisa ditempuh melalui upaya 

penyelesaian melalui pengadilan (Litigasi). Berikut penjelasan mengenai 

beberapa upaya penyelesaian tersebut:  

a. Non-Litigasi 

Dalam sengketa Merek terdapat dua cara penyelesaian secara 

NonLitigasi yaitu Melalui Arbitrase. Hal ini diatur dalam Pasal 93 UU 

MIG.  

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan penyelesaian 

melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian 

ahli kepada lembaga penyelesaian sengketa. Akan tetapi, langkah 

mediasi sudah dijalankan pada perkara ini dan tidak membuatkan 

hasil. Maka, langkah mediasi tidak dapat dilakukan lagi.7  

2. Arbitrase merupakan penyelesaian melalui perjanjian yang telah 

dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Dalam perkara ini salah 

 
6 Biela, Desy Salsa, and Abraham Ferry Rosando. “Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan 

Pelanggaran Hak Atas Merek”. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 

2 (1):619-40. (2022).  https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.157. 
7 Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
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satu pendiri PT Tamod Cahaya Mulia yang bernama Michael 

Jeremy merupakan mantan karyawan dari PT Putra Sejahtera 

Abadi. Pada saat Michael Jeremy mengundurkan diri dari PT 

Putra Sejahtera Abadi terdapat “Perjanjian Non-Kompetisi” 

yang berisikan bahwa Michael Jeremy tidak boleh bekerja 

dibidang yang sama selama waktu yang telah ditentukan. Maka 

dengan itu, Arbitrase dapat dilakukan sebagai langkah Non-

Litigasi karena adanya perjanjian tersebut.8  

b. Litigasi 

1. Gugatan Perdata 

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 76 UU MIG 

bahwa pemilik merek (PT Putra Sejahtera Abadi) dapat 

melakukan gugatan kepada pelanggar hak merek (PT Tamod 

Cahaya Mulia) yang diajukan kepada Pengadilan Niaga berupa 

gugatan ganti rugi dan/atau pemberhentian semua perbuatan 

terkait Merek tersebut.9 Selain itu, berdasarkan pasal tersebut PT 

PSA juga dapat mengajukan gugatan pembatalan merek 

terdaftar.  

2. Gugatan Pidana 

Pengaturan pidana dalam Merek adalah berupa delik 

aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU MIG. Maka, PT 

Putra Sejahtera Abadi dapat membuat aduan dengan dugaan  

pelanggaran Pasal 100 ayat (2) UU MIG kepada penyidik yang 

berwenang untuk dilakukan proses alur litigasi pidana oleh pihak 

yang berwenang sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 99 ayat 

(2) UU MIG. 

4. Terkait pihak yang bertanggung jawab atas kerugian dari PT PSA akibat 

sengketa merek tersebut  

 
8 Biela, Desy Salsa, and Abraham Ferry Rosando, Loc. Cit.  
9 Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
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a. Bahwa dalam fakta hukum, merek “Slide of Spike” telah menjadikan 

produk ini sebagai hal yang dibicarakan masyarakat secara luas dan hal 

tersebut bahkan menaikkan keuntungan perusahaan PT TCM melalui 

iklan yang dipromosikan. Di sisi lain, diketahui bahwa ternyata merek 

tersebut memiliki kesamaan atau identik dengan merek “Slide of Spice” 

mulai dari nama, logo, gambar, bahkan produk yang dijual, yaitu berupa 

makanan pedas. Sehingga hal ini, menimbulkan sebuah kerugian bagi PT 

PSA selaku perusahaan pertama yang telah mendaftarkan merek “Slide 

of Spice” ke DJKI. Seperti yang diketahui bahwa di Indonesia sendiri 

menganut sistem first to file. Sistem perlindungan merek first to file atau 

sistem konstitutif adalah sistem perlindungan terhadap suatu merek 

dimana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran 

ke kantor merek, maka menjadi pihak pertama yang memiliki hak atas 

merek tersebut.10  

b. Bahwa atas dasar penjelasan di atas, kerugian yang ditimbulkan PT TCM 

atas PT PSA dikarenakan proses dalam menciptakan merek tersebut 

tidak diikuti dengan izin terlebih dahulu kepada PT PSA sebagai 

perusahaan atau pihak pertama yang telah mendaftarkan merek “Slide of 

Spice” di DJKI. PT PSA sebagai pihak yang telah menerima hak atas 

merek tersebut bisa mengajukan pertanggungjawaban kepada PT TCM 

dengan membayarkan biaya ganti rugi yang dialami PT PSA semenjak 

terciptanya merek “Slide of Spike”.  

 

VI. KUALIFIKASI  

1. Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan hukum yang telah berlaku sampai 

tanggal diterbitkannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan oleh 

karenanya, Pendapat Hukum ini tidak dapat diinterpretasikan ataupun 

 
10 Justisiari P. Kusumah, “Perbedaan Sistem Perlindungan Merek First to File dan First to Use”, hukumonline.com, 

(2022). https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sistem-perlindungan-merek-first-to- file-dan-first-to-

use. 
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ditafsirkan menurut yurisdiksi hukum selain dari hukum yang berlaku di 

Indonesia;  

2. Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan latar belakang dan pemeriksaan 

dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada kami yang merupakan satu 

kesatuan dan tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini. Serta kami tidak 

melakukan pemeriksaan langsung di lokasi atau lapangan;  

3. Pendapat hukum ini dibuat terbatas untuk pemeriksaan dan dokumen 

berdasarkan informasi yang telah kami dapatkan secara lisan dari Perusahaan. 

Oleh karena itu, kami tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi 

lapangan atau kondisi riil terkait aset dan proyek yang bersangkutan termasuk 

kami tidak melakukan konfirmasi kepada instansi-instansi terhadap kebenaran 

dokumen dan informasi yang telah kami terima;  

4. Pendapat Hukum ini dibuat hanya sebatas terkait permasalahan hukum yang 

telah ditanyakan kepada kami, serta kami tidak memberikan pendapat atas aspek 

ekonomi, akuntansi, komersial, politik, maupun pajak;  

5. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini telah berdasarkan pada kebenaran dari 

setiap isi dokumen yang disampaikan atau diperlihatkan kepada kami serta kami 

tidak melakukan penelitian secara mandiri atas hal-hal yang berada di luar 

kapabilitas dan pengendalian kami, termasuk tidak melakukan pemeriksaan 

hukum terkait dengan proses, mekanisme dan/atau prosedural-prosedural dari 

lainnya suatu perjanjian tersebut. 

 

VII. ASUMSI HUKUM  

Dalam membuat Pendapat Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi, sebagai 

berikut:  

1. Semua berkas-berkas atau dokumen yang disampaikan oleh Perusahaan kepada 

kami adalah benar dan sesuai dengan aslinya;  

2. Semua informasi, dokumen, ataupun keterangan yang disampaikan kepada kami 

adalah benar dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya serta tidak berubah 

sampai dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini;  
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3. Tidak ada dokumen, informasi, atau fakta lain yang tidak disampaikan kepada 

kami, sehingga dapat merubah atau mempengaruhi hasil dari Pendapat Hukum 

ini.  

 

VIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian fakta dan analisis diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa PT TCM bertanggung jawab atas sengketa merek karena melanggar Pasal 

21 ayat (1) UU MIG mengenai penggunaan dan pendaftaran Merek yang 

memiliki “persamaan pada pokoknya” serta tidak mempunyai izin dari PT PSA 

dalam penggunaan hak eksklusif tersebut. Oleh karena itu, PT TCM bisa 

mendapatkan konsekuensi hukum berupa ganti rugi, pemberhentian semua 

perbuatan terkait pemakaian merek dan pembatalan merek “Slice of Spike” 

ataupun Pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.  

Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia cara 

penyelesaian sengketa ini dapat berupa penyelesaian pidana dan perdata. 

Penyelesaian pidana berupa delik aduan kepada pihak yang berwenang dan 

Penyelesaian Perdata dengan gugatan kepada pengadilan niaga. Selain itu, 

langkah non-litigasi yang dapat ditempuh adalah arbitrase karena adanya 

perjanjian non-kompetisi dan alternatif penyelesaian lainnya selain dari mediasi.  

B. REKOMENDASI  

Adapun beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan PT PSA atas 

permasalahan hukum yang dialami, antara lain:  

1. PT PSA dapat mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Niaga 

Surabaya terkait penggunaan merek yang memiliki “Persamaan pada 

pokoknya” dengan merek yang diciptakan oleh PT TCM. Dalam gugatan 

tersebut PT PSA dapat menuliskan tentang permohonan untuk biaya 

ganti rugi, pemberhentian semua perbuatan terkait pemakaian Merek 

tersebut, dan pembatalan merek.  
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2. Sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), PT PSA dapat melaporkan 

PT TCM atas dugaan pelanggaran Pasal 100 ayat (2) UU MIG kepada 

penyidik 

3. Sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa PT PSA dan PT TCM 

dapat melakukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI).  

Demikian Pendapat Hukum (Legal Opinion) ini kami sampaikan. Mohon 

menghubungi apabila terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan sehubungan dengan 

Pendapat Hukum dan permasalahan ini. Terima kasih. 

 

 Hormat Kami, 

 

Fadillah Rahmadi Nurrahman, S.H., LL.M. 
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BAB III 

PEDOMAN PENULISAN LEGAL MEMORANDUM 

 

Struktur penulisan legal memorandum terdiri atas: 

 

A. Kepala (Heading) 

Pada bagian ini memuat tentang kepada siapa legal memorandum ditujukan, siapa 

yang membuat legal memorandum, pokok masalah yang dibahas dalam legal 

memorandum, nama para pihak yang bersengketa/nama yang meminta legal 

memorandum, dan tanggal dibuat. Bagian ini memberikan informasi penting untuk 

mengidentifikasi dokumen dan konteksnya.  

 

B. Pernyataan Penugasan (Statement of Assignment)  

Pada bagian ini berisikan pernyataan penugasan yang menjelaskan tujuan atau 

perintah yang diberikan terkait dengan permasalahan hukum yang akan dianalisis. Bagian 

ini memberikan gambaran tentang permasalahan hukum yang harus diselesaikan melalui 

legal memorandum tersebut. Bagian ini bertujuan untuk menarik perhatian pembaca dan 

mengatur panggung untuk analisis selanjutnya.  

 

C. Permasalahan Hukum (Legal Issues) 

Pada bagian ini penulis harus mendeskripsikan isu hukum yang diangkat secara 

jelas dan kompleks serta ditelaah dari berbagai ranah hukum. Penulis harus 

memperhatikan isu hukum yang diajukan oleh klien agar menjadi pembahasan yang 

menarik untuk ditelaah secara komprehensif. Pada intinya, penulis harus menelusuri apa 

saja peristiwa hukum yang terjadi dalam isu tersebut dan dasar hukum yang dapat 

digunakan dalam menjabarkan permasalahan secara detail serta dilihat dari berbagai 

macam perspektif. Di sini, masalah hukum spesifik yang perlu ditangani diidentifikasi dan 

dinyatakan dengan jelas. Setiap masalah biasanya disajikan sebagai pertanyaan yang harus 

dijawab melalui analisis hukum.  
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D. Jawaban Singkat (Brief Answer)  

Pada bagian ini penulis harus memberikan jawaban singkat atas inti permasalahan 

hukum yang ada secara singkat. Jawaban ini disertai dengan alasan dan dasar hukum yang 

mendukung. 

 

E. Pernyataan Fakta (Statement of Facts)  

Pada bagian ini penulis mengangkat fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan hukum yang ada dengan pembahasan secara komprehensif, singkat, padat, 

jelas, serta dapat mengelaborasikan setiap informasi yang ada satu sama lain. Fakta-fakta 

hukum kemudian disusun menjadi poin-poin penting berdasarkan kasus dalam 

permasalahan hukum tersebut. Bagian ini menjadi sangat penting untuk memahami 

konteks dimana analisis hukum dilakukan. 

 

F. Analisis (Analysis) 

Pada bagian ini penulis menjabarkan hasil analisanya dan mengaitkannya dengan 

facts, issues, regulations, dan data yang telah dijabarkan sebelumnya. Pada bagian pokok 

dari analisis permasalahan, penulis harus menjawab dengan aturan hukum yang berlaku 

dan fakta dalam kasus yang diangkat. Penulis dapat mengelompokkan setiap kasus yang 

serupa dengan diawali cara menulis setiap poin dari daftar masalah yang diangkat dan sub-

isu yang terdapat dalam isu hukum agar penulisannya lebih jelas dan terstruktur. Setelah 

itu, poin-poin yang sudah tersusun dan dikelompokkan dapat diberi judul yang sesuai 

dengan setiap masalah dan sub-isu sehingga dapat lebih mudah dimengerti. Terakhir, 

poin-poin tersebut juga bisa diberi nomor serta penulisannya dapat dibuat bold pada 

bagian judul. Kemudian, penulis menganalisis secara  mendalam apakah aturan hukum 

tersebut bisa diterapkan atau tidak dalam kasus tersebut. 

 

G. Kesimpulan (Conclusion)  

Kesimpulan menjadi bagian terakhir yang menutup legal memorandum. Bagian ini 

berisi ringkasan dari seluruh pembahasan, yang diharap dapat menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan dalam legal memorandum. Penulis dapat menarik kesimpulan 
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dari inti bagian analisis. Oleh karena itu, gaya penulisan pada bagian ini sebaiknya dibuat 

jelas, langsung, dan lengkap. Dengan demikian, kesimpulan dapat ditulis dengan point by 

point serta didahului dengan uraian singkat mengenai paparan pada bagian sebelumnya. 
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CONTOH LEGAL MEMORANDUM11 

(Mengikuti ketentuan penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) 

 

The Impact of Regional Comprehensive Economic Partnership on the Foreign Direct 

Investment in Indonesia 

 

I. Headings 

            A.    To : ALSA National Chapter Indonesia 

B.    From : Kevin Akbar Sanabil, Jibril Lanang, and Budi Saputra 

C.    Re : The Impact of Regional Comprehensive Economic Partnership on 

     the Foreign Direct Investment in Indonesia 

D.    Date : October 25th, 2022 

 

II. Statement of Assignment 

As a law student, we have been appointed to make a Legal Memorandum that 

criticizes the impact of Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement 

(“RCEP”) in aspects of Foreign Direct Investment (“FDI”) in Indonesia. Each 

statement and opinions in this Legal Memorandum is only in accordance with 

International Law specifically the RCEP itself and current legislation within Republic 

of Indonesia Jurisdiction. We do not offer opinions regarding economics, politics, or 

social aspects. Also, we do not conduct independent investigation or research other than 

examining documents as mentioned in this Legal Memorandum 

 

III. Issues 

Indonesia became one of the 10 countries that ratified RCEP, which provides a 

20 Chapter, 17 Annex, and 54 commitment schedule covering market access; regulation 

and discipline; also economic and technical cooperation. One of the substances of the 

 
11 Kevin Akbar Sanabil, Jibril Lanang, and Budi Saputra, ‘The Impact of Regional Comprehensive 

Economic Partnership on the Foreign Direct Investment in Indonesia’, (2023), 4 Collasa. [195].  
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RCEP, especially in Chapter 10, discusses the expected investment in the territories of 

countries that have ratified the RCEP to create a potential investment climate. 

Furthermore, the condition of Indonesia, both in terms of natural resources and human 

resources, is also considered to have great potential for profitable FDI in Indonesia. 

However, the ratification of RCEP is still relatively new Collasa 2023 Legal 

Development Division ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya Collective Files of 

ALSA 196 so there is a need for harmonization between RCEP which is a product of 

customary international law, and Indonesian positive law. Therefore, this writing aims 

to review whether the RCEP provision regarding investment is in line with the principles 

of positive law in Indonesia and what regulation supports FDI in Indonesia from a legal 

perspective. 

 

IV. Legal Issues 

The ratification of the RCEP is certainly in line with positive Indonesian law and 

Indonesian foreign policy called "Free and Active Foreign Policy" which is mandated 

following the 1945 Constitution that Indonesia is free to determine its views on the 

international world, and actively participates in international peace. In addition, with the 

enactment of Law Number 24 of 2022, RCEP is recognized in the laws and regulations 

in Indonesia. However, currently, there is no policy, especially in the field of Foreign 

Direct Investment, that is in line with the provisions in the RCEP because it takes time 

to review the policy so that it is in line with economic developments in Indonesia. 

 

V. Statement of Facts 

With the signing of the RCEP Agreement by 10 ASEAN countries (including 

Indonesia) and 5 partner countries, we can state the following facts: 

1) RCEP is one of the agreements to increase and deepen ASEAN's RCEP is one 

of the agreements to increase and deepen ASEAN's engagement with 5 partner 

countries, such as Australia, China, Japan, Korea, and New Zealand. RCEP was 

signed by Indonesia on November 15, 2020, and entered into force on August 

30, 2022. 
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2) Whereas the RCEP regulates 20 chapters, one of which is on investment. 

3) Whereas the provisions in the RCEP Investment Chapter aim to enhance and 

complement the ASEAN Plus one FTA. 

4) Whereas Law Number 24 of 2022 concerning the Ratification of the Regional 

Comprehensive Economic Partnership Agreement recognizes RCEP as an 

international agreement and is recognized in Indonesian laws and regulations. 

 

VI. Analysis 

A. Implications of Ratification of RCEP Through Law Number 24 of 2022 

Concerning the Ratification of RCEP 

Law Number 24 of 2022 concerning the Ratification of the Regional 

Comprehensive Economic Partnership Agreement signed by the President of the 

Republic of Indonesia on September 27, 2022. This Law is designed to ratify 

RCEP as a regional agreement between ASEAN countries and 5 partner 

countries such as Australia, Japan, China, South Korea, and New Zealand. The 

purpose of the signing of this Law is to support national economic development, 

one of which is by entering into international trade agreements with trading 

partner countries. This RCEP is one of the largest Mega Regional Free Trade 

Agreements in the world because cumulatively this agreement represents 

29.60% of the world's population; 30.27% of the world's Gross Domestic 

Product; 27.4% of world trade; 29.8% of the world's Foreign Direct 

Investment.12 

The ratification carried out by Indonesia also facilitates the existing 

Rules of Origin such as the ASEAN Free Trade and other FTAs. The impact of 

Indonesia ratifying the RCEP through Law Number 24 of 2022 concerning the 

Ratification of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement 

can provide the potential for export markets from Indonesia to participating 

countries by 8-11% as well as the potential for increased investment to Indonesia 

 
12 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2022 tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership 

(RCEP). 
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by 18-22%. In addition, the impact of the ratification is the creation of a spillover 

effect from the Free Trade Agreement owned by member countries and non-

member countries which can potentially increase exports by 7.2%.13  

Furthermore, ratification of the RCEP Agreement has the potential to 

increase Indonesia's GDP (GDP). According to a 2019 study conducted by the 

Fiscal Policy Agency, ratifying the RCEP could increase Indonesia's GDP by 

0.05% from 2021 to 2023. In contrast, if it does not ratify the RCEP, Indonesia's 

GDP will fall by 0.07% over the same period.14 Increased GDP in Indonesia 

means increased profits for Indonesian entrepreneurs. This is due to RCEP 

countries using the same Certificate of Origin. This makes it easier for small and 

large businesses to export goods, as previously a Certificate of Origin was 

required, which differed depending on the country of destination. 

B. Indonesia’s Policy in Increasing Investment Based on RCEP 

Increasing foreign capital flows, particularly FDI, is crucial for emerging 

developing countries because developing countries experience rapid economic 

growth but lack adequate capital. Therefore, ASEAN countries certainly need to 

form economic policies that can encourage the rapid flow of foreign capital, 

especially FDI. The establishment of the RCEP also contributed to an increase 

in foreign capital flows. This can be seen in Law Number 23 of 2022 which 

explains that the signing of RCEP cumulatively represents 29.8% of world FDI 

so the ratification of this RCEP is considered to be able to attract foreign capital.    

The RCEP, particularly Chapter 10, discusses investments that include 

the most-favored- nation treatment clause and commitments to prohibit 

performance requirements that exceed their multilateral obligations under the 

WTO Trade Related Investment Measures (TRIMS) Agreement. This Chapter 

also includes a Schedule of Reservations and Non-Conforming Measures which 

provides for the Parties' investment commitments using the negative list 

 
13 Mochamad Rifki Maulana, ‘Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive 

Economic Partnership-RCEP) dan Pengaruhnya Untuk Indonesia (2021) V Jurnal Ilmu Sosial. [119]. 
14 Ibid. [122]. 
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approach with a standstill and ratchet mechanism. Lastly, this Chapter provides 

for improved investment facilitation provisions that also address investor 

aftercare, such as assistance in the resolution of complaints and grievances that 

may arise. The RCEP Agreement also includes a built-in work program on 

investor-state dispute settlement provisions. Furthermore, it can be concluded 

that this agreement advances the concept of equality for member countries. This 

is reflected in Article 10.5, which explains the treatment of investment and 

includes fair and equal treatment for member countries, as well as the legal 

certainty for protection and security for member countries to take such measures 

as may be reasonably necessary to ensure the physical protection and security of 

the investment.15 

 

VII. Conclusion 

 Based on the analysis explained above, it can be conclude that: 

1) The ratification of the RCEP Agreement is in accordance with Indonesian 

condition, both in terms of law and foreign policy. 

2) The RCEP Agreement has the potential to improve Indonesia’s economic 

conditions. In this case, every business actor, larger and small, can more easily 

export their products, thereby increasing Indonesia’s GDP. 

3) The RCEP Agreement can serve to complement other Indonesian laws and 

regulations related to investment in Indonesia. 

4) The RCEP Agreement has the potential to improve Indonesia’s economic 

conditions. In this case, every business actor, large and small, can more easily 

export their products, thereby increasing Indonesia’s GDP. 

  

 
15 Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement. 
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BAB IV 

PEDOMAN PENULISAN LEGAL REVIEW 

 

Struktur penulisan legal review terdiri atas:  

 

A. Isu Hukum (Issues) 

Isu hukum merupakan hal yang akan dibahas dalam bentuk pertanyaan secara 

eksplisit menggambarkan permasalahan yang akan diulas. Dalam hal ini, issue atau isu 

hukum mempunyai peran untuk membatasi lingkup permasalahan dan mengarahkan 

penelitian ke arah yang jelas. Issue atau isu hukum seyogyanya menggunakan kata tanya 

yang bersifat problematis, seperti bagaimana, mengapa, dan sejenisnya.  

 

B. Fakta Hukum (Facts)  

Fakta hukum merupakan dasar untuk merumuskan suatu jawaban dari isu atau 

masalah hukum yang hendak dijawab sehingga harus dijelaskan secara menyeluruh dan 

objektif. Fakta hukum dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang mengandung 

implikasi hukum atau menimbulkan konsekuensi hukum yang berkaitan langsung dengan 

masalah ataupun isu hukum tersebut. Dalam perumusan fakta hukum, harus dibedakan 

antara fakta dan opini, serta harus dibedakan juga antara fakta hukum dan bukan fakta 

hukum. 

 

C. Dasar Hukum (Rules and Regulations) 

Dasar hukum pada hakikatnya yakni seperangkat aturan eksplisit dan juga 

peraturan yang bersifat legal dan formal. Pada penulisan legal writing, peraturan yang 

digunakan tentunya peraturan hukum, seperti hukum positif atau hukum yang sedang 

berlaku saat ini.  

 

D. Analisis (Analysis) 

Pada bagian ini, fakta hukum yang telah ada diteliti kembali dan dikaitkan dengan 

isu yang ada maupun dengan peraturan hukum yang telah dijabarkan. Analisis sangat 
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dibutuhkan dalam penulisan legal review karena proses dalam analisis juga merupakan 

proses dalam menemukan jawaban dari isu dan fakta yang ada. pada bagian analysis 

sebaiknya menggunakan metode perbandingan dengan maksud untuk melengkapi 

pembahasan sehingga dapat memunculkan sebuah argumen yang nantinya diolah kembali 

berdasarkan peraturan hukum yang kemudian muncullah sebuah jawaban dari isu yang 

tengah dibahas. 

  

E. Kesimpulan (Conclusion) 

Conclusion atau kesimpulan merupakan penutup dan hasil akhir dari analisis yang 

telah dilakukan diatas. Kesimpulan juga merupakan letak jawaban-jawaban dari issue 

yang telah dianalisis. Sehingga jawaban yang dipaparkan pada bagian conclusion atau 

kesimpulan ini dianggap sebagai jawaban akhir atau final. 

  

F. Referensi (References) 

Dalam berbagai penelitian tentunya diperlukan untuk melakukan observasi dari 

beberapa referensi yang nantinya digabung menjadi satu dan diolah kembali sehingga 

terciptalah sebuah karya tulis yang sistematis. Tidak diperkenankan meniru kalimat-

kalimat dari referensi yang kita dapat melainkan mengambil benang merah dari 

penjabaran tersebut, sehingga tidak terjadi plagiasi. Perlu juga untuk mencantumkan 

referensi yang didapat baik berupa link maupun daftar pustaka pada bagian akhir legal 

review.
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CONTOH LEGAL REVIEW16 

(Mengikuti ketentuan penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) 

 

Tinjauan Yuridis terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk dalam Putusan Mahkamah Agung 

137 K/PDT.SUS-PHI/2024 

 

 Arief Wicaksono17 

 

I. Issue 

Pemutusan hubungan kerja merupakan berakhirnya hubungan kerja antara 

karyawan dengan instansi, artinya karyawan sudah tidak lagi bekerja setelah keluarnya 

surat pemutusan kerja dan tidak dipekerjakan lagi sebagai karyawan18. Hal tersebut 

diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan 

Hubungan Kerja19, peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan20 sebagaimana diubah dengan Undang Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja21  

Dalam kehidupan ini tidak lepas akan namanya kebutuhan yang begitu 

kompleks, untuk bisa memenuhi akan kebutuhan tersebut maka bekerja merupakan opsi 

 
16 Arief Wicaksono, ‘Tinjauan Yuridis terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk dalam Putusan Mahkamah Agung 137 K/PDT.SUS-PHI/2024’ (2024), Collasa. 

[152].  

— 
17 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | Staff of Legal Development Division ALSA LC UB | 

ariefwicaksono@student.ub.ac.id. 
18 Phuty Umul Amaliah “Pemutusan Hubungan Kerja dan Dampak yang Menyertainya” Prosiding Seminar 

Nasional-Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, 2019, hlm. 171. 
19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu 

Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. 
20 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
21 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 
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yang utama dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Maka dari itu, 

konstitusi Indonesia pun telah mengatur akan hal tersebut yang tertuang dalam Pasal 

28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia22 menyatakan: “Setiap 

orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 

dalam hubungan kerja.” Walaupun demikian, masih banyak kasus-kasus terjadi di 

Indonesia mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan suatu 

perusahaan kepada pekerja/buruh dengan tindakan dan pelaksanaan yang sesuai akan 

peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, berdasarkan sumber dari Satu 

Data Kementerian Ketenagakerjaan pada periode Januari sampai dengan Maret tahun 

2024, kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sudah mencapai 12.395 kepada pekerja 

atau buruh di seluruh Indonesia.  

Maka dari itu, penting bagi penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum untuk 

membahas terkait kasus-kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di 

Indonesia berdasarkan tinjauan yuridis terkait peraturan dan putusan-putusan 

pengadilan yang terjadi di Indonesia mengenai kasus Penyelesaian Hubungan Industrial 

(PHI) antara perusahaan dan pekerja/buruh. Karena itu, penulis melakukan analisa 

terkait peraturan-peraturan dan putusan pengadilan yang terjadi di Indonesia 

berdasarkan kasus-kasus PHK yang terjadi untuk bisa lebih memahami akan langkah-

langkah dan celah hukum yang dilakukan ketika hal tersebut terjadi kepada kita karena 

tidak bisa dipungkiri mungkin kita bisa saja dalam posisi tersebut.  

Pada 25 Januari 2023 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, melakukan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada salah satu pekerja/buruh mereka 

yaitu Rizky Saepul, S.H., berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 

R.100.eLYI/01/2023. Namun, pekerja/buruh yang terkait tidak terima akan keputusan 

dari surat tersebut karena beliau merasa jika keputusan PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia. Oleh karena itu, beliau Rizky Saepul, S.H., melakukan gugatan ke 

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus 

 
22 Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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pada tanggal 14 Juni 2023 dalam Register Nomor:95/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg, 

sebagai Penggugat kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk23, menjadi 

Tergugat. Akan tetapi, putusan tersebut ditolak dan Penggugat melakukan permohonan 

kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 26 Oktober 2023 yang tertuang dalam 

Putusan Nomor 137 K/Pdt.Sus-PHI/202424 . 

 

II. Facts  

Berdasarkan fakta hukum yang terjadi dan diamati secara cermat dan teliti, yang 

pada pokoknya Penggugat memohon agar hakim menyatakan batal demi hukum atas 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang terhitung sejak 1 November 2016 itu 

batal demi hukum karena bertentangan dengan undang undang. Dengan demikian, 

status Penggugat menjadi pekerja tetap atau Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 

terhitung sejak tanggal 1 November 2016. Selain itu, Penggugat juga memohon agar 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat itu tidak sah 

dan batal demi hukum sehingga mewajibkan Tergugat untuk untuk membayar hak-hak 

Penggugat sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti 

hak sebesar 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dengan total sebesar Rp. 

178.586.256.-,  

Namun, tidak hanya diam pihak Tergugat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk mengajukan eksepsi yang terdiri dari 27 poin dan mengajukan permohonan pokok 

perkara dengan menyatakan untuk menolak semua gugatan Penggugat untuk 

seluruhnya karena semua proses PHK yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan serta memohon untuk menghukum Penggugat untuk 

membayar semua biaya perkara yang tertuang dalam Putusan PN BDG 

Nomor:95/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg25. Majelis Hakim pun berpendapat bahwa 

 
23 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg. 
24 Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/Pdt.Sus-PHI/2024. 
25 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:95/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg. 
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sebenarnya para pihak tersebut sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja, tetapi para 

pihak berselisih akan paham mengenai kualifikasi putusnya hubungan kerja yang 

terjadi. Upaya bipartit dan tripartit pun telah dilakukan kedua pihak, tetapi tetap saja 

tidak menemukan titik temu. Berdasarkan penjelasan dari Penggugat dan Tergugat 

terkait perkara a quo ini terjadi karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang 

dilakukan oleh Tergugat dilakukan karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

sudah habis. 

Namun, menurut Penggugat mengenai PKWT yang dibuat dari awal merupakan 

PKWT yang tidak sah karena telah melanggar dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a sampai 

huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang26 , mengenai Customer Service Officer (CSI) 

merupakan bukan pekerjaan yang termasuk dalam jenis pekerjaan PKWT yang 

berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan, melainkan status yang diberikan 

kepada Penggugat merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat wajib memberikan kompensasi kepada 

Penggugat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Namun, Majelis Hakim 

menemukan fakta berdasarkan bukti-bukti PKWT yang sudah ada bahwa Tergugat 

sudah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengikuti seleksi pegawai 

tetap melalui jalur Front Liner pada tanggal 21 Juni 2018 dan hasil dari ujian tersebut 

menyatakan bahwa Tergugat tidak memenuhi syarat akan kelolosan menjadi pegawai 

tetap dan mendapatkan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 

Selanjutnya, terkait sah atau tidak terkait PHK yang dilakukan oleh Tergugat jika 

berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 

telah diubah dengan ketentuan Pasal 81 angka 16 (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2023 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan Perjanjian Kerja 

 
26 Pasal 59 ayat (1) huruf a sampai huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang. 
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berakhir apabila berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja27. Namun, tidak hanya 

diam pihak Tergugat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengajukan eksepsi 

yang terdiri dari 27 poin dan mengajukan permohonan pokok perkara dengan 

menyatakan untuk menolak semua gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena semua 

proses PHK yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan serta memohon untuk menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya 

perkara yang tertuang dalam Putusan PN BDG Nomor: 95/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg.28 

Maka demikian, jika melihat PKWT Nomor B. 69 KC-VI/LYI/01/2022 terhitung 

sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, menyatakan bahwa 

status Penggugat menjadi pekerja sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 

bukti akan fotocopy rekapitulasi pembayaran uang kompensasi PKWT a/n Rizky Saepul 

periode tahun 2022-2023, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti T 

– 10a serta fotocopy Rekapitulasi pembayaran uang kompensasi PKWT a/n Rizky 

Saepul periode tahun 2019-2021, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda 

bukti T – 10b yang berupa rekapitulasi pembayaran uang kompensasi PKWT atas nama 

Penggugat sebesar 1 (satu) bulan upah setiap berakhirnya PKWT.  

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 61 A UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengatur pengusaha wajib memberikan 

uang kompensasi kepada pekerja/buruh dan uang kompensasi diberikan sesuai masa 

kerja pekerja/buruh di perusahaan tersebut29, serta Pasal 15 PP No 35 Tahun 2021 

tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, 

Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja 

memberikan penegasan tertulis terhadap hak kompensasi PKWT, yaitu: a. Pengusaha 

wajib memberikan kompensasi kepada karyawan dengan PKWT30, tentunya hal 

 
27 Pasal 81 angka 16 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 
28 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:95/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg. 
29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. 
30 Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu 

Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. 
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tersebut sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan tersebut karena pihak 

Tergugat memberikan uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan PKWT 

selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.  

Dengan demikian, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor 

95/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.BDG, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 

menyatakan menolak seluruh gugatan dari Penggugat dan menolak eksepsi dari 

Tergugat serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah 

Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah). Tidak usai disitu Penggugat 

mengajukan permohonan asasi a quo kepada Mahkamah Agung yang diterima tanggal 

26 Oktober 2023 untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Nomor Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., tanggal 2 Oktober 2023. 

Lalu, berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis, 

tanggal 29 Februari 2024 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung 

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka 

Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI 

sebagai Hakim Anggota mengadili untuk menolak permohonan kasasi dari pemohon 

kasasi yaitu saudara Rizky Saepul, S.H. 

 

III. Rules and Regulation 

Pada kasus ini, terdapat beberapa peraturan-perundang-undangan maupun 

yurisprudensi yang digunakan untuk bisa melakukan analisis terhadap kasus tersebut, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan         

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang 

3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial 

4. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Undang 

6. Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 

7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan 

Hubungan Kerja 

8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) 

9. Putusan PN BANDUNG Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg 10. Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 137 K/Pdt.Sus-PHI/2024. 

10. Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/Pdt.Sus-PHI/2024 

. 

IV. Analysis 

Kasus di atas merupakan kasus penyelesaian hubungan industrial antara 

pekerja/buruh dari suatu perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK), tetapi timbul adanya ketidaksesuaian pendapat antara para pihak terkait PHK 

yang telah terjadi. Pihak pekerja merasa jika dirinya merupakan pekerja yang termasuk 

status PKWT melainkan PKWTT berdasarkan bukti-bukti dari pihak pekerja sehingga 

pekerja melakukan mekanisme dari penyelesaian hubungan industrial. Mekanisme yang 

dilakukan, yaitu dimulai dari perundingan bipartit oleh para pihak, tetapi perundingan 

bipartit tetap tidak membawa hasil sehingga berlanjut ke mekanisme perundingan 

tripartit dengan menggunakan pihak ketiga.  

Akan tetapi, kedua mekanisme tersebut tetap tidak menemukan titik temu antara 

kedua pihak sehingga pekerja merasa tidak puas dan menuntut PT Bank Rakyat 

Indonesia Tbk ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Bandung. Hasil dari tuntutan 

tersebut terekam pada Putusan PN BANDUNG Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg31. 

Hasil dari putusan tersebut memutuskan untuk menolak permohonan dari pekerja 

dengan alasan bahwa pekerja merupakan bukan bagian dari status PKWTT berdasarkan 

bukti-bukti yang dilampirkan di pengadilan. Walaupun demikian, pemohon masih 

 
31 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg. 
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adanya ketidakpuasan atas putusan hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) 

sehingga pemohon membawa perkara ini ke kasasi Mahkamah Agung (MA) yang 

tertuang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/Pdt.Sus-PHI/2024.  

Indonesia mengakui kesejahteraan atas pekerja/buruh sebagaimana yang 

tertuang dalam konstitusi Indonesia Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia32 menyatakan : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat 

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Dalam hal ini, asas 

Audi et alteram partem atau audiatur et altera pars yang artinya para pihak harus 

diperlakukan secara adil dengan diberi kesempatan yang sama secara adil dan 

berimbang, artinya hakim harus mendengar keterangan masing-masing pihak di 

persidangan. Asas tersebut sudah diterapkan oleh Majelis Hakim dengan mendengarkan 

keterangan dari pihak Penggugat sebagai pekerja/buruh untuk menuntut haknya kepada 

Tergugat. Selain itu, Majelis Hakim juga mendengarkan eksepsi yang diajukan oleh 

pihak Tergugat yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  

Jika berdasarkan hasil dari Judex Jurist Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 

K/Pdt.Sus-PHI/2024 serta hasil dari Judex Facti Putusan Pengadilan Negeri Bandung 

Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg merupakan keputusan yang tepat dilakukan oleh 

Majelis Hakim dalam menyelesaikan Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) untuk 

menolak dari permohonan Penggugat yaitu Rizky Saepul, S.H., karena permohonan 

penggugat yang menekankan bahwa status kerja yang merupakan PKWT harus batal 

demi hukum menjadi PKWTT yang terhitung sejak tanggal 1 November 2016 ini tidak 

sah berdasarkan undang-undang itu tidak tepat karena hal tersebut sudah disetujui oleh 

kedua pihak dari awal perjanjian yang menganut asas konsensualisme dan freedom of 

contract.  

Walaupun, jenis pekerjaan Customer Service Officer (CSI) merupakan status 

pekerja PKWTT jika bersumber dari Pasal 59 ayat (1) huruf a sampai huruf d dan ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Akan tetapi, dalam hal ini pihak 

 
32 Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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tergugat sudah memberi kesempatan kepada pihak penggugat melalui ujian yang 

diberikan kepada pihak penggugat pada tanggal 21 Juni 2018 tetapi penggugat tidak 

memenuhi syarat dalam hasil ujian yang dilakukan sehingga status pekerja dari 

penggugat itu wajar dan sah untuk tetap menjadi PKWT.  

Hal tersebut juga merupakan salah satu contoh dari pelaksanaan dari Pacta Sunt 

Servanda dalam perjanjian. Namun, menurut penulis terdapat suatu kejanggalan dalam 

perjanjian tersebut karena jika kita menganut asas bona fides (itikad baik) perjanjian 

tersebut tidak sepenuhnya memenuhi dari asas tersebut karena pihak tergugat 

seharusnya sudah menyadari akan jenis pekerjaan yang diberikan kepada penggugat 

pada tanggal 1 November 2016 merupakan jenis pekerjaan PKWTT. Dengan demikian, 

surat PKWT Nomor B.3796 KCVI/SDM/11/2016, TMT 01 November 2016 s/d 31 

Oktober 2017, yang ditandatangani pada 4 November 2016 itu seharusnya berjenis 

PKWTT jika pihak tergugat memang menganut sepenuhnya mengenai asas itikad baik 

yang merupakan asas fundamental dalam perjanjian sehingga bisa terlahirlah Pacta Sunt 

Servanda dalam suatu perjanjian.  

Selanjutnya mengenai, keputusan hakim yang menetapkan bahwa prosedur 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 2023 sudah 

sah dan memenuhi ketentuan dari perundang-undangan itu sudah tepat. Hal tersebut 

merupakan keputusan yang tepat dari Majelis Hakim karena menurut Pasal 1381 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), suatu perikatan dapat berakhir karena 

jangka waktu yang diatur dalam perjanjian telah berakhir/lewat waktu33. Berdasarkan 

PKWT Nomor B. 69 KCVI/LYI/01/2022 terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 

sampai dengan 31 Desember 2022, status kontrak kerja telah berakhir pada tanggal 31 

Desember 2022. Oleh karena itu, pihak tergugat tidak melawan perjanjian ataupun 

ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2023.  

Selain itu, mengenai tuntutan penggugat dalam mewajibkan tergugat untuk 

membayar hak-hak penggugat sebesar Rp. 178.586.256.-, yang berdasarkan Pasal 156 

 
33 Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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ayat (2) dan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sebesar 15% sesuai Pasal 156 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang. Hal tersebut merupakan kekeliruan dari pihak penggugat karena nyatanya 

pihak tergugat telah membayar atas uang kompensasi kepada pekerja/buruh berdasarkan 

bukti rekapitulasi pembayaran sebesar 1 (satu) bulan upah selama 12 bulan berturut-

turut yang sesuai dengan Pasal 61 A UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang serta Pasal 15 PP No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat,34 Dan Pemutusan 

Hubungan Kerja35 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja memberikan 

penegasan tertulis terhadap hak kompensasi PKWT, yaitu: a. Pengusaha wajib 

memberikan kompensasi kepada karyawan dengan PKWT. Dengan demikian, tergugat 

tidak perlu membayar atas nominal uang diajukan oleh tuntutan dari penggugat.  

Mengenai langkah dari penggugat dalam membawa perkara ini ke ranah 

Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial pun sudah menjadi langkah yang tepat 

dalam menyelesaikan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi karena hal 

tersebut sudah sesuai dengan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial36 pada pokoknya mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yaitu terdapat 3 (tiga) langkah penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial yaitu melalui upaya bipartit, tripartit dan gugatan ke Pengadilan Hubungan 

Industrial. Upaya bipartit dan tripartit sudah dilakukan oleh para pihak dalam 

menyelesaikan perkara ini, sehingga upaya gugatan ke pengadilan oleh penggugat 

merupakan langkah yang tepat. Akan tetapi, keputusan Majelis Hakim tidak sejalan 

dengan permohonan serta tuntutan dari penggugat. Walaupun demikian, seluruh pihak 

 
34 Pasal 61 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 
35 Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu 

Kerja dan Waktu Istirahat. 
36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
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wajib menghormati atas keputusan Majelis Hakim karena berdasarkan asas res judicata 

pro veritate habetur, yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar. 

 

V. Conclusion  

Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat kesimpulan bahwa 

keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan PHI PN Bandung dan 

Mahkamah Agung merupakan keputusan yang tepat untuk menolak permohonan dari 

pihak Penggugat karena peristiwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan 

oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Rizky Saepul, S.H., dan status 

kerja PKWT yang diberikan kepada Penggugat sudah benar dan sesuai dengan ketentuan 

undang-undang.Akan tetapi jika terdapat bukti yang bisa membatalkan demi hukum 

akan status pekerja yang bersifat PKWT menjadi PKWTT, seluruh gugatan dari 

Tergugat harus dipenuhi oleh Majelis Hakim. 

Walaupun begitu, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak merupakan 

pelanggaran hukum jika dilakukan terhadap status pekerja PKWTT kecuali dalam hal 

pekerja meninggal dunia atau memasuki usia pensiun. Namun, jika PHK tersebut 

dilakukan kepada status pekerja PKWT dalam hal sudah habis jangka waktu kontrak itu 

diperbolehkan jika kita mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

Peran dari Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan 

dengan ada pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-

syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian 

itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang 

atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang 

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah 

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang 

Undang Nomor 3 Tahun 2009.37  

Maka dari itu, sebagai pekerja/buruh perlu memahami akan ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti halnya mengerti akan status 

 
37 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang 

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009. 
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kontrak PKWT dan PKWTT serta ketentuan dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hal-hal 

mengenai perkara kesalahpahaman di atas kana terminimalisir untuk terjadi. Sejauh ini, 

menurut penulis, peraturan di perundang-undangan di Indonesia sudah cukup lengkap 

dalam mengatur mengenai ketentuan-ketentuan mengenai PKWT dan PHK karena 

perkara yang begitu kompleks di atas telah terselesaikan dengan analisa terkait undang-

undang yang berlaku tanpa harus melaksanakan rechtsvinding oleh Majelis Hakim. 
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BAB V 

PEDOMAN PENULISAN LEGAL ESSAY 

 

Struktur penulisan legal essay terdiri atas: 

 

A. Pendahuluan (Introduction)  

Pada bagian pendahuluan, anda dapat mengungkap isu atau permasalahan hukum 

secara rinci yang ikut memuat fakta hukum yang terjadi. Urgensi dalam isu atau 

permasalahan hukum dapat dikemukakan agar memberi gambaran yang jelas mengenai 

permasalahan hukum yang terjadi kepada pembaca. Dalam bagian ini, anda dapat 

mencantumkan latar belakang dan mencantumkan rumusan masalah agar pembaca 

mengetahui apa saja yang perlu dipecahkan dalam permasalahan yang diangkat. 

Selanjutnya, anda dapat mencantumkan regulasi atau aturan yang mengatur permasalahan 

hukum yang sedang dibahas. Pencantuman regulasi ini dibutuhkan sebagai acuan dalam 

bagian analisis untuk menjelaskan hukum atau putusan mana yang berlaku untuk tema dan 

isu ini. Pada umumnya regulasi dinyatakan sebagai general principle, dan bukan 

kesimpulan untuk kasus argumen tertentu. 

 

B. Analisis (Analysis) 

Dalam bagian analisis, anda akan membahas lebih lanjut permasalahan hukum 

yang sebelumnya anda jelaskan pada bagian pendahuluan, anda dapat mendeskripsikan 

kesenjangan yang ada perihal permasalahan hukum dengan regulasi positif yang berlaku. 

Melalui analisis hukum, kita dapat menentukan apakah permasalahan hukum yang terjadi 

diakibatkan oleh penyimpangan dari regulasi yang ada atau justru terjadi karena adanya 

kekosongan hukum akibat belum ada regulasi yang mengatur. Oleh karena itu, analisis 

melibatkan penerapan aturan pada fakta-fakta dari masalah atau pertanyaan yang 

dilampirkan dalam permasalahan hukum. Pada bagian analisis, anda harus memecahkan 

rumusan masalah yang diungkap dalam bagian pendahuluan melalui jawaban berupa 

penyesuaian permasalahan hukum dengan regulasi atau aturan yang mengatur.  
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C. Kesimpulan (Conclusion) 

Kesimpulan adalah hasil akhir dari analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan 

merupakan bagian yang menjawab permasalahan hukum yang ada secara komprehensif 

dalam kalimat yang singkat dan padat berdasarkan uraian dalam analisis. Dalam bagian 

kesimpulan, anda juga dapat mencantumkan saran yang sesuai dengan permasalahan 

hukum yang diangkat. 

 

D. Referensi (References) 

Dalam membuat penulisan hukum, tentunya kita tidak hanya menuangkan apa 

yang ada dalam pikiran kita. Kita juga memerlukan observasi dari referensi berupa teori 

atau regulasi terkait permasalahan hukum yang telah dibahas, sehingga menjadi satu 

kesatuan karya tulis yang sistematis. Untuk mencantumkan referensi dalam pembuatan 

karya tulis, kita dapat mencantumkan daftar pustaka pada bagian akhir legal essay. 
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CONTOH LEGAL ESSAY38 

(Mengikuti ketentuan penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) 

 

QUO VADIS: LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL FISHING BY 

FOREIGN VESSELS IN INDONESIAN WATERS TERRITORY ACCORDING TO 

THE POSITIVE LAW IN INDONESIA 

 

Ditulis oleh: 

Dio Pratama Putra Matruty, Universitas Brawijaya 

 

Abstract: As one of the countries with the longest coastlines in the world, Indonesia has abundant natural 

resources, especially in the marine and fisheries sector. This is the main target of irresponsible individuals who 

come from various countries to gain unilateral advantages in illegal fishing. Illegal fishing by foreign vessels in 

Indonesian waters is not a new social fact that must receive special attention from the government, private sector, 

and Indonesian society as a whole. This is because illegal fishing cases that occur can be categorized as 

Transnational Crimes because they have crossed legal boundaries and were carried out without official permission 

from the Indonesian government. Illegal fishing will have a negative impact on the marine ecological system and 

Indonesia's national economy. Therefore, the position of positive law that applies to perpetrators of illegal fishing 

in Indonesian waters is urgent and must be implemented strictly to provide a deterrent effect for criminals. 

Through this paper, the author would like to convey how the condition of illegal fishing that occurs in Indonesia, 

the strength of the existing positive law for the perpetrators, as well as the efforts that have been made by the 

government in tackling illegal fishing disputes between countries that occur in Indonesian waters. 

Keywords: Illegal Fishing, Indonesian Waters Territory, Transnational Crime, Indonesian Positive Law. 

 

“We must stop this greed. This is what we have to do together, to maintain and 

protect it and take the results with justifiable rules.” 

 

-Susi Pudjiastuti- 

Minister of Marine Affairs and Fisheries 

the Republic of Indonesia 2014-2019 

 
38 Dio Pratama Putra Martuty, ‘Quo Vadis: Law Enforcement Against Illegal Fishing by Foreign Vessels in 

Indonesian Waters Territory According to The Postive Law in Indonesia’ (2023), Collasa. [202]. 
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PART I: INTRODUCTION 

 

1.1 Background 

Indonesia is one of the largest archipelagic countries in the world, with beautiful 

islands that stretch from Sabang (Aceh) to Merauke (Papua). The islands are connected 

by the blue ocean as a 'bridge' that regulates the effectiveness of the mobilization of 

marine transportation movements between one region and another. Geographically, 

Indonesia is located in a strategic area with a positive impact and could also be a threat 

to the country's economic, political, and national security. 

One of the positive impacts of Indonesia's position at the crossroads of world 

trade is in the economic sector. Being located between two continents and two oceans, 

namely the Asian Continent and the Australian Continent, as well as the Indian and 

Pacific Oceans, it certainly provides potential benets for the national economy of 

Indonesia. This potential can be seen from the advantages of natural resources which 

are very “abundant” in the mining and non-mining natural resources category. One of 

the largest production commodities in Indonesia is in the fisheries sector. Data shows 

that in 2010 Indonesia managed to produce a fishery of 65.1 million tonnes/year39 with 

the following details: 

 

No Description Total Production 

1 Marine Fish Power Resources 6,5 million Tons/Year 

2 Public Water Fish Resources 0,9 million Tons/Year 

3 Mariculture 47 million Tons/Year 

4 Pond Aquaculture 5 million Tons/Year 

5 Freshwater Aquaculture 5,7 million Tons/Year 

 

 
39  Dewi Wuryandani dan Hilma M, ‘Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Untuk Menunjang 

Ketahanan Pangan’, (2011), 2 Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. [396]. 
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On the other hand, the strength of the fisheries sector in Indonesia has succeeded 

in becoming one of the sectors that is growing quickly in the midst of the Covid-19 

pandemic. This can be seen from the increased export value of Indonesian fishery 

products which reached USD 4.7 billion in 2020. In the January-June 2021 period, the 

export value of Indonesian fishery products successfully increased to USD 2.6 billion.40 

Another positive impact for Indonesia is in the political sector. Therefore, as a 

country with one of the largest maritime powers in the world, Indonesia's political 

position is also very considered with active involvement through its active participation 

in international organizations related to maritime affairs such as the International 

Maritime Organization (IMO), the United Nations Convention on the Law of the Sea 

(UNCLOS), and the Indian Ocean Rim Association (IORA).41 This position shows how 

the existence of Indonesia in the international world is related to maritime affairs. 

The total area of Indonesia between land and sea is 7.81 million km2 with an 

ocean area of 3.25 million km2 and 2.01 million km2 is part of the Exclusive Economic 

Zone (ZEE), while the land area only reaches 2.01 million km2.42 Therefore, it is 

undeniable if Indonesia is quite often involved in maritime disputes with its neighboring 

countries. A concrete example that Indonesia is currently experiencing is the North 

Natuna Sea conflict between China and Indonesia. 

In this conflict, China unilaterally claims that the North Natuna Sea is included 

in the waters that are part of China's Exclusive Economic Zone (ZEE) and claims on the 

map of the Nine Dash Line created by China based on the historical belief that the South 

China Sea area is entirely their own with a coverage of around 80% of the South China 

Sea. In the international positive rules, China's claim is certainly contradictory to 

 
40 Humas Ditjen PDSPKP ‘Peringkat Indonesia Sebagai Eksportir Produk Perikanan Dunia Meningkat di Masa 

Pandemi’ (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021) <https://kkp.go.id/djpdskp/artikel/33334-peringkat-

indonesia-sebagai-eksportir-produk-perikanan-dunia-meningkat-di-masa-pandemi> Accessed April 18, 2023.  
41 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, ‘Peran Aktif Indonesia di Organisasi Maritim Internasional Dukung 

Kemajuan Maritim Indonesia’ (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2017) 

<https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4919/peran-aktif-indonesia-di-organisasi-maritim-internasional-

dukung-kemajuan-maritim-indonesia> Accessed April 18, 2023.  
42 Oki Pratama, ‘Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia’ 

(Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2020) <https://kkp.go.id.djprl/artikel/21045-konservasi-

perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia> Accessed April 19, 2023.  
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Indonesia's claim of sovereignty over the ZEE and maritime boundaries based on the 

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and was reaffirmed 

through the Permanent Court of Arbitration (PCA) in the settlement of the dispute 

between the Philippines and China over the South China Sea area region.43 

The North Natuna Sea's abundant natural resources in its territorial waters and 

fisheries are one of the main factors behind the disputes in the area. The sea's fisheries 

potential was at 504,212.85 tons/year in 2011, which is roughly 50% of the potential of 

the State Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia (WPP RI) 711 in the 

Natuna Sea.44 With this in mind, it is not surprising that various countries frequently 

conduct illegal fishing activities in the Natuna Sea. The Indonesian government should 

enforce positive rules that apply within the Unitary State of the Republic of Indonesia 

(NKRI), including the application of existing international and national law, to address 

this issue. Indonesia must also continue to expand its positive regulations to safeguard 

its potential in the marine and fisheries sector. Moreover, Indonesia needs to cooperate 

with other countries to emphasize its maritime power and overcome challenges in the 

maritime sector. 

 

1.2 Problem Formulation 

The problem formulated by the author based on the description in the 

background above are as follows: 

1. What is the condition of illegal fishing that occurs in the Indonesia waters 

territory? 

2. How is the positive legal basis applicable in Indonesia to enforcing illegal fishing 

conflicts in Indonesian waters territory? 

3. What is the effort that can be done by Indonesia's government to resolve illegal 

fishing conflicts committed by other countries in Indonesian waters territory. 

 

 
43  Ardila, ‘Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna 

Utara)’. (2020), 1 Uti Possidetis Journal of International Law, [362]. 
44 Seraca Gischa, ‘Kekayaan dan Potensi Natuna’ (Kompas.com, 2020) <https://www.kompas.com/ 

skola/read/2020/01/04/190000869/kekayaan-dan-potensi-natuna> Accessed April 19, 2023. 
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1.3 Basic Law 

The Indonesian positive legal bases used in this essay are: 

1. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 which has 

been ratified by Indonesia in 1986 with the validity of the legal basis of Law No. 

17 of 1985 concerning the Ratification of UNCLOS and Law No. 1 of 1996 

concerning Indonesian Waters. 

2. Law Number (No) 31 of 2004 concerning Fisheries 

3. Law Number (No) 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number (No) 31 

of 2004 concerning Fisheries. This regulation regulates the management of fish 

resources, fish catches, fisheries monitoring and control, and law enforcement 

for violators of regulations. 

4. Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation of the Republic of Indonesia 

Number 30 of 2012 concerning Capture Fisheries Business. 

5. Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation of the Republic of 

Indonesia Number 39 of 2019 concerning the Implementation of Port State 

Provisions to Prevent, Obstruct, and Eradicate Illegal, Unreported, and 

Unregulated Fishing. 

 

PART II: ANALYSIS 

 

2.1 Illegal Fishing in Indonesia 

In terms of fishery resources, Indonesia is ranked second in the world, following 

China45, has extensive jurisdiction over its waters that may attract many countries to 

engage in illegal fishing activities. Illegal fishing refers to fishing by individuals or 

groups in violation of applicable laws and regulations, including regional (national) and 

 
45 Nabila Nur Alifah, ‘Negara Penghasil Ikan Laut Terbesar di Dunia, Siapa Juaranya?’ (GoodStats, 2022) 

<https://goodstats.id/article/negara-penghasil-ikan-laut-terbesar-di-dunia-siapa-juaranya> Accessed April 19, 

2023. 
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international laws.46 There are various factors that encourage a certain group or even a 

country to engage in illegal fishing activities, including the desire to obtain greater 

profits from an area known for its fishery resources, as exemplified by Indonesia. 

There have been numerous instances of foreign vessels engaging in illegal 

fishing activities within Indonesian waters. For example, China's unilaterally claim to 

the Exclusive Economic Zone (ZEE) of the North Natuna Sea due to the large fishery 

potential is contrary with the decision of the United Nations Convention on the Law of 

the Sea (UNCLOS) and was reaffirmed by the Permanent Court of Arbitration (PCA). 

Then there was a case of illegal fishing in 2014 conducted by the MV Hai Fa of China 

with a Panamanian flag in Wanam territorial waters, Merauke Papua. Then, the case of 

illegal fishing in territorial waters Tanjung Berakit, Bintan Islands, Riau Islands in 2016 

led by the Spanish vessel FV Viking Ship. The FV Viking is also identified as an illegal 

fishing, unreported and unregulated fishing (IUUF) perpetrator by the Conservation of 

Antarctic Wildlife (CCAMLR) and marines listed wanted by Interpol.47 

The numerous cases mentioned above serve as compelling evidence that the 

Indonesian government needs to take a strong stance in enforcing laws concerning 

illegal fishing. Illegal fishing activities carried out by foreign fishermen can be classified 

as a transnational crime48 because they occur in the territorial jurisdiction of another 

country without proper legal authorization and cross national borders. Moreover, if such 

illegal fishing activity is carried out in the waters of the Exclusive Economic Zone 

(ZEE), which is 200 miles from Indonesian baseline, then Indonesia fully has legitimate 

sovereignty over natural resources. If this is not carried out, it will have a significantly 

negative impact on the survival of Indonesia's marine fisheries resources. In addition, if 

this is left unchecked, it will bring huge losses to Indonesia's economy. According to the 

Research Agency of Marine and Fisheries Human Resources (BRSDM KP) of KKP, it 

 
46 International Affairs, NOAA Fisheries ‘Understanding Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing’ (NOAA 

FISHERIES) <Understanding Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing | NOAA Fisheries> Accessed April 19, 

2023.  
47 Issah Harruma, ‘Kasus-Kasus Illegal Fishing di Indonesia’ (Kompas.com, 2022) <Kasus-Kasus Illegal Fishing di 

Indonesia> Accessed April 19, 2023.  
48 Simela Victor Muhammad, ‘Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya 

Secara Bilateral’, (2012), 3 Politica, [60]. 
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has been noted that the state losses due to illegal fishing activities reach an average of 4 

- 7 million tons of fishery commodities per year. From this amount, the estimated value 

of economic losses reaches USD 8.3 million or roughly 116.2 billion rupiah annually.49 

On the other hand, Indonesia cannot solely blame foreigners who conduct illegal 

fishing activities in Indonesia. This happens because Indonesia is currently still focusing 

on managing natural resources in the land area only. So that the big results that can be 

obtained through optimizing the management of marine resources, especially fisheries, 

are in vain. Further examination of Article 29 section (2) of Law Number 31 of 2004 

concerning Fisheries, reveals a critical loophole that contributes to the rampant illegal 

fishing within Indonesian waters territory. The Article explains that foreign persons or 

legal entities can enter the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEE) to conduct 

fishing business based on international agreements or applicable international law 

provisions.50 This condition is an opportunity to encourage other countries or fishermen 

to exploit fishery resources in Indonesia. In addition, the government also pays less 

attention to the conditions of the community, especially local fishermen, local 

infrastructure, life insurance coverage, and damage to existing vessels.51 This situation 

is a great opportunity for foreign vessels to exploit the wealth of Indonesia's marine 

resources even in an illegal way. 

 

2.2 Positive Law of Illegal Fishing between Countries in the Indonesian Waters 

Territory 

‘Fiat Justitia Ruat Caelum’, which means that justice should always be served 

even if the sky will fall. As a state of law, Indonesia surely has a clear, definite, and firm 

legal basis in answering every public need for the creation of justice for an offense 

committed by a person or a certain group. In the context of law, the positive rules for 

 
49 M Ambari, ‘Masih Terjadi, Ini Dampak Negatif dari Praktek IUU Fishing’ (Mongabay, 2020) <Masih Terjadi, 

Ini Dampak Negatif dari Praktik IUU Fishing> Accessed April 19, 2023.  
50 Lihat dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, LN. 2004/ No. 118, 

TLN NO. 4433.  
51 Duradin, ‘Kebijakan Pemerintah di Bidang Perikanan untuk Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan 

Nelayan’, (2017), 2 Syntax Literate, Jurnal Ilmiah Indonesia. 
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every perpetrator of illegal fishing in Indonesian territory are clearly and definitively 

stated in the results of International Conventions, Laws and Regulations of the Republic 

of Indonesia, Government Regulations, and relevant Ministerial Regulations. 

The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) is the 

tangible result of an international convention that has been ratified by the Indonesian 

state with the legal basis of Law Number 17 of 1985 concerning the Ratification of 

UNCLOS and Law Number 1 of 1996 concerning Indonesian Waters. Specifically, 

Articles 56 and 57 of UNCLOS 1982 explicitly stipulate that Indonesia has sovereign 

rights over inland waters and territorial waters measured from the baseline which cannot 

exceed 12 nautical miles. The baseline for measuring other sea zones is also taken from 

the same baseline used to measure inland waters. It is clear that Indonesia obtained full 

sovereignty over the Natuna Sea area from China's unilateral claim on the historical 

basis that Chinese fishermen have long been active in the area. This Chinese claim has 

no definite legal basis, is unilateral, and has never been recognized by the results of 

UNCLOS 1982. Therefore, in overcoming this, Indonesia has sought diplomatic 

channels through bilateral relations with the Chinese government to resolve this issue 

peacefully. When viewed from the perspective of criminal law, what China has done to 

Indonesian territorial waters where the Natuna Sea is an Exclusive Economic Zone 

(ZEE) can be criminalized because it has violated Indonesia's territorial principle as 

stated in Article 2 of the Old Criminal Code (KUHP) and listed in Law No. 1 of 2023 

Article 4 concerning Territorial Principles. This principle explains that every criminal 

can be punished by the court in the jurisdiction where the act was committed, even if the 

criminal comes from a different jurisdiction. This principle does not only apply to China, 

but to all foreign countries that commit criminal acts within the sovereign territory of 

the Republic of Indonesia will be dealt with upright with Indonesian jurisdiction. 

Illegal Fishing activities within Indonesian waters territory have clearly violated 

Article 85 section (1) and (2) of Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to 

Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries.52 In this article, it has been explained 

 
52  Lihat dalam Pasal 85 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, LN. 2009/No. 154, TLN NO. 5073. 
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that anyone who deliberately catches fish in Indonesian waters without a legal permit 

and violates other legal requirements will be punished with a maximum imprisonment 

of 5 years and/or a maximum fine of 2 billion rupiah. Apart from imprisonment and 

fines, the perpetrators of illegal fishing can be punished with administrative sanctions 

as stated in the provisions of Article 96 section (1) and (2) of Law Number 45 of 2009 

concerning Amendments to Law Number 31 of 2044 concerning Fisheries.53 By 

revoking fisheries business licenses and/or revoking fisheries registration marks for 

perpetrators of illegal fishing. 

The perpetrators of illegal fishing activities, especially those carried out by 

foreign vessels, also violated the regulations as stated in Article 86 of the Ministerial 

Regulation of Maritime Affairs and Fisheries Number 30 of 2012 concerning Capture 

Fisheries Business in the State Fisheries Management Area of the Republic of 

Indonesia.54 This article specifically requires that any foreign fishing vessel operating in 

Indonesian waters must possess operating and fishing licenses, including a fishing 

license (SIPI), fish carrier license (SIKPI), letter of operation (SLO), and sailing 

approval letter (SPB). If this is not observed by incoming foreign vessels, the Ministry 

of Maritime Affairs and Fisheries has the authority to conduct document checks and 

reject vessels that do not comply with the requirements. 

If there are any foreign vessels that want to do fishing in Indonesian waters 

territory, then there are conditions that must be considered in carrying out these 

activities. Based on Articles 8-10 of the Ministerial Regulation of the Minister of 

Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 39 of 2019 

concerning the Implementation of Port State Provisions to Prevent, Obstruct, and 

Eradicate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing55. It can be concluded that 

foreign vessels must obtain official permission and legal status for port entry 

 
53 Ibid, Pasal 96 Ayat (1) dan (2). 
54  Lihat dalam Pasal 86 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan 

Tangkap. 
55  Lihat dalam Pasal 8-10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019 

tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas 

Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur. 
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applications submitted in writing to the Port State Measures (PSM) Authority 

Secretariat. Then, referring to the same regulation in Article 7 section (4), the PSM 

Authority has the power to verify Foreign Vessel identification documents and 

information regarding the owner of the Foreign Vessel, verify the flags and marks of 

foreign vessels, verify fishing licenses and fishing-related activities, and check the 

suitability of fishing gear on foreign vessels. The purpose of these measures is to ensure 

that the equipment used in fishing activities is not harmful to the environment and to 

guarantee that foreign vessels do not interfere with the sovereignty of Indonesian 

territory, while also being responsible for the safety of the ship and crew. 

 

2.3 The Efforts to Resolve Illegal Fishing Conflicts between Countries in Indonesian 

Waters Territory 

The law enforcement over Indonesia's territorial sovereignty, which includes 

territorial waters and fisheries resources, must be carried out firmly and tangibly. Quite 

a lot of efforts have been made by the government in handling illegal fishing disputes in 

Indonesian waters. Starting from drowning and bombing foreign vessels that conduct 

illegal fishing activities. These efforts can be carried out because it does not contradict 

the provisions listed in Article 73 section (3) UNCLOS 1982.56 In this provision, what 

is protected in bombing a ship is the subject, which is the human, not the ship (means of 

transportation or infrastructure) where humans are fined or deported without being given 

imprisonment. Meanwhile, the ship can be confiscated or drowned with applicable legal 

procedures. This approach can effectively serve as a deterrent to those who engage in 

illegal fishing activities within Indonesian waters without official permission, helping 

to prevent repeat offenses in the future. 

Another approach to address the issue of illegal fishing in Indonesian waters 

territory, particularly within the Exclusive Economic Zone (ZEE), is to pursue 

international diplomacy related to fishery resource sovereignty. Indonesia can 

strengthen cooperation with other countries in the region, especially those that also have 

 
56  Lihat dalam Article 73 (3) United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. 
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illegal fishing problems. This cooperation can lead to joint patrols and strict monitoring 

in waters targeted by illegal fishing. Through international diplomacy efforts, Indonesia 

can engage in intensive negotiations with other governments, with the goal of 

encouraging their citizens to refrain from engaging in illegal fishing activities.  

Moving forward, it is expected for the government to enhance national 

awareness and encourage active participation from the community and private sector in 

monitoring and preventing illegal fishing activities in Indonesian waters In fact, the 

threat that occurs to one island or one region in the context of Illegal Fishing is 

essentially a threat to the whole nation and state, so this can be an encouragement in 

efforts to eradicate foreign fishing vessels for the integrity and prosperity of the 

Indonesian nation. The Indonesian government must also be aware of being able to 

manage the results of Indonesia's fisheries resources optimally. Therefore, the 

fulfillment of the needs of ships and advanced tools must be pursued in order to realize 

a country with the best quality fish producers in the world. 

 

PART III: CLOSING 

 

3.1 Conclusion 

Based on the descriptions above, we can conclude that illegal fishing activities 

between nations in Indonesian waters territory is a transnational criminal act committed 

by catching fish illegally without any official permission from the government and using 

dangerous equipment that can damage the sustainability of Indonesia's marine 

ecological system. Several factors that contribute to the occurrence of illegal fishing, 

including Indonesia's reputation as a rich country in fishery resources, which attracts the 

attention of other countries seeking to profit from illegal fishing practices. The impacts 

of illegal fishing are not limited to environmental damage but also negatively affect the 

country's national economy. 

As a country of law, Indonesia must take a resolute stance and enforce all 

relevant regulations concerning illegal fishing activities perpetrated by other nations in 

its waters. Effective law enforcement in tackling such illegal activities should be 
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accompanied by adequate budgetary support and the provision of necessary facilities, 

including the upgrade of advanced tools, ships that can match the capabilities of illegal 

fishing perpetrators, and detection systems that can monitor the entry of foreign vessels 

into Indonesian waters. These measures will enable the fisheries resource supervisors to 

monitor all parts of Indonesia's marine territory effectively. 

In essence, with the combination of international diplomatic cooperation and 

peace talks, every positive legal basis in Indonesia related to the handling of illegal 

fishing conflicts that occur between countries in Indonesian waters territory must be 

reinforced by the implementation of its punishment for perpetrators. Especially if this 

activity occurs within Indonesia's Exclusive Economic Zone (ZEE). The government 

must remain responsive and vigilant in monitoring the enforcement of every existing 

law and regulation in Indonesia, as the law is a dynamic product that needs to adapt to 

changing times and human needs in the future. 
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BAB VI 

PEDOMAN PENULISAN ARTICLE JOURNAL 

 

Struktur penulisan article journal terdiri atas: 

 

A. Judul  

Judul merupakan bagian pertama yang berfungsi untuk memudahkan pembaca 

dalam memahami esensi jurnal tanpa perlu membaca keseluruhan isi artikel terlebih 

dahulu. Judul harus dibuat dengan singkat, informatif, maksimum 12 kata, dan ditulis di 

tengah (center) dengan huruf kapital. Huruf tebal digunakan untuk judul artikel dan setiap 

judul bab dan sub bab. Judul bab menggunakan format huruf kapital (uppercase), 

sedangkan judul sub bab menggunakan format judul (title case). Judul bab dan sub bab 

berawal dari tepi kiri. 

 

B. Abstrak 

Bagian abstrak berfungsi bagi para pembaca untuk memahami secara singkat 

tentang isi artikel jurnal. Abstrak ditulis sebagai penjelasan article journal yang berisi 

permasalahan pokok, alasan dilakukannya suatu penelitian atau hasil pemikiran, metode, 

apa yang telah dilakukan, hasil dan kesimpulan serta lengkap menggambarkan esensi isi 

keseluruhan tulisan untuk naskah penelitian. Abstrak ditulis miring, berisi antara 150-250 

kata, ditulis secara bersambungan membentuk satu paragraf menggunakan satu spasi tanpa 

judul bagian (subheading), tanpa catatan kaki (footnote), tanpa kutipan pustaka, tanpa 

singkatan, ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata kunci (keywords) 3-5 

kata.  

 

C. Latar Belakang 

Latar belakang adalah bagian yang memberikan informasi kepada pembaca terkait 

tujuan penelitian, uraian masalah, serta kaitan teori dengan isu yang diteliti dengan pola 

deduktif. Bagian ini merupakan ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan. 
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D. Pembahasan Sub Bab dan Sub Sub Bab 

Bagian ini adalah bagian pemaparan hasil penemuan termasuk analisis hasil dan 

perbandingan dengan hasil penelitian lain. Dalam menulis bagian ini mengacu pada 

referensi yang dipilih untuk mengetahui perbandingan hasil penelitian dengan teori yang 

ada pada penelitian sebelumnya. 

 

E. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam sebuah article journal merupakan bagian akhir dimana bagian 

ini memberi informasi kepada pembaca tentang hasil akhir dari sebuah karya ilmiah yang 

mencakup beberapa poin serta ide-ide penting yang telah dipaparkan. Pada bagian 

kesimpulan, penulis merangkum beberapa kalimat yang mendeskripsikan penelitiannya 

sehingga pembaca dapat memahami benang merah dari seluruh pembahasan karya ilmiah 

yang disajikan. 

 

F. Daftar Pustaka 

Berisi keseluruhan bahan yang dirujuk dalam penulisan article journal. Daftar 

pustaka disusun secara alfabetis sesuai dengan tata cara penyusunan daftar pustaka 

menggunakan spasi 1,5. Model atau format penyusunan harus konsisten. Guna 

mempermudah pembaca atau penulis kembali bahan pustaka yang dirujuk, sebaiknya 

penyusunan bahan pustaka dikelompokkan tersendiri sesuai dengan jenis atau macam 

bahan, seperti: buku, kumpulan tulisan dalam buku, jurnal, makalah, majalah, 

skripsi/tesis/disertasi, sumber internet, koran atau media massa, kumpulan peraturan 

perundang-undangan dan putusan pengadilan.  
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Abstrak  

Perdagangan di era revolusi industri 4.0. dilakukan dengan teknologi informasi yang dikenal sebagai Ecommerce. 

Perdagangan di era digitalisasi 4.0 ini telah memasuki kehidupan masyarakat secara masif Berbagai peran yang 

ditawarkan oleh pelaku industri telah memudahkan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Namun, 

dibalik kebermanfaatannya, terdapat pula berbagai macam kejahatan yang kerap merugikan konsumen, produsen, 

bahkan situs E-Commerce itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait perlindungan dan berbagai 

macam prosedur/sistem perlindungan yang dapat digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam 

menjaga dan melindungi perusahaannya. Metode yang digunakan yakni penelitian empiris terhadap kejahatan 

yang dilakukan pada platform E-Commerce. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-undang Informasi 

Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil dalam penelitian ini adalah Perlindungan 

Hukum bagi Pelaku Usaha E-Commerce didasarkan oleh hak-hak bagi pelaku usaha E-Commerce itu sendiri 

dalam melakukan aktivitas jual-beli yang sebagaimana telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. Gugatan terhadap konsumen yang merugikan Pelaku Usaha E-Commerce dapat 

dilakukan mengacu pada Pasal 35 UU ITE No. 11 tahun 2008 yang berisi pelanggaran mengenai manipulasi, 

penciptaan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan maksud agar 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah-olah datanya asli. 

Kata kunci: E-commerce, Transaksi Fiktif, Perlindungan Hukum 

 
57 Amalia Azzahra, Aulia Nadira, and Najmi Ulya Pratiwi, ‘Optimalisasi Perlinduangan Hukum Bagi 

Aplikasi E-Commerce Terhadap Transaksi Fiktif Memanfaatkan Promo Cashback’ (2022), 1 ALSA Legal 

Journal Academia. [50].  
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I. LATAR BELAKANG  

Indonesia merupakan negara maju yang harus mengikuti perkembangan zaman 

terutama dalam hal teknologi. Hal ini dikarenakan banyak nya kegiatan di kehidupan 

yang menggunakan teknologi internet, bahkan akses internet menjadi sebuah 

ketergantungan. Di era modern seperti saat ini, teknologi sangat memberi mempermudah 

bagi kehidupan manusia, dikarenakan segala informasi dapat ditemukan tidak harus 

dengan bertatap muka, melainkan cukup dengan melalui gawai atau gadget dan 

sejenisnya.  

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi maka bertambahlah 

kebutuhan masyarakat pun ikut bertambah, tentunya kebutuhan tersebut tidak lepas dari 

pembangunan teknologi informasi melalui internet (Interconnection Network). Internet 

diperlukan untuk kegiatan transaksi bisnis yang dikenal dengan istilah Electronic 

Commerce (E-Commerce). E-Commerce merupakan organisasi bisnis konsumen yang 

meliputi penggunaan Internet dan World Wide Web untuk penjualan pelayanan dan 

produk untuk konsumen. Teknologi E-commerce merupakan mekanisme bisnis yang 

beroperasi secara elektronik dengan fokus pada transaksi bisnis online dan E-commerce 

memiliki kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih manusiawi dan memiliki 

personalisasi dengan pelanggan tanpa bergantung kepada ruang dan waktu.   

Digitalisasi didefinisikan sebagai segala aktivitas penunjang kehidupan 

dimudahkan dengan hadirnya teknologi canggih. Apalagi, era digital hadir untuk 

menggantikan beberapa teknologi masa lalu, hal ini menjadikannya lebih modern dan 

praktis serta berdampak pula pada sektor perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan 

memanfaatkan media internet dikenal dengan sebutan electronic commerce atau biasa 

dikenal dengan istilah E-commerce. E-commerce merupakan saluran online yang dapat 

dijangkau seseorang melalui komputer, yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan 

aktivitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk memperoleh informasi melalui 

bantuan IT yang dalam prosesnya dimulai dengan memberikan layanan informasi 

kepada konsumen untuk menentukan pilihan. Mengacu pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah 1/2020, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah 
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perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui perangkat dan mengikuti prosedur 

elektronik.   

Dengan adanya sistem kemajuan teknologi tersebut, penjual dan pembeli tidak 

harus bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual-beli melainkan dapat 

memanfaatkan media internet dimanapun dan kapan pun. Berbagai peran yang 

ditawarkan untuk memudahkan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. 

Bahkan, pada era ini, masyarakat dapat dengan mudah menemukan situs tempat 

berbelanja online, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Zalora, Blibli, Bukalapak dan 

lain-lain. Namun, dibalik kebermanfaatannya, terdapat pula berbagai macam kejahatan 

yang kerap merugikan konsumen, produsen, bahkan situs E-Commerce itu sendiri. 

Berdasarkan data cyberthreat.id pada februari 201958 bahwa telah terjadi kejahatan pada 

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di E-commerce Tokopedia. Namun, dibalik 

kebermanfaatannya, terdapat pula berbagai macam kejahatan yang kerap merugikan 

konsumen, produsen, bahkan situs E-Commerce itu sendiri, salah satunya yakni pada E-

commerce Tokopedia yang terdapat penyalahgunaan transaksi. Pada kasus tersebut, satu 

orang merangkap tugas menjadi penjual dan pembeli. Motif pelaku yang berinisial HM 

membuat transaksi fiktif tersebut adalah pelaku sengaja membuat akun pembeli dan 

penjual dengan tujuan meraup keuntungan memanfaatkan promo cashback yang 

diberikan oleh Tokopedia. Tindakan tersebut menyumbang kerugian bagi pihak 

Tokopedia sebesar lebih dari Rp 400 juta (empat ratus juta rupiah). Pelaku yang 

diketahui berinisial HM didakwa telah membuat transaksi fiktif, yaitu pelaku sengaja 

membuat akun pembeli dan penjual dengan tujuan meraup keuntungan yang 

memanfaatkan promo cashback.   

Diketahui telah terjadi kasus transaksi palsu atau order fiktif pada perusahaan E-

Commerce tersebut.  Dalam kasus tersebut, penjual dan pembeli diperankan oleh satu 

orang yang sama. Motif pelaku yang berinisial HM membuat transaksi fiktif tersebut 

adalah pelaku sengaja membuat akun pembeli dan penjual dengan tujuan meraup 

keuntungan memanfaatkan promo cashback yang diberikan oleh Tokopedia. Tindakan 

 
58 Tenri Gobel, 2021. Bisakah Tokopedia atau PSE Lain Didenda Jika Jual Data Pengguna Tanpa Persetujuan 

Pemilik Data?. https://cyberthreat.id/. (Diakses pada 5 November 2022, pukul 12.56). 
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tersebut menyumbang kerugian bagi pihak Tokopedia sebesar lebih dari Rp 400 juta 

(empat ratus juta rupiah). Pelaku pun dikenakan pasal 115 UU Nomor 7 Tahun 2014 

tentang perdagangan dan Pasal 51 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan 

ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah.  

Merujuk pada kasus tersebut, upaya penanggulangan dan pemecahan 

kriminalitas dapat dilakukan secara preventif dan represif. Cara preventif yakni 

dilakukan dengan cara mencegah seperti himbauan atau penyuluhan. Cara represif yakni 

dilakukan dengan pola yang keras, misalnya penangkapan, pemenjaraan. Oleh karena 

itu, jurnal ini akan berfokus membahas terkait perlindungan hukum yang diberikan 

kepada aplikasi E-Commerce dengan mengkaji melalui pendekatan yuridis. Metode 

yang digunakan yakni penelitian empiris terhadap kejahatan yang dilakukan pada 

platform e commerce. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-undang Informasi 

Transaksi Elektronik dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Hasil dalam penelitian 

ini adalah Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha E-Commerce didasarkan oleh hak-

hak bagi pelaku usaha E-Commerce itu sendiri dalam melakukan aktivitas jual-beli yang 

sebagaimana telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan konsumen.  

 

II. PEMBAHASAN  

Indonesia merupakan negara maju yang harus mengikuti perkembangan zaman 

terutama dalam hal teknologi. Hal ini dikarenakan banyak nya kegiatan di kehidupan 

yang menggunakan teknologi internet, bahkan akses internet menjadi sebuah 

ketergantungan. Di era modern seperti saat ini, teknologi sangat memberi mempermudah 

bagi kehidupan manusia, dikarenakan segala informasi dapat ditemukan tidak harus 

dengan bertatap muka, melainkan cukup dengan melalui gawai atau gadget dan 

sejenisnya. 

A. Cyber Crime  

Cybercrime berasal dari kata cyber yang berarti dunia maya atau internet 

dan crime yang berarti kejahatan. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan 

dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kriminal utama. 
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Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi 

komputer sebagai alat kriminal. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan 

melawan hukum yang menggunakan teknologi komputer berdasarkan 

kecanggihan perkembangan teknologi internet. Adapun beberapa bentuk 

Cybercrime antara lain sebagai berikut:  

1. Akses tidak sah ke sistem dan layanan komputer Pelanggaran yang 

dilakukan saat memasuki atau membobol sistem komputer jaringan 

secara ilegal, tanpa izin atau sepengetahuan pemilik sistem komputer 

jaringan yang diaksesnya. Penjahat (peretas) biasanya melakukan ini 

dengan tujuan menyabotase atau mencuri informasi penting dan rahasia. 

Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang 

untuk menguji kemampuannya untuk membobol sistem dengan proteksi 

tingkat tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya 

teknologi internet/intranet Misalnya, ketika persoalan Timor Timur 

menjadi perbincangan hangat di dunia internasional, beberapa situs 

Internet milik pemerintah Indonesia dirusak oleh peretas 59. beberapa 

waktu lalu hacker v10 juga berhasil membobol database yang berisi data 

pengguna layanan America Online (AOL) sebuah perusahaan Amerika 

yang bergerak di bidang perdagangan elektronik, yang memiliki tingkat 

kerahasiaan yang tinggi.60 Situs Federal Bureau of Investigation (FBI) 

pun tak luput dari serangan hacker yang menyebabkan situs ini 

mengalami malfungsi selama beberapa waktu.  

2. Konten ilegal merupakan kejahatan memasukkan data atau informasi di 

Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak bermoral dan dapat 

dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. 

Misalnya, mengunggah berita bohong atau fitnah yang mendiskreditkan 

martabat atau harga diri pihak lain, isu pornografi atau mengunduh 

 
59 Tindakan Situs Internet, 1999. https://nasional.kompas.com/. (Diakses pada 5 November 2022, pukul 12.02). 
60 Kejahatan yang Berhubungan Erat dengan Penggunaan Teknologi. https://Indonesia observer.com. (Diakses pada 

5 November 2022, pukul 14.07). 

 

https://nasional.kompas.com/
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8b78659dd90da53cJmltdHM9MTY2NzYwNjQwMCZpZ3VpZD0wMWVmOGYyZi0yYjA4LTZlODAtMWQ2MC05ZTZlMmE1ZTZmYTQmaW5zaWQ9NTI4Nw&ptn=3&hsh=3&fclid=01ef8f2f-2b08-6e80-1d60-9e6e2a5e6fa4&psq=Indonesian+Observer%2c+26%2f06%2f2000&u=a1aHR0cHM6Ly9rYXN1c2tlamFoYXRhbmR1bmltYXlhLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDEyLzEyL2tlamFoYXRhbi15YW5nLWJlcmh1YnVuZ2FuLWVyYXQtZGVuZ2FuLmh0bWwjIQ&ntb=1
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informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda 

melawan pemerintah yang sah, dll.  

3. Penyalahgunaan data adalah kejahatan karena merusak data pada 

dokumen penting yang disimpan sebagai dokumen tanpa naskah di 

internet. Tindak pidana ini umumnya menargetkan dokumen E-

commerce dengan membuat seolah-olah telah terjadi “kesalahan ketik” 

yang pada akhirnya akan menguntungkan pelakunya.  

4. Cyber espionage adalah kejahatan yang menggunakan internet untuk 

melakukan kegiatan spionase terhadap pihak lain, dengan memperoleh 

akses ke sistem jaringan komputer pihak sasaran. Pelanggaran ini 

biasanya ditujukan kepada para pesaing bisnis yang dokumen atau data 

penting disimpan dalam sistem komputer.   

5. Cyber Sabotage and Extortion, yaitu Kejahatan ini dilakukan dengan 

cara mengganggu, merusak atau menghancurkan terhadap data, program 

komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke 

Internet.Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan cara menyusup ke 

dalam logic bomb, virus komputer atau program tertentu, sehingga data, 

program, komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, 

tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau berfungsi sebagaimana 

dimaksud oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, 

maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk 

memperbaiki data. 

B. E-Commerce 

Di era digitalisasi tak ayal kita kenal istilah E-commerce atau 

perdagangan elektronik yang dikenal oleh hampir seluruh generasi. Perdagangan 

elektronik atau E-Commerce ini biasanya melibatkan transfer dana dan 

pertukaran data secara elektronik serta sistem pengumpulan data yang otomatis. 

E-Commerce bisa juga diartikan adalah suatu bentuk sistem pertukaran barang 

dan/atau jasa yang menggunakan internet sebagai perantara. Pengertian E-

Commerce atau perdagangan elektronik sendiri terdapat banyak definisi menurut 
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para ahli. Menurut Kotler & Amstrong (2012) E-commerce adalah saluran online 

yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer, yang digunakan oleh pebisnis 

dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan digunakan oleh konsumen untuk 

memperoleh informasi dengan menggunakan dukungan komputer, yang dalam 

prosesnya diawali dengan pemberian layanan informasi kepada konsumen untuk 

menentukan pilihan.61 Menurut Wong (2010), E-commerce adalah proses 

pembelian, penjualan, dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik, 

seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet.62 Menurut Kalakota 

dan Whinston (1997) pengertian dari E-Commerce dapat dilihat dari 4 (empat) 

perspektif yaitu63:  

1. Dalam perspektif komunikasi, pengertiannya adalah sebuah proses 

pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui 

komputer ataupun peralatan elektronik lainnya;  

2. Perspektif proses bisnis, E-Commerce merupakan sebuah aplikasi dari 

suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja; 

Dari perspektif proses bisnis, E-Commerce adalah aplikasi teknologi 

untuk mengotomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja; 

3. Dari sudut pandang layanan, E-Commerce adalah alat yang memenuhi 

keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen.mengurangi biaya 

pelayanan dengan meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan 

kecepatan pelayanan pengiriman;   

4. Dari perspektif online, E-Commerce menyediakan kemampuan untuk 

membeli dan menjual produk atau barang dan informasi melalui layanan 

internet dan sarana online lainnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa E-Commerce adalah kumpulan dinamis antara teknologi, aplikasi, 

dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan dan konsumen serta 

komunitas tertentu di mana pertukaran barang antara pengecer dan 

 
61 Armstrong, Garry & Kotler. (2012). Principles of Marketing. Edisi 14, Global Edition. Pearson Education  
62 Wong, Jony. (2010). Internet Marketing For Beginners. Elex Media Komputindo. Jakarta  
63 Apa Perbedaan antara Digital Bisnis dan E-Commerce? https://sis.binus.ac.id/. (Diakses pada 5 November 2022, 

pukul 14.03).  
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konsumen berbagai produk dalam skala besar dan transaksi elektronik, 

dan dalam proses pengiriman barang dari pengecer menggunakan 

angkutan dari satu domain ke domain lain sampai mencapai konsumen 

dan hubungan yang terjadi adalah hubungan yang saling menguntungkan 

kedua belah pihak. Secara singkat, E-Commerce merupakan proses jual 

beli yang dilakukan dengan media elektronik. Siapapun yang dapat 

mengakses elektronik melalui sambungan internet dan mengetahui cara 

pembayaran barang dan/atau jasa yang dibeli maka mereka berpartisipasi 

dalam E-Commerce.  

Menurut. Hoffman and Fodor (2010)64, E-Commerce dapat berjalan 

dengan baik apabila dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat 

memotivasi konsumen yang menuju pada return of investment (ROI) 

perusahaan, yang diukur dengan partisipasi aktif seperti feedback atau review 

konsumen, dan share atau merekomendasikan kepada pengguna lain yaitu 

Prinsip 4C, yang terdiri dari connection (koneksi), creation (penciptaan), 

consumption (konsumsi) dan control (pengendalian).65 Perdagangan elektronik 

yang menyediakan kepraktisan dan kemudahan, membuat konsumen lebih 

memilih membeli barang dan/atau jasa secara online daripada offline. Hal 

tersebut menyebabkan semakin berkembangnya berbagai macam situs belanja 

online yang dibuat oleh pelaku usaha ataupun marketplace agar dapat menarik 

minat untuk melakukan pembelian di E-Commerce tersebut. Di indonesia sudah 

menjamur aplikasi-aplikasi E-Commerce yang menyediakan berbagai macam 

barang dan/atau jasa dengan harga terjangkau yang semakin menarik minat 

konsumen dalam melakukan pembelian di aplikasi E-Commerce tersebut. 

Aplikasi E-Commerce yang sering digunakan oleh konsumen dan pelaku usaha 

dalam melakukan transaksi jual beli elektronik terdiri dari Shopee, Tokopedia, 

Lazada, Zalora, dan lainnya. Sejatinya, E-Commerce dapat dikatakan sebagai 

 
64 Hoofman and Foor. (2010). Prinsip- prinsip E-Commerce. Jurnal ekonomi Vol 1, No 1, (Januari 2010).  
65 Mahir Pradana, “Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce di Indonesia”, Jurnal Neo-bis Vol. 9, No. 2, 

(Desember 2015): hlm: 34  
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transaksi elektronik dan hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 

tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: 

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.   

Akad pada E-Commerce pada umumnya dilakukan melalui tulisan. 

Penjual melakukan kegiatan dengan memposting barang/jasa jualannya di 

aplikasi yang tersedia dengan mencantumkan harga, setelah itu konsumen yang 

membeli harus melakukan pembayaran sesuai harga dengan ditambah biaya 

pengiriman atau yang biasa dikenal ongkos kirim (ongkir) ke pihak ketiga atau 

pihak aplikasi E-Commerce. Kemudian, para pelaku usaha atau penjual akan 

dengan segera mengirimkan barang maupun jasa kepada para pembeli, ketika itu 

barulah ketika barang dan/atau jasa tersebut sampai di tangan pembeli, penjual 

akan mendapatkan keuntungan melalui adanya ikatan yakni pembayaran dari 

nasabah. Dalam ketentuan hukum Indonesia dalam Pasal 1 dan Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

“Dikatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 

dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik 

lainnya”. Transaksi jual beli di E-Commerce merupakan salah satu wujud dari 

ketentuan di atas. Dalam transaksi perdagangan elektronik, para pihak telah 

menjalin hubungan hukum dalam bentuk perjanjian atau kontrak. Ini juga 

dilaksanakan secara elektronik dan disebut kontrak elektronik, yaitu perjanjian 

yang tercantum dalam kontrak elektronik, perjanjian dokumen elektronik, atau 

media elektronik lainnya. Ada beberapa prinsip yang relevan dengan 

penyelesaian sengketa komersial saat melakukan transaksi elektronik, yaitu:  

1. Prinsip kesepakatan para pihak, yang adalah prinsip dasar untuk 

menyelesaikan sengketa perdagangan internasional, termasuk transaksi 

ilegal melalui internet. Prinsip ini juga menjadi dasar penghentian proses 

penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung. Prinsip ini sangat 

penting dan logis. Hal ini karena, setidaknya dalam sengketa antara pihak 
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yang bersengketa, menjadi sangat penting bahwa para pihak sepakat 

untuk memilih metode penyelesaian suatu sengketa tersebut. Pengadilan 

harus menghormati kesepakatan para pihak.  

2. Prinsip keabsahan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. Dalam hal 

terjadi perselisihan, para pihak sepenuhnya bebas memilih metode mana 

yang akan mereka gunakan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.  

3. Prinsip pilihan hukum Kebebasan para pihak untuk menentukan hak ini 

mencakup kebebasan untuk memilih apa yang adil atau wajar (ex aequo 

et bono). Asas ini berkaitan dengan penetapan pengadilan yang 

menentukan sebab-sebab sengketa berdasarkan asas ketidakberpihakan, 

kepatutan, atau kelayakan penyelesaian sengketa. Ada batasan untuk 

memilih undang-undang ini (lex causae), yaitu:   

a. Tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban 

umum;   

b. Kebebasan tersebut hanya dilaksanakan dengan itikad baik   

c. .Hanya berlaku untuk hubungan bisnis (kontrak)  

d. Hanya berlaku dalam bidang hukum bisnis (dagang)   

e. Tidak berlaku untuk menyelesaikan sengketa tanah   

f. Tidak untuk menyelundupkan hukum;   

4. Prinsip itikad baik (good faith) yang dianggap sebagai prinsip dasar dan 

inti penyelesaian sengketa. Prinsip ini menuntut dan mewajibkan para 

pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan itikad baik, dan itu 

dilakukan dalam dua langkah. Pertama, prinsip itikad baik diperlukan 

untuk mencegah terjadinya perselisihan yang dapat mempengaruhi 

hubungan baik antar bangsa. Kedua, dalam hukum komersial 

internasional dikenal prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam 

penyelesaian sengketa antara para pihak, seperti negosiasi, mediasi, 

arbitrase, litigasi, atau metode apa pun yang dipilih oleh para pihak, dan 

lain-lain.  
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5. Prinsip Exhaustion of Local Remedies. Prinsip ini diturunkan dari prinsip 

hukum kebiasaan internasional. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan 

internasional menetapkan bahwa sebelum suatu sengketa dapat diajukan 

ke Mahkamah Internasional, para pihak harus terlebih dahulu 

menghabiskan (menghabiskan) jalan penyelesaian sengketa yang 

tersedia atau disetujui oleh warga negara atau negara. 

Perdagangan elektronik sama dengan perdagangan biasa di dunia nyata. 

Meskipun merupakan transaksi elektronik yang dilakukan oleh pihak-pihak 

terkait, para pihak tidak bertemu secara langsung, melainkan saling bertukar di 

Internet. Saat membeli atau menjual secara secara elektronik, pihak-pihak yang 

terlibat antara lain: 

a. Penjual atau pedagang atau pengusaha yang menawarkan produk melalui 

Internet dengan memajang atau menampilkan produk-produknya sebagai 

pelaku usaha;   

b. Pembeli atau konsumen, yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh 

undang-undang, yang menerima tawaran dari penjual atau pelaku usaha 

dan ingin memperdagangkan penjualan atau pembelian produk yang 

ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha/pemasar;   

c. Bank bertindak sebagai penyalur dana dari pembeli atau konsumen 

kepada penjual atau pelaku usaha/mars karena dalam transaksi jual beli 

elektronik, penjual dan pembeli tidak bertatap muka. Karena berada di 

lokasi yang berbeda, pembayaran dapat dilakukan melalui perantara, 

dalam hal ini bank; 

d. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet. Penyedia 

bertindak sebagai penyedia layanan akses Internet. Transaksi jual beli 

elektronik adalah hubungan hukum yang menggabungkan jaringan 

sistem informasi berbasis komputer dengan sistem dan layanan 

komunikasi berbasis web telekomunikasi.66  

 
66 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika. (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002), hlm. 65. 
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Kelebihan E-Commerce  

Melesatnya penggunaan E-Commerce dilatarbelakangi oleh kelebihan 

yang dimiliki. Ada tiga aspek manfaatnya, yaitu:   

1. Manfaat bagi organisasi   

a. Dapat memperluas pasaran hingga pada taraf 

Global/International.   

b. Mengurangi produksi, distribusi, pemulihan dan biaya 

manajemen yang meningkatkan citra merek perusahaan.   

c. Ini dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. dan. 

Mempercepat dan efisiensi proses bisnis.  

2. Kelebihan Bagi Pelanggan  

a. Dapat memberikan pelayanan tanpa batas waktu 1 x 24 jam.   

b. Mampu memberikan pilihan dan kecepatan pengiriman.  

c. Dengan begitu banyak pilihan, pelanggan dapat membandingkan 

harga satu sama lain.   

d. Dapat memberikan review komentar terkait Produk.   

e. Dapat memberikan informasi lebih cepat.   

3. Manfaat Bagi Masyarakat     

a. Tidak perlu bergerak melalui aktivitas jual beli/pemesanan. Hal 

ini dapat mengurangi biaya  produk, sehingga harga harus lebih 

terjangkau.   

b. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam memberikan 

pelayanan publik.   

Jenis-Jenis E-Commerce  

Menurut Kotler (2012) berdasarkan karakteristiknya, terdapat 4 (empat) 

jenis E-Commerce yang terdiri dari:  

1. Business to Business (B2B)  

Transaksi E-Commerce ini dilakukan oleh dua pihak yang sama-

sama memiliki kepentingan bisnis. Kedua pihak ini biasanya sudah 

saling mengenal dan telah terjalin hubungan bisnis sejak lama yang telah 
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disepakati bersama, sehingga saling memahami dan mengetahui urusan 

bisnis mereka. Secara umum, bisnis tersebut dilakukan secara 

berkelanjutan atau hanya dengan berlangganan. Model yang umum 

digunakan adalah peer to peer, dimana processing intelligence dapat 

didistribusikan oleh kedua pelaku bisnis. Contoh sederhana B2B adalah 

produsen dan supplier yang bertransaksi secara online baik untuk 

memenuhi kebutuhan barang maupun untuk proses pembayaran. 

2. Business to Consumer (B2C)  

Dilakukan oleh pelaku bisnis ke konsumen. Transaksi E-

Commerce ini berlangsung seperti jual beli biasa. Konsumen menerima 

penawaran produk dari pelaku bisnis dan berbelanja secara online. 

Segala informasi produk dapat disebarluaskan untuk umum, sehingga 

semua kalangan dapat melihat produk yang ditawarkan. Pelayanan yang 

diberikan oleh pelaku bisnis kepada konsumen berdasarkan adanya 

permintaan, sehingga pelaku bisnis haruslah mampu memberikan 

pelayanan atau servis yang baik sesuai dengan permintaan konsumen. 

Sistem pendekatan yang dipakai adalah client-server.  

3. Consumer to Consumer (C2C)  

Transaksi dilakukan oleh konsumen kepada konsumen yang 

dilakukan secara online melalui sarana online berupa website 

marketplace yang membantu penjual dalam mempromosikan barang 

dan/atau jasa dan memberikan fasilitas transaksi uang secara online. 

Dalam hal ini terdapat 2 (dua) indikator utama bagi sebuah website 

marketplace:   

a. Seluruh transaksi online harus difasilitasi oleh 

website/marketplace yang bersangkutan   

b. Bisa digunakan oleh penjual individual.   

Dimana kegiatan yang berlangsung tersebut, website/marketplace 

haruslah menjamin keamanan transaksi dalam fasilitas transaksi online 

yang disediakan. Fasilitas transaksi online tersebut seperti berupa 
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rekening pihak ketiga. Penjual hanya menerima pembayaran setelah 

pembeli menerima barang ataupun jasa yang sudah dibeli. Penjual tidak 

akan menerima pembayaran selama barang ataupun jasa belum berada 

ditangan pembeli. Jika konsumen menerima barang dalam keadaan 

rusak, maka pembayaran yang telah dilakukan akan dikembalikan ke 

konsumen. Disini, C2C merupakan perantara antara penjual dan pembeli.  

E-Commerce jenis ini banyak digunakan oleh masyarakat, 

terutama saat terjadi peristiwa pandemic Covid-19 yang mana segala 

aktivitas menjadi terbatasi dan beralih ke media online, sehingga 

menyebabkan perkembangan pesat pada dunia teknologi. Manusia tidak 

perlu pergi ke sebuah toko untuk membeli kebutuhan. Dengan 

bermodalkan handphone dan peralatan elektronik lainnya serta internet, 

maka seseorang dapat membeli segala kebutuhannya langsung sampai ke 

tangannya. Tokopedia, Bukalapak, Shopee, OLX, dan sejenisnya 

merupakan E-Commerce B2C. 

C. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Transaksi 

E-Commerce 

Pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, 

baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian 

pelaku usaha tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  

Adapun hak pelaku usaha yang diatur pada Pasal 6 dan 7 Undang - 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut: 

1. Hal dalam menerima pembayaran….  

2. Hak diberikan perlindungan…  

3. Hak untuk pembelaan diri…  

4. Hak mendapat rehabilitasi nama baik…  
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5. Hak-hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan….  

Adapun kewajiban Pelaku Usaha antara lain: 

1. Memiliki itikad baik  

2. Memberikan informasi yang jujur  

3. Melayani dengan baik Memberikan jaminan barang  

4. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji  

5. Memberikan kompensasi ganti rugi  

Selanjutnya pada Pasal 8 menguraikan tentang hal-hal yang dilarang bagi 

pelaku usaha yaitu sebagai berikut:  

1. Jika terdapat suatu hal yang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar 

yang sudah dipersyaratkan dan terdapat di dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

2. Jika hal tersebut tidak sesuai dengan isi bersih (netto), berat bersih, serta 

jumlah dalam hitungan sebagaimana yang telah tertera dalam label 

ataupun etiket barang tersebut;  

3. Jika ukuran, takaran, timbangan, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, 

timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;   

4. Jika kriteria kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut tidak terpenuhi;  

5. Jika kriteria mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, 

atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut;   

6. Jika tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, 

iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut tidak 

terpenuhi;   

7. Jika tidak tercantumnya kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atas 

barang tertentu. 

8. Jika tidak memenuhi kriteria ketentuan berproduksi secara halal, 

sebagaimana pernyataan "halal" yang tertera dalam label;   
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9. Jika produk tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih (netto), komposisi, aturan 

pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku 

usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan 

harus dipasang/dibuat;   

10. Jika tidak tercantumnya informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 

menggunakan bahasa Indonesia.   

Untuk pelaku usaha kecil telah diatur mengenai perlindungan hukumnya 

dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang 

Usaha Kecil. Ketentuan Pasal 6 itu selengkapnya menyatakan pemerintah 

menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil melalui kebijaksanaan melalui 

aspek: 

1. Memiliki itikad baik  

2. Pendanaan   

3. Persaingan   

4. Prasarana   

5. Informasi   

6. Kemitraan   

7. Izin usaha  

Merujuk pada ketentuan di atas, yang berhubungan dengan penulisan ini 

yaitu ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai aspek persaingan. Oleh karena 

itu, hal ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 9 

Tahun 1995. Johanes Paendong menyatakan Pemerintah menumbuhkan iklim 

usaha dalam aspek persaingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 

huruf b dengan menetapkan peraturan perundang-undangan.. 

Terkait dengan perlindungan konsumen, pada Pasal 49 ayat (1) PP PSTE 

menjelaskan bahwa “Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem 

Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan 

dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Pada ayat 
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berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan 

kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.  

Lalu muncul pertanyaan bahwa bagaimana jika barang bagi pihak 

konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 49 ayat (3) PP PSTE 

mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni Pelaku Usaha wajib memberikan 

batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim 

apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Selain 

kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang diterima tidak 

sesuai dengan foto pada iklan toko online tersebut (sebagai bentuk penawaran), 

kita juga dapat menggugat Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah penjual) secara 

perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang Anda 

lakukan dengan penjual.   

Menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya tentang “Hukum 

Perjanjian”, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 

(empat) macam kondisi yaitu:   

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;   

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan;   

c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;   

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.67   

Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka secara perdata 

dapat menggugat penjual online dengan dalih terjadi wanprestasi misalnya 

barang yang Anda terima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang 

dimuatnya.  

D. Tanggung Jawab dalam Pemenuhan Prestasi Bagi Penyelenggara 

Transaksi Elektronik/E-Commerce  

 

 
67 Mariana, “Upaya Apa yang Dapat Dilakukan Ketika Terjadi Wanprestasi dalam Melakukan Transaksi Jual Online 

Pada Media Sosial” Legal Smart Channel - KonsultasiView Site (bphn.go.id) (Diakses pada 6 November 2022, 

pukul 13.56). 
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Tata cara melakukan transaksi di E-Commerce tidak jauh berbeda dengan 

tata cara melakukan transaksi jual beli secara langsung. Mengenai tahapan dalam 

melakukan transaksi elektronik, jika konsumen ingin membeli suatu barang, 

maka yang harus dilakukan oleh konsumen adalah hanya memilih barang yang 

ingin dibelinya. Kemudian, setelah pesanan tersebut telah selesai selanjutnya 

konsumen akan mendapatkan kode pemesanan atau nomor order ke alamat email 

yang telah terdaftar. Tanggung Jawab dari seorang pelaku usaha terhadap 

konsumen dalam jual beli secara online belum secara spesifik diatur baik dalam 

Undang-Undang sedangkan UU ITE hanya mengatur tentang transaksi 

elektronik secara umum saja, tidak ada pengaturan yang terkhusus untuk jual 

beli. Tanggung jawab pelaku usaha meliputi tanggung jawab ganti kerugian atas 

kerusakan, ganti rugi atas pencemaran dan ganti rugi atas kerugian konsumen.68 

Transaksi jual beli pada E-Commerce dilakukan oleh para pihak terkait, 

meskipun para pihaknya hanya berhubungan melalui media internet, dan tidak 

bertemu satu sama lain secara langsung. Sama halnya dengan jual beli 

konvensional, para pihak dalam jual beli elektronik masing-masing memiliki hak 

dan kewajiban. Pelaku usaha dalam jual beli elektronik merupakan pihak yang 

menawarkan produk melalui internet, maka penjual bertanggung jawab 

memberikan informasi dengan benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya 

kepada calon konsumen. Pelaku usaha dalam jual beli elektronik wajib untuk 

memperhatikan prinsip yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) yang menegaskan 

bahwa dalam penyelenggaraan Agen Elektronik, penyelenggara harus 

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:   

a. Kehati-hatian;   

b. Pengamanan dan terintegrasinya sistem teknologi informasi;   

c. Pengendalian pengamanan atas aktivitas transaksi elektronik;   

d. Efektivitas dan efisiensi biaya; dan   

 
68 Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
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e. Perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Para pihak yang melakukan transaksi jual beli elektronik harus 

menjalankan prinsip-prinsip tersebut dengan baik. Apabila para pihak melanggar 

prinsip-prinsip tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan akan perbuatan 

tersebut dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak yang melanggar. 

Pelaksanaan dari prinsip tanggung jawab sangatlah penting dalam hal terjadinya 

wanprestasi terkait dengan tingginya masalah dari para pihak pelaku usaha, tidak 

beritikad baik dalam berbisnis, dan banyaknya kejadian yang menunjukan 

konsumen tidak dilindungi secara maksimal. Kedudukan konsumen yang dalam 

transaksi jual beli dalam E-Commerce mengakibatkan tanggung jawab 

sepenuhnya berada di tangan pelaku usaha, sehingga pelaku usaha akan 

bertanggung jawab penuh atas kegiatan usaha yang dilakukannya dalam 

transaksi E-Commerce.  

Pelaku usaha berkewajiban untuk melindungi konsumen, sebab telah 

terjadi hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen yang 

mengharuskan para pihak terkait bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi. 

Hal ini sejalan dengan prinsip the privity of contract, yakni apabila ada hubungan 

kontraktual, maka ada tanggung jawab. Mengenai pertanggungjawaban dalam 

transaksi pembelian dan penjualan elektronik, pelaku usaha dituntut 

pertanggungjawabannya melalui pertanggungjawaban kontraktual (contractual 

liability) berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh konsumen dan 

pertanggungjawaban produk (product liability) jika produk yang disediakan oleh 

pengusaha ditemukan cacat dan merugikan konsumen, pengusaha secara 

kontraktual bertanggung jawab atas kerusakan konsumen dan tanggung jawab 

produk.  

Konsumen yang akan meminta pertanggungjawaban mungkin akan 

menemukan beberapa kendala yaitu perbedaan jarak antara pelaku usaha dan 

konsumen, perbedaan undang-undang yang berlaku ketika transaksi dilakukan 

di negara yang berbeda, kurangnya pengetahuan konsumen tentang perlindungan 
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konsumen dan hambatan lain apabila diterapkannya Bentuk tanggung jawab 

yang diberikan oleh pelaku usaha adalah ganti rugi sesuai dengan besarnya 

kerugian yang diderita konsumen. Apabila pelaku usaha tidak bertanggung 

jawab atas tindakan wanprestasi yang dilakukannya di platform E-Commerce, 

maka konsumen dapat mengambil tindakan hukum sesuai yang diatur dalam 

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang ITE tentang penyelesaian sengketa yaitu:  

“Setiap orang dapat melakukan tindakan hukum terhadap orang yang 

mengelola sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi 

yang menimbulkan kerugian”dan pasal 39 ayat (2) UU ITE, 

yaitu:“penyelesaian perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa”melalui arbitrase, atau 

lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan”.   

Selain itu, konsumen juga dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib 

bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 

378 KUHP. Merupakan tanggung jawab dan tanggung jawab pelaku usaha untuk 

menentukan apakah terdapat unsur kesalahan dalam perkara pidana dan/atau 

tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen. 

Apalagi dalam perkara pidana, jaksa tetap berhak untuk melakukan pembuktian. 

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan 

konsumen dapat menggugat pelaku usaha tersebut ke Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) atau menyerahkan kepada otoritas kehakiman 

tempat tinggal konsumen. Terdapat banyak layanan E-Commerce di Indonesia, 

di antaranya adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, dan lainnya.   

Hubungan hukum pada transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya 

kesepakatan para pihak. Para pihak yang telah mengadakan perjanjian karena itu 

memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pasal 50 ayat (3) UU ITE 

menjelaskan bahwa perjanjian dapat dibuat dengan:   

a) Tindakan penerimaan menyatakan persetujuan atau;   
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b) Tindakan menerima dan/atau menggunakan benda oleh pengguna sistem 

elektronik. Tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan atau; 

Perdagangan elektronik semakin diminati dan menjadi trend bagi 

masyarakat luas. Selain bisa dilakukan kapan saja, di mana saja tanpa 

batasan waktu atau jarak. Seiring berkembangnya pasar, metode 

pembayaran yang biasa digunakan untuk melakukan transaksi elektronik 

menjadi lebih beragam. Konsumen semakin akrab tidak hanya dengan 

metode transfer bank, kartu kredit, atau cash on delivery (COD), tetapi 

juga metode pembayaran via mobile wallet atau aplikasi mobile sejenis 

lainnya.   

Proses penawaran dan penerimaan yang dikelola oleh sistem 

penyelenggara elektronik didukung oleh keamanan jaringan dan kelancaran 

operasional sesuai dengan Pasal 15 UU ITE yang menyatakan bahwa sistem 

penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik harus berjalan dengan aman 

Penyelenggaraan sistem elektronik bertanggung jawab atas sistem yang 

diselenggarakannya. Pasal 10 ayat (1) UU ITE menjelaskan hal ini“setiap pelaku 

niaga yang melakukan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga 

sertifikasi keterpercayaan”. Pasal 16 UU ITE menetapkan bahwa selama tidak 

ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggaraan sistem 

elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan 

minimum sebagai berikut:   

a. Ia dapat melihat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

secara keseluruhan sesuai dengan jangka waktu penyimpanan yang 

diatur oleh peraturan perundang-undangan Dangau;   

b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keaslian, kerahasiaan, dan 

aksesibilitas informasi elektronik dalam pengoperasian sistem 

elektronik;  

c. Dapat beroperasi sesuai prosedur atau instruksi dalam pengoperasian 

sistem elektronik;   
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d. Dilengkapi dengan prosedur atau instruksi yang diumumkan dengan 

bahasa, informasi atau simbol yang sesuai dapat dipahami oleh pihak 

yang berkepentingan dengan pengoperasian sistem elektronik; dan  

e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, 

kejelasan dan akuntabilitas prosedur atau instruksi.   

Penyelenggara transaksi elektronik sudah sepatutnya mengikuti aturan yang 

sudah diatur dalam KUHPer, Undang-Undang ITE, UUPK, PP PSTE.   

E. Perlindungan Hukum bagi Pelaku E-Commerce 

Kontrak bernegosiasi, yaitu sebuah upaya tawar - menawar kepada 

pihak-pihak terkait kerja sama untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang 

menguntungkan. Hasil akhir dari tawar - menawar ini adalah sebuah perjanjian 

tertulis yang disebut dengan kontrak. Yang kemudian Pelelangan, proses 

membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada 

penawar, peserta lelang memberikan penawaran harga lebih tinggi, dan 

kemudian barang terjual kepada penawar harga tertinggi. Serta Periklanan yang 

didefinisikan sebagai penggunaan media untuk memberitahukan kepada 

konsumen tentang sesuatu dan mengajak mereka melakukan sesuatu. Di mata 

konsumen, iklan adalah sumber informasi atau sekadar bentuk hiburan. 

Sedangkan pandangan sosial iklan adalah suatu bentuk jasa suatu kelompok 

masyarakat. Dapat disimpulkan, bahwa E-Commerce banyak sekali membuka 

peluang bisnis, mulai dari pengadaan barang dan jasa, keagenan, leasing, 

penanaman modal, keuangan, perbankan, sampai pada bidang usaha 

pengangkutan.69  

Dengan semakin maraknya perdagangan elektronik, maka persaingan 

usaha semakin meningkat dan membuat pelaku-pelaku usaha harus membuat 

suatu strategi. Salah satu strategi yang sering dilakukan aplikasi E-Commerce 

adalah dengan mengadakan sistem promo Cashback kepada penjualnya agar 

semakin menarik minat konsumen untuk membeli barang dan/atau jasa di 

 
69 Imam Syahputra, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik. (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 65. 
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aplikasi tersebut. Yang dimaksud dengan sistem Cashback disini merupakan 

pengembalian kepada pembeli yang telah membeli atau melakukan transaksi 

terkait jumlah uang tertentu. Dengan adanya promo Cashback itu sendiri mampu 

mendorong atau menarik perhatian untuk melakukan pembelian. Bagi 

Konsumen, dengan adanya promo Cashback bisa menghemat pengeluaran, 

terutama bagi pembelian berulang.pembeli bisa dihemat karena dapat membayar 

dengan Cashback yang telah dikumpulkan.  

Cashback yang sering digunakan berupa kupon. Dengan Cashback ini, 

pembeli berpandangan bahwa terdapat penurunan harga barang dan/atau jasa 

tersebut dari harga asalnya yang akan diberikan ketika pembelian telah terjadi. 

Pelaku usaha dapat membuat kupon Cashback tersebut dan ditampilkan dalam 

laman di E-Commerce yang akan membuat konsumen tergiur untuk membeli 

barang dan/atau jasa di tokonya. Pengembalian tunai atau Cashback bisa 

dikatakan merupakan sebuah promosi pengembalian dana (refund) atau rabat 

yang dipromosikan oleh pemasar dalam bentuk mengembalikan sejumlah uang 

tertentu kepada pembeli ketika membeli sebuah produk atau dikombinasikan 

dengan produk lainnya di tokonya.   

Tidak hanya kupon, Cashback juga bisa dalam bentuk koin dan poin 

seperti yang diterapkan beberapa E-Commerce, seperti Shopee dan Tokopedia. 

Cashback berupa koin diterapkan oleh Shopee. Pada mekanisme Cashback di 

Shopee, sama seperti Cashback berupa kupon yang mana pembeli akan 

mendapatkan pengembalian sejumlah dana setelah melakukan pembelian di toko 

pelaku usaha yang menyediakan promosi Cashback, di Shopee, pembeli akan 

mendapatkan pengembalian dana berupa koin yang bisa dipakai ketika ingin 

membeli barang lainnya, sehingga pembelian tersebut bisa mendapatkan 

potongan harga sejumlah koin yang didapatkan. Sedangkan, Tokopedia 

menerapkan sistem Cashback berupa poin dengan adanya kerjasama dengan 

financial technology (fintech) atau dompet digital yaitu Gopay dan Ovo. Poin 

yang didapatkan pembeli setelah melakukan transaksi jual beli online, otomatis 

akan dikonversikan ke dalam poin di Gopay atau Ovo tergantung dompet digital 
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mana yang dipakai pembeli dalam melakukan transaksi tersebut yang 

selanjutnya, poin tersebut dapat dipakai kembali ketika pembeli ingin melakukan 

transaksi dalam hal, poin tersebut akan memotong sejumlah harga tertentu dari 

harga asli barang dan/atau jasa yang akan dibeli. Pemberian Cashback ini bisa 

mencapai 20%-30% bahkan bisa mencapai 50%. Namun, pada dasarnya 

pemberian promo Cashback ini tidak diberikan secara percuma, namun terdapat 

persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh aplikasi E-Commerce maupun dompet 

digital tersebut, seperti adanya minimal pembelian untuk bisa menggunakan 

promo Cashback tersebut.   

Dengan adanya Cashback diharapkan dapat meningkatkan jumlah 

pembelian. Secara sederhana, sistem Cashback ini dapat mendorong pembeli 

untuk melakukan pembelian secara besar-besaran karena biaya yang mereka 

keluarkan untuk membeli suatu barang dan/atau jasa akan dikembalikan 

sejumlah tertentu tergantung dengan berapa persen promo Cashback yang 

didapatkan. Pembeli menganggap bahwa Cashback merupakan pengembalian 

uang sebagai imbalan dari pembelian yang dilakukannya. Dalam pengukuran 

promosi Cashback, pengukuran promosi Cashback diukur dengan:   

1. Besarnya jumlah pengembalian dana, Besarnya jumlah pengembalian 

disini yaitu program cashback yang dilengkapi sesuai dengan 

persyaratan setelah disepakati oleh perusahaan. 

2. Kesesuaian dengan janji, Kesesuain ukuran pengembalian dana dari apa 

yang telah dijamin untuk pembeli ketika membeli item produk tersebut.   

3. Kecepatan pengembalian dana, Dalam siklus Cashback diperlakukan 

waktu yang ditentukan oleh perusahaan dalam memberikan Cashback 

kepada pembeli. Semakin cepat waktu yang ditentukan, pembeli akan 

semakin puas dengan jenis promosi yang diberikan.   

Cashback dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian di E-

Commerce, yang mana hal tersebut merupakan salah satu strategi promosi yang 

dilakukan oleh marketplace agar baik pembeli maupun pelaku usaha (penjual) 

terus menggunakan aplikasi perdagangan elektronik tersebut. Belakangan kini 
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di Indonesia telah terjadi kerugian yang dialami aplikasi E-Commerce akibat 

adanya tindakan curang yang dilakukan pembeli dan penjual. Kerugian tersebut 

disebabkan dengan adanya penggunaan suatu sistem promo Cashback yang 

diterapkan aplikasi E-Commerce dalam memudahkan dan meringankan pembeli 

dalam melakukan transaksi jual beli.   

Maka dari itu, jelas bahwa kerugian tidak hanya dapat dialami konsumen 

dan pelaku usaha, tetapi turut dapat dirasakan oleh aplikasi E-Commerce. 

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan perlindungan hukum terhadap 

aplikasi E-Commerce. Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap 

segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan setiap manusia yang 

dilindungi oleh hukum. Suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan 

pemerintah dengan cara membuat suatu regulasi yang diberikan kepada subjek 

hukum sesuai hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum 

positif di Indonesia, dapat diartikan sebagai perlindungan hukum.   

Perlindungan hukum berasal dari suatu hubungan hukum. Hubungan 

hukum adalah interaksi antara badan hukum yang mempunyai arti hukum atau 

mempunyai akibat hukum (munculnya hak dan kewajiban). Menurut Satjipto 

Rahardjo, perlindungan hukum terdiri dari melindungi hak asasi manusia yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar 

dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang70. Maria 

Theresia Geme mendefinisikan perlindungan hukum sebagai yang berkaitan 

dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu(berlaku hukum negara saja) 

untuk memberikan kepastian hak-hak seseorang atau sekelompok orang. 

Perlindungan hukum merupakan konsep universal dari negara hukum.71 Pada 

dasarnya perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan hukum 

preventif dan perlindungan hukum represif.  

 
70 Teori Hukum Progresif,2022. https://peradi-tasikmalaya.or.id, (Diakses pada 5 November 2022, pukul 12.02).  
71 Maria Theresia Geme dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, (2014), Penerapan Teori Hukum Pada 

Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 262  
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Preventif perlindungan hukum yang pada dasarnya bersifat preventif 

disebut pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi 

tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan 

perlindungan hukum preventif, pemerintah didorong untuk berhati-hati dalam 

mengambil keputusan.Bentuk perlindungan yudisial preventif tertuang dalam 

peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan 

memberikan batasan-batasan dalam pelaksanaan kewajiban. Perlindungan 

Hukum Represif digunakan untuk menyelesaikan sengketa akibat pelanggaran. 

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi 

terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.   

Pada dasarnya perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi E-

Commerce adalah sama, yaitu dengan adanya peran pemerintah untuk 

melindungi kepentingan produsen dan konsumen dalam melakukan kegiatan 

perdagangan dengan dibuat dan ditetapkannya suatu regulasi yang mengatur 

tentang hak dan tanggung jawab para pihak. Dengan membeli dan menjual 

secara elektronik, para pihak yang terlibat menjaga hubungan hukum 

sebagaimana dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang 

dilaksanakan secara elektronik. Dalam transaksi elektronik, para pihak akan 

mengadakan perjanjian, yang berisi aturan dan ketentuan dibuat oleh penjual 

yang harus dihormati oleh pembeli yang isinya tidak memberatkan pembeli.  

Mengacu pada kajian diatas, diperlukannya perlindungan hukum bagi 

pelaku usaha E-Commerce. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan mengenai hak dan 

kewajiban bagi pelaku usaha seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai hak pelaku usaha untuk 

mendapatkan perlindungan hukum ketika konsumen memiliki itikad yang tidak 

baik. Apabila konsumen melakukan penipuan dalam hal ini melakukan transaksi 

palsu yang mengakibatkan kerugian terhadap pelaku usaha, maka hal tersebut 

telah melanggar ketentuan poin b, dimana seharusnya konsumen memiliki itikad 

baik selama adanya transaksi jual-beli. Walaupun dalam teori perlindungan 
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hukum represif, tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, tetapi dengan adanya hal ini, konsumen dapat 

dikenakan jerat pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP, yang berbunyi:  

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau 

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, 

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu 

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan 

piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 

empat tahun”. 

Merujuk pada pasal diatas, maka secara yuridis, dapat ditarik unsur 

subjektif dan unsur objektif yang memenuhi kasus tindak penipuan, yaitu 

transaksi fiktif yang dilakukan HM pada perusahaan E-Commerce Tokopedia. 

Seperti yang kita ketahui terdapat unsur subjektif dan objektif, unsur subjektif 

mencakup rangkaian bentuk ide dari pernyataan yang didominasi oleh perasaan, 

pendapat, preferensi pribadi pembicara, dimana khususnya dalam pernyataan 

tersebut merupakan hasil interpretasi terhadap kebenaran atau realitas sosial dari 

sudut pandang pembicara yang bisanya berusaha menginformasikan dan 

mempengaruhi penilaian orang dan selalu bias. Oleh karena itulah ide atau 

pernyataan yang subyektif bisa berupa keyakinan, opini, rumor, asumsi, 

kecurigaan, yang dipengaruhi oleh sudut pandang pembicara. Sedangkan unsur 

objektif berupa perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan 

kemungkinan adanya akibat yang menyertai. Unsur subjektif meliputi orang 

yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan. 

F. Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi Fiktif Memanfaatkan Promo 

Cashback  

Di balik berbagai hal mengenai kontribusi yang telah diberikan oleh 

aplikasi E-Commerce dalam memudahkan kehidupan masyarakat dalam sektor 

jual beli, terdapat juga berbagai modus penipuan di dalam situs Adapun beberapa 

hal yang menjadi keresahan di hati para konsumen yang merugikan berbagai 
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pihak, mulai dari penjual, pembeli, bahkan aplikasi E-Commerce itu sendiri. 

Salah satunya yakni dengan munculnya modus penipuan yang pernah terjadi 

adalah adanya transaksi fiktif yang dilakukan oleh pelaku usaha di aplikasi E-

Commerce. Transaksi fiktif merupakan transaksi jual beli palsu yang sengaja 

dibuat oleh pelaku yang bisa jadi pihak penjual maupun pembeli dengan tujuan 

untuk mencari keuntungan.   

Transaksi fiktif yang dilakukan oleh pelaku tersebut memanfaatkan 

promo cashback yang diberikan oleh suatu pihak E-Commerce tersebut dengan 

tujuan meraup keuntungan dari promo cashback tersebut. Pengertian dari 

Cashback itu sendiri merupakan pengembalian dana dari pembelian suatu 

produk atau pembayaran jasa yang dapat berupa uang maupun koin yang dapat 

dikumulasikan.  

Merujuk pada kasus yang menimpa Tokopedia, kasus transaksi palsu 

yang dilakukan oleh pelaku berinisial HM telah melanggar ketentuan dari 

perusahaan E-Commerce tersebut. Dalam regulasinya, Tokopedia hanya 

memberikan satu promo kepada satu akun jika promo tersebut diketahui dipakai 

oleh orang yang memiliki identitas yang sama dengan akun lain, maka promo 

tersebut dinyatakan tidak berlaku. Pemberian promo tersebut pun dimanfaatkan 

oleh HM untuk meraup keuntungan lebih dari 400 juta rupiah.   

Saat ini, regulasi terkait permasalahan yang berada di dunia maya telah 

diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi 

tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan 

hukum kepada seluruh oknum yang menggunakan Teknologi Elektronik. Pada 

kasus diatas, HM diduga melakukan manipulasi dokumen elektronik yang 

berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU ITE menyatakan bahwa : Dokumen Elektronik 

adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, dikirimkan, dikirim, diterima 

atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, atau 

sejenisnya yang dapat dilihat,dilihat dan/atau didengarkan melalui komputer 

atau sistem elektronik namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 

gambar, foto atau sejenisnya, surat,tanda, angka, kode akses, simbol atau 
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perforasi yang memiliki arti atau makna atau dapat dipahami oleh orang yang 

dapat memahaminya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau 

melawan hukum memanipulasi, membuat, mengubah, menghapus, 

menghancurkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan 

tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut 

dianggap seolah-olah data yang otentik. pencegahan yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi kasus serupa, yakni dengan lebih menguatkan kembali fungsi 

keamanan di dalam E-Commerce baik dengan langkah awal memverifikasi 

identifikasi pengguna hingga ke data yang di input ke dalam jaringan E-

Commerce. Verifikasi identifikasi pengguna merupakan  sebuah bentuk 

Parameter dalam keputusan kontrol akses. Identitas pengguna dicatat saat 

mencatat peristiwa keamanan yang relevan di jejak audit.72 Jadi Perlu dilakukan 

nya lagi berbagai macam alternative baik sosialisasi online dan offline mengenai 

Undang-undang informasi transaksi elektronik yang dapat juga disebarluaskan 

oleh perusahaan-perusahaan E-Commerce untuk menimbulkan efek jera bagi 

para pelaku kejahatan. 

     

III. KESIMPULAN   

Transaksi fiktif yang merupakan transaksi jual beli yang melibatkan antara 

penjual dan pembeli yang tergolong palsu yang dengan sengaja dilakukan oleh para 

pelaku yang bisa jadi masuk ke dalam pihak penjual maupun pembeli, dengan tujuan 

yakni untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Perlindungan Hukum untuk 

Pelaku Usaha E-Commerce didasarkan juga oleh hak-hak bagi pelaku usaha 

ECommerce itu sendiri dalam melakukan aktivitas jual-beli yang sebagaimana sudah 

diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Hal tersebut dapat kita upayakan melalui tindakan pencegahan yaitu membaca dan 

melihat terlebih dahulu membeli dan jangan terlalu percaya terhadap iklan. Gugatan 

terhadap konsumen yang merugikan Pelaku Usaha E-Commerce dapat dilakukan 

 
72 Identification dan Authentication dalam Keamanan Komputer. https://flinsetyadi.com/ .(Diakses pada 5 

November 2022, pukul 12.44). 
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mengacu pada Pasal 35 UU ITE No. 11 tahun 2008 yang berisi pelanggaran mengenai 

manipulasi, penciptaan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik dianggap otentik. Dalam kasus transaksi palsu memanfaatkan promo 

cashback dapat dikaitkan dengan pasal penipuan yang terdapat pada pasal 378 KUHP.    

 

 

  



 

106 

 

DAFTAR PUSTAKA  

  

Agung Firmansyah. (2009). Pengembangan Alternatif Model E-Payment B2C (Business to 

Consumer) untuk Masyarakat Indonesia. Jurnal Sistem Informasi, 5(1), 9.  

Apa Perbedaan antara Digital Bisnis dan E-Commerce? https://sis.binus.ac.id/. (Diakses pada 

5 November 2022, pukul 14.03). 

Armstrong, G. & Kotler, P. (2012). Dasar-Dasar Pemasaran. Jakarta: Penerbit Prenhalindo.  

Armstrong, Garry & Kotler. (2012). Principles of Marketing. Edisi 14, Global Edition. Pearson 

Education Assauri, S. (2015). Manajemen Pemasaran. Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada.  

Hoofman and Foor. (2010). Prinsip- prinsip E-Commerce. Jurnal ekonomi Vol1 No 1 (Januari 

2010)  

Identification dan Authentication dalam Keamanan Komputer. https://flinsetyadi.com/ . 

(Diakses pada 5 November 2022, pukul 12.44). 

Johanes Paendong. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dalam Persaingan 

Usaha Di Indonesia Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lex Privatum, 5(4), 68.  

Kejahatan yang Berhubungan Erat dengan Penggunaan Teknologi. https://Indonesia 

observer.com. (Diakses pada 5 November 2022, pukul 14.07). 

Mahir Pradana. (2015). Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce di Indonesia. Jurnal Neo-

bis, 9(2), 34.  

Makarim, E. (2002). Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: PT. Grafindo Persada.  

Maria Theresia Geme dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, (2014), Penerapan Teori 

Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 262  

Nadir Alamsyah. (2021). Pengaruh Fitur Produk dan Promosi Cashback Terhadap Keputusan 

Pembelian. Jurnal Akuntabel, 18(4),  624-634.  

Salim & Septiana Nurbani, E. (2014). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan 

Disertasi. Jakarta: Rajawali Press.  

Soeroso. (2006). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.  

Syahputra, I. (2010). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik. Bandung: Alumni.  

https://flinsetyadi.com/


 

107 

 

Tenri Gobel, 2021. Bisakah Tokopedia atau PSE Lain Didenda Jika Jual Data Pengguna Tanpa 

Persetujuan Pemilik Data?. https://cyberthreat.id/. (Diakses pada 5 November 2022, 

pukul 12.56) 

Tindakan Situs Internet, 1999. https://nasional.kompas.com/. (Diakses pada 5 November 2022, 

pukul 12.02)  

Wong, Jony. (2010). Internet Marketing For Beginners. Elex Media Komputindo. Jakarta 

 

  



 

108 

 

BAB VII 

PEDOMAN PENULISAN RESEARCH PAPER 

 

Struktur penulisan research paper terdiri atas: 

 

A. Judul  

Judul dalam research paper harus ditulis secara ringkas, jelas, dan menarik karena 

umumnya memiliki batasan maksimal 14 kata. Judul yang efektif dapat menarik minat 

pembaca untuk mengetahui lebih lanjut tentang isi penelitian. 

 

B. Abstrak 

Abstrak berfungsi untuk menyajikan ringkasan singkat mengenai isi research 

paper. Dalam abstrak, dapat dijelaskan pokok permasalahan hukum yang dibahas, 

argumen yang dikemukakan, serta kesimpulan yang diperoleh. Selain itu, abstrak juga 

dapat memuat konteks hukum yang berkaitan, seperti peraturan perundang-undangan atau 

kasus yang relevan dengan topik yang dikaji. 

 

C. Pendahuluan 

Pendahuluan memuat latar belakang permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

serta tujuan penulisannya. Selain itu, penulis juga dapat mengajukan solusi terhadap 

permasalahan yang diangkat serta membandingkan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya. 

 

D. Latar Belakang 

Latar belakang memuat aspek-aspek yang mendasari urgensi penulisan research 

paper, baik dari segi teori maupun praktik. Bagian ini dapat diawali dengan pemaparan 

pengetahuan umum, teori, pertanyaan, kutipan, ungkapan, atau slogan yang relevan. 

Selanjutnya, latar belakang harus menunjukkan keterkaitannya dengan permasalahan atau 

topik yang akan dibahas. 
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E. Rumusan Masalah 

Dalam penulisan research paper, menentukan rumusan masalah merupakan 

langkah awal yang harus dipastikan. Masalah yang dibahas tidak hanya berkaitan dengan 

hal-hal yang memerlukan solusi, tetapi juga mencakup aspek yang membutuhkan 

penjelasan, deskripsi, atau penegasan lebih lanjut. Setelah topik dan batasannya 

ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka penelitian, mengumpulkan 

bahan penulisan, serta menyusun draft research paper. 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan research paper untuk adalah untuk memberikan jawaban, ujian, 

pembuktian daripada masalah penelitian yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan 

mengenai makna yang terkandung dalam pernyataan. 

 

G. Metode Penelitian 

Bagian ini mencakup informasi penting mengenai objek yang dikaji, metode 

penelitian yang digunakan, serta alasan penerapan metode tersebut dalam objek penelitian. 

 

H. Dasar Hukum 

Bagian ini secara ringkas menjelaskan dasar hukum yang berkaitan dengan 

rumusan masalah. 

  

I. Pembahasan 

Bagian pembahasan memuat hasil penelitian yang diperoleh dan dijelaskan secara 

mendetail. 

 

J. Penutup 

Bagian pembahasan berisi penulisan tentang penelitian yang ditemukan yang 

kemudian  dijabarkan secara lengkap. 
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K. Rekomendasi 

Bagian rekomendasi memuat referensi yang digunakan dalam penulisan hukum. 

Unsur yang ditulis dalam daftar pustaka yaitu nama pengarang, tahun terbit, judul, nama 

penerbit, dan tempat penerbit.  
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Optimalisasi Kelembagaan Perlindungan Konsumen: Peleburan Kewenangan Aduan 

dan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Guna Meningkatkan Potensi 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 

  

Vinsensius Ronalnda Putra Than (1),  Putramarhaeny Laurence Edyth Tamod (2) 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 

  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. Latar Belakang 

Memasuki era digital, dunia sedang mengalami kemajuan drastis di bidang 

teknologi yang telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Salah satu 

manfaat dari adanya kemajuan teknologi tersebut adalah mempermudah setiap orang 

untuk melakukan kegiatan jual beli sehingga dalam hal ini mendorong kegiatan 

perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu contoh dari kegiatan 

usaha tersebut adalah electronic commerce atau yang sering kita dengar dengan istilah 

e-commerce. Transaksi e-commerce merupakan transaksi dagang yang terjadi antara 

penjual dan pembeli untuk menyediakan barang atau jasa. Transaksi ini dilakukan 

dengan menggunakan media elektronik tanpa dihadiri–Secara langsung–para pihak 

yang melakukan transaksi.  

Transaksi e-commerce memberikan konsumen kemudahan untuk melakukan 

pencarian barang atau jasa yang diinginkan serta memberikan preferensi bagi konsumen 

untuk dapat mengakses barang atau jasa yang dibutuhkan tanpa harus mengunjungi toko 

 
73 Vinsensius Ronalnda Putra Than and Putramarhaeny Laurence Edyth Tamod, ‘Optimalisasi 

Kelembagaan Perlindungan Konsumen: Peleburan Kewenangan Aduan dan Penyelesaian Sengketa 

Perlindungan Konsumen Guna Meningkatkan Potensi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia’ (2024), ALSA 

Liber A Jurist. [56]. 
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para penjual secara langsung. Akan tetapi, sisi lain kemajuan tersebut, memungkinkan 

terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, baik melalui  program elektronik 

hingga pelanggaran teknis barang dan jasa, seperti ketidaksesuaian jenis dan kualitas 

barang atau jasa yang dijanjikan, transaksi pembayaran yang tidak aman, dan lainnya. 

Hal ini dikarenakan pertumbuhan teknologi tersebut menimbulkan kompleksitas dalam 

melindungi hak-hak konsumen serta kurangnya pendekatan kepada konsumen dan 

pelaku usaha mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya.  

Dalam hal ini peran lembaga perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk saat ini. Di Indonesia, lembaga 

dan perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan data statistik pengaduan 

konsumen oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), terdapat peningkatan 

jumlah pengaduan serta penurunan jumlah pengaduan perlindungan konsumen pada 

periode tahun 2017 hingga per tahun 2024 ini. 

 

Statistik Pengaduan 2017-202474 

Tahun Jumlah Pengaduan 

2017 280 

2018 640 

2019 1518 

2020 1372 

2021 3256 

2022 1096 

2023 929 

 
74 Badan Perlindungan Konsumen Nasional, “Grafik Pengaduan 2017-2024,” BPKN-RI, 2024, 

https://bpkn.go.id/statistik_pengaduan. 
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2024 418 

 

Berdasarkan data statistik pengaduan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pada era digital ini lembaga perlindungan konsumen sangat diperlukan, namun pada 

kenyataannya ketentuan hukum serta lembaga yang melindungi kepentingan konsumen 

di Indonesia belum memadai. Masih ditemukan adanya tumpang tindih tugas dan 

kewenangan lembaga perlindungan dan penyelesaian sengketa konsumen, serta 

konsumen yang mengalami penipuan dalam transaksi e-commerce, baik dari  

ketidaksesuaian barang atau jasa yang dijanjikan, hingga klausula baku yang sengaja 

tidak diperlihatkan secara jelas. 

 

II. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tugas dan fungsi lembaga perlindungan konsumen  menurut  UU  

No.  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?  

2. Bagaimana seharusnya pengaturan lembaga perlindungan konsumen yang 

efisien dalam hal menjalankan tugas dan kewenangan?  

 

III. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan memahami setiap tugas dan fungi dari lembaga perlindungan 

konsumen. 

2. Mewujudkan badan perlindungan konsumen satu pintu untuk menciptakan 

kemudahan serta efisiensi dalam birokrasi bagi masyarakat sebagai konsumen. 

 

IV. Metode Penelitian 

Dalam penulisan ALSA Liber A Jurist ini, penulis melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah 

penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian 

normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek 

kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. 
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V. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU 

No. 8/1999). 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat (PP No.59/2001).  

 

BAB II 

PEMBAHASAN 

 

I. Tugas Dan Fungsi Lembaga Perlindungan Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

 Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini konsumen 

merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. 

Perlindungan konsumen memiliki tujuan yakni meningkatkan kesadaran, kemampuan 

dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat 

konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang 

dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam  memilih, menentukan, 

dan menuntut hak haknya sebagai konsumen; menciptakan sistem perlindungan 

konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta 

akses untuk mendapatkan informasi; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai 

pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung 

jawab dalam berusaha; dan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan konsumen.  

 Adapun lembaga serta perannya dalam perlindungan konsumen di Indonesia 

antara lain: 

1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional 

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

disebutkan adanya Badan Perlindungan Konsumen. Badan ini memiliki fungsi 
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yakni memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya 

mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam menjalankan 

fungsi tersebut, Badan Perlindungan Konsumen memiliki tugas diantaranya 

(Pasal 34): 

a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka 

penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen; 

b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; 

c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut 

keselamatan konsumen; 

d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat; 

e. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan 

konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen; 

f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, 

lembaga perlindungan swadaya masyarakat, atau pelaku usaha; 

g. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. 

Badan ini terdiri atas  15 orang sampai 25 orang anggota yang mewakili 

unsur: (1) Pemerintah, (2) Pelaku Usaha, (3) Lembaga perlindungan konsumen 

swadaya masyarakat, (4) akademisi, dan (5) tenaga ahli. Masa jabatan mereka 

adalah 3 (tiga) tahun, serta dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan 

berikutnya. 

Di luar BPKN, pembinaan dan pengawasan juga merupakan tugas dan 

tanggung jawab Pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab atas 

pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin 

diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban 

konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan serta pengawasan tersebut dilaksanakan 

oleh menteri-menteri teknis terkait. Menteri tersebut berwenang untuk 

membentuk tim koordinasi pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di 

pasar. Tim ini terdiri atas wakil instansi terkait, masyarakat, dan lembaga 
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perlindungan swadaya masyarakat (LPKSM). Adapun perbedaan fungsi BPKN 

serta tim koordinasi pemerintah tersebut adalah BPKN berfungsi untuk 

memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam rangka penyusunan 

kebijakan di bidang perlindungan konsumen, sementara tim koordinasi 

pemerintah berfungsi memberikan tindakan konkrit atas setiap permasalahan 

yang timbul di lapangan. 

2. LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) 

Pemerintah mengakui adanya lembaga perlindungan konsumen swadaya 

yang memenuhi syarat. Ketentuan mengenai pendirian LPKSM sendiri terdapat 

pada PP No. 59/2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat. Disebutkan bahwa syarat untuk lembaga perlindungan konsumen 

swadaya masyarakat diakui pemerintah adalah terdaftar pada Pemerintah 

Kabupaten/Kota; dan bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana 

tercantum dalam anggaran dasarnya. LPKSM memiliki tugas atau kegiatan 

meliputi: 

a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak 

dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan; 

c. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan 

perlindungan konsumen; 

d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk 

menerima keluhan atau pengaduan konsumen; 

e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap 

pelaksanaan perlindungan konsumen. 

3. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas 

menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. 

Tugas dan wewenang BPSK meliputi: 
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a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan 

cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; 

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 

c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; 

d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran 

ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen; 

e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen 

tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 

f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan 

konsumen; 

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 

terhadap perlindungan konsumen; 

h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang 

yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang itu; 

i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, 

saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan 

huruf h;  

j. yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa 

konsumen; 

k. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti 

lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 

l. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak 

konsumen; 

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan UU Perlindungan Konsumen. 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai maksud tugas 

dan wewenang tersebut terdiri atas: ketua merangkap anggota; wakil ketua 

merangkap anggota; anggota. Selain itu, BPSK dalam menjalankan tugasnya 

dibantu oleh sekretariat yang terdiri atas kepala sekretariat dan anggota 
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sekretariat. Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota 

sekretariat BPSK ditetapkan oleh Menteri. 

Permasalahan yang kini muncul adalah antara BPKN, LPKSM, BPSK, 

hingga pemerintah melalui menteri teknis terkait memiliki tugas serta fungsi 

yang hampir sama atau serupa dalam hal perlindungan konsumen. Hal ini 

kemudian yang menjadi dasar penulis dalam membahas lebih lanjut mengenai 

bagaimana pengaturan kembali mengenai lembaga perlindungan konsumen 

sehingga tercipta suatu lembaga yang mutlak memiliki tugas dan fungsi dalam 

perlindungan dan penyelesaian sengketa konsumen tanpa adanya lembaga-

lembaga lain yang memiliki fungsi serupa.  

 

II. Pengaturan Kembali Bagaimana Menciptakan Lembaga Perlindungan Konsumen 

Satu Pintu untuk Menciptakan Kemudahan serta Efisiensi bagi Masyarakat 

sebagai Konsumen 

Setelah mengetahui tugas dan fungsi dari setiap lembaga ataupun badan 

perlindungan konsumen, dapat disimpulkan bahwa badan dan lembaga tersebut 

memiliki tugas dan fungsi yang mirip atau serupa. Selanjutnya penulis akan mencoba 

membedah tugas dan fungsi tersebut, sehingga diharapkan dapat dilebur dan menjadikan 

lembaga tersebut menjadi suatu badan perlindungan konsumen yang dapat memenuhi 

setiap hak konsumen dengan birokrasi yang mudah. Berikut merupakan tabel 

perbandingan antara tugas dan fungsi BPKN, LPKSM, dan BPSK yang memiliki 

kemiripan atau serupa. 

 

BPKN LPKSM BPSK 

Menyebarluaskan 

informasi melalui media 

mengenai perlindungan 

konsumen dan 

memasyarakatkan sikap 

Menyebarkan informasi 

dalam rangka 

meningkatkan 

kesadaran atas hak dan 

kewajiban dan kehati-

Memberikan konsultasi 

perlindungan 

konsumen. 
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keberpihakan kepada 

konsumen. 

 

(vide Pasal 34 huruf e) 

hatian konsumen dalam 

mengkonfirmasi barang 

dan/atau jasa. 

(vide Pasal 44 huruf a) 

 

 

 

(vide Pasal 52 huruf b) 

Menerima pengaduan 

tentang perlindungan 

konsumen dari 

masyarakat, lembaga 

perlindungan konsumen 

swadaya masyarakat, 

atau pelaku usaha. 

(vide Pasal 34 huruf f) 

Membantu konsumen 

dalam rangka 

memperjuangkan 

haknya, termasuk 

menerima keluhan atau 

pengaduan konsumen. 

 

(vide Pasal 44 huruf d) 

Menerima pengaduan 

baik tertulis maupun 

tidak tertulis, dari 

konsumen tentang 

terjadinya pelanggaran 

terhadap perlindungan 

konsumen. 

(vide Pasal 52 huruf e) 

 

Setelah melihat tabel perbandingan tersebut, dapat kita lihat bahwa terdapat 

persamaan tugas dan fungsi antara BPKN, LPKSM, dan juga BPSK. Kesamaan tugas 

dan fungsi tersebut, dapat menimbulkan adanya potensi tumpang tindih kewenangan, 

tidak efisien, dan juga membingungkan konsumen. 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

I. Kesimpulan 

Konsumen dalam kacamata UU No. 8/1999 adalah “subjek” yang paling utama. 

Semua badan dan lembaga perlindungan yang eksis diabdikan untuk kepentingan 

konsumen.75 Hal ini sejalan seperti yang ditegaskan oleh Marc Galanter, dalam 

kenyataannya pihak yang lebih unggul secara sosial, politik, dan/atau ekonomi, selalu 

 
75 Shidarta, “Pemetaan Kelembagaan Perlindungan Konsumen,” Jurnal Hukum Projustitia 24, no. 1 (2006): 63–70. 
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mendapat tempat yang menguntungkan, termasuk di dalam hukum.76 UU No. 8/1999 

menunjukkan adanya keberpihakan kepada konsumen. Oleh karena UU No. 8/1999  

memfasilitasi peningkatan kedudukan konsumen di mata hukum, membuat timbulnya 

beberapa badan dan lembaga perlindungan konsumen. 

Badan dan lembaga perlindungan konsumen tersebut terdiri atas Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen 

Swadaya Masyarakat, serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

Ketiganya memiliki tugas dan fungsi dalam hal memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai hak dan kewajiban konsumen, memberikan konsultasi 

perlindungan konsumen, serta menerima pengaduan perlindungan konsumen dari 

masyarakat. Adanya kesamaan tugas dan fungsi tersebut, menimbulkan adanya potensi 

tumpang tindih kewenangan, tidak efisien, dan juga membingungkan konsumen. 

 

II. Rekomendasi 

  Berlandaskan adanya irisan antara tugas dan fungsi BPKN, LPSK, dan juga 

BPSK, penulis ingin memberikan rekomendasi untuk menggabungkan ketiga lembaga 

tersebut untuk menjadi 1 (satu) badan yang sudah mengakomodir seluruh tugas dan 

fungsi ketiga badan dan lembaga tersebut. Hal ini diperlukan, untuk menghindari adanya 

potensi tumpang tindih kewenangan serta kebingungan masyarakat untuk mengadu 

terkait perlindungan konsumen. 

 

  

 
76 Marc Galanter, “Why the ‘Haves’ Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change,” Law and 

Society Review 9, no. 1, (1974): 95–160, https://doi.org/10.2307/3053023 

.  
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BAB VIII 

PEDOMAN PENULISAN MEMORIAL 

 

Pada umumnya, struktur penulisan memorial mengikuti ketentuan dari penyelenggara. 

Pada ALSA International Moot Court Competition (AIMCC), struktur penulisan memorial terdiri 

atas: 

 

A. List of Authorities  

Bagian ini menguraikan berbagai referensi hukum yang menjadi landasan 

memorial, muatannya mencakup seluruh instrumen hukum seperti peraturan perundang-

undangan, kesepakatan internasional, serta putusan-putusan pengadilan terdahulu. Tidak 

hanya itu, bagian ini juga membubuhkan rujukan akademis yang dimanfaatkan sebagai 

sumber pendukung. Untuk memudahkan pembaca melacak sumber-sumber yang dikutip, 

seluruh referensi ditata berdasarkan urutan abjad dan dikelompokkan sesuai kategorinya 

masing-masing, misalnya karya ilmiah dipisahkan dari yurisprudensi, begitu pula dengan 

jurnal akademik yang memiliki bagian tersendiri. Pengutipan dalam keseluruhan 

memorial juga mengikuti satu sistem yang seragam demi menjaga konsistensi.  

 

B. List of Abbreviations 

Daftar ini disusun secara alfabetis dan memuat tentang seluruh singkatan yang 

digunakan dalam memorial beserta kepanjangannya. Singkatan yang diterangkan dapat 

berupa nama lembaga, council dalam PBB, dan lain-lain.  

.  

C. Statement of Facts 

Tulisan yang terkandung dalam bagian ini adalah fakta-fakta signifikan dari kasus 

terkait yang tersaji dalam bentuk poin-poin secara ringkas dan efektif. Penyusunan fakta-

fakta esensial ini menjadi fondasi pemahaman menyeluruh tentang dinamika kasus yang 

dihadapi. 
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D. Summary of Arguments  

Tujuan dari bagian ini adalah untuk menyederhanakan pemahaman pembaca 

dalam menganalisis masalah atau isu yang diangkat oleh pihak penggugat maupun 

tergugat. Bagian ini disajikan dalam bentuk ringkasan argumentasi secara padat sebagai 

pengantar, sebelum diuraikan lebih mendalam pada bagian-bagian berikutnya.  

 

E. Arguments 

Dalam bagian ini dijabarkan serangkaian argumentasi hukum yang menguatkan 

sudut pandang tim. Masing-masing argumen dikonstruksi secara sistematis dengan 

penomoran yang terstruktur dan mudah dicerna, didukung dengan justifikasi yang relevan. 

Penggunaan bahasa inggris ditekankan pada kejelasan makna dibanding kesempurnaan 

tata bahasanya, namun esensi argumen harus tetap disampaikan dengan jelas agar 

memudahkan pembaca.  

.  

F. Request for Reliefs 

Bagian ini menguraikan tuntutan atau petitum yang disampaikan pihak 

bersengketa kepada majelis hakim. Relief atau permohonan ini menjadi puncak dari 

seluruh argumentasi yang telah dibangun, mengarah pada penyelesaian konkret yang 

dimohonkan pihak terkait kepada proses peradilan yang berlangsung.   
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CONTOH MEMORIAL77 

(Mengikuti ketentuan penulisan ALSA International Moot Court Competition) 

 

Team Trivia 

 

ALSA INTERNATIONAL MOOT COURT COMPETITION 2024 

 

ARBITRATION UNDER 

 

ARBITRATION RULES OF THE UNITED NATIONS COMMISSION ON 

INTERNATIONAL TRADE LAW (UNCITRAL) (1976)  

 

ADMINISTERED BY THE CENTER FOR INTERNATIONAL INVESTMENT AND 

COMMERCIAL ARBITRATION (CIICA) 

 

Between 

 PHARMANEX  INC. 

(Claimant)  

 

V. 

 

THE STATE OF EQUITERRA 

(Respondent)  

 

MEMORIAL FOR CLAIMANT

 
77 Pharmanex Inc. V. The State of Equiterra [2024] AIMCC. 
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SUMMARY OF FACTS 

 

PARTIES 

 

Pharmanex Inc. (Claimant) is a multinational pharmaceutical corporation established under 

the law of Serenland  renowned for its cutting-edge medical innovation and global reach that 

has invested in Equiterra since 2022. 
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DISPUTE 

 

In 2015, Equiterra and Serenland signed a BIT to protect investments and promote economic 

cooperation between two countries. 

  

In 2021, Claimant’s indispensable role in developing and disseminating COVID-19 vaccines 

globally was acknowledged by the WHO. 

 

In 2022, Claimant signed an agreement with the Equiterran Ministry of Health (MoH) on 30th 

September 2022. Both parties agreed to collaborate on healthcare initiatives and investment 

opportunities within the country of Equiterra 

 

In 2023 Respondent enacted the Health Equity Act (HEA), to address the issue of disparity in 

pricing over healthcare and medicine in Equiterra. Respondent alleged that Claimant engaged 

in discriminatory pricing practices by setting higher prices for medicines in rural areas 

compared to urban center, Claimant defended its pricing and distribution practices, asserting 

that its pricing differentials were necessitated by logistical challenges in rural areas, Claimant 

argued that meeting the quotas imposed by the Respondent regulatory framework presented 

significant operational and financial hurdles, potentially compromising the viability of its 

investment in Equiterra. 

   

In 2024 Equiterra civilian groups from rural areas filed a petition with The Supreme Court 

alleging that the Respondent had failed to ensure equitable access to essential medicines as 

mandated by the HEA. The Respondent has been given a directive to uphold its obligation 

under the HEA. On 15 April, due to the petition that had been filed and Supreme Court Order, 

the Respondent had been contemplating the nationalization of Claimant Both parties have gone 

through Negotiation and Diplomatic channels yet bring no result, Claimant have initiated the 

case to arbitration proceedings. On 30 April, Claimant served The Notice of Arbitration to the 

Center of International Investment and Commercial Arbitration Secretariat.  
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Hence, the Claimant requests suitable compensation from the Tribunal.

 

SUMMARY OF ARGUMENTS

 

PART I: JURISDICTIONS 

 

Claimant submits that the Tribunal has jurisdiction over the present dispute. Adherence to the 

directionality of the Investment Treaty as being an integral part of the Investment Agreement, 

Claimant argues that the Tribunal has its jurisdiction over the present dispute as prescription 

of reasonable period can not preclude the Tribunal jurisdiction over this dispute. (Issue 1) 

 

The Claimant argues that the domestic statute in the Respondent’s territory can not override 

the BIT, as the Respondent’s ratification towards the BIT exhibits its consent to be bound by 

the treaty. Furthermore, the Claimant asserts that the Claimant’s investment should be 

protected under the BIT. (Issue 5)  

 

PART II: MERITS 

 

According to the Claimant, the HEA's pricing mechanisms discriminate against multinational 

pharmaceutical companies like Claimant by imposing equal pricing, ignoring the higher value 

and effectiveness of Claimant's medicines despite its intention to promote equitable healthcare 

access. The retroactive application of the HEA unfairly targets the claimant's investments, 

violating principles of non-discrimination and equal treatment in international law, which 

breached Article 1 of the BIT. (Issue 2) 

 

Claimant also argues that the Respondent has acted arbitrarily and breached the Fair and 

Equitable Treatment principle stated in the Article 2 of the BIT by enacting the HEA. Claimant 

argues that by enacting the HEA, Respondent has failed to comply with the Claimant’s 

legitimate expectation by creating an unstable regulatory environment. The Respondent has 

also created unfavorable conditions by enacting the HEA. (Issue 3) 
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If the expropriation proceeds, it will be considered illegitimate and unlawful as it does not 

adhere to the requirement on the BIT. The expropriation tended to have more political purpose 

compared to public purpose, as the Respondent did not show the good faith during the 

investment activities. The act of expropriation is also discriminatory and the legal basis to 

expropriate, in this case HEA can not be applied as it is contrary to the BIT and agreement. 

Additionally, the Respondent was unable to come to a reasonable compensation arrangement. 

(Issue 4)

 

ARGUMENTS 

 

PART I: JURISDICTION 

 

I. THE TRIBUNAL HAS JURISDICTION OVER THE PRESENT DISPUTE 

 

1. Respondent claims that the Tribunal has no jurisdiction over the present dispute as 

the Investment Agreement does not contain any dispute resolution clause that 

specifically provides for arbitration.78  Nevertheless, Claimant submits that the 

tribunal has the jurisdiction over the present case as the Tribunal has jurisdiction 

over the present case adherence to the dispute resolution mechanism that is outlined 

in the investment treaties (A), hence submitting the present case before the local 

court would be futile (B).  

 

A. The Tribunal Has Jurisdiction Over the Present Dispute Adherence to the 

Directionality Of the Investment Treaty 

 

2. Respondent argues that the Tribunal has no jurisdiction over the present dispute as 

the dispute resolution mechanism stated in Article 4 of the BIT does not provide 

arbitration.(i) Claimant argues that prescription of reasonable period under the 

 
78 Statement of Defence, ¶2. 
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dispute resolution does not preclude the tribunal from having jurisdiction over the 

present case.(ii) Respondent has shown that consultation and negotiation regarding 

the dispute is futile.(iii) Assuming Arguendo, parties have mutually agreed over the 

arbitration agreement. 

 

(i). Reasonable waiting period cannot preclude the tribunal jurisdiction 

 

3. Respondent submits that necessitating the requirement of the dispute resolution 

mechanism outlined in the BIT, stipulates that the Claimant must first attempt an 

amicable settlement before proceeding to arbitration.79 

 

4. The Claimant argues that the purpose of Art. 4 BIT is to provide an opportunity for 

an amicable settlement instead of delaying or taking away the jurisdiction of 

arbitration proceedings.  

 

5. Waiting period are a feature of an BIT whereby parties seeking to initiate arbitration 

proceedings are required to hold off for a specified period during which an amicable 

settlement should be attempted.80 

 

6. The usage of terms such as “shall” play a critical role in this regard, as the usage of 

the mandatory term “shall” for going through consultation and negotiation could be 

termed as an unconditional resolution before going for arbitration. In Murphy, the 

tribunal held that parties had a duty to negotiate and consult prior to trying to reach 

an agreement but no obligation to reach the agreement.81  

 

7. The Tribunals in Bayindir, Pan American  and Ethyl have demonstrated that waiting 

periods are procedural requirements rather than jurisdictional.82 As observed in 

 
79 Po2, ¶4. 
80 Ganesh, ¶1. 
81 Murphy, ¶135. 
82 Pan American, ¶41; Bayindir, ¶99; Ethyl, ¶84. 
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Biwater, a waiting period was held to be procedural  in nature, rather than 

jurisdictional and mandatory.83 Observed in cases above negotiation and consult 

requirement prescribed in the procedure does not constitute prerequisite to 

jurisdiction.84 

 

8. Claimant would like to point out that attempts to resolve the matter by peaceful 

negotiations were made,85 however, after unsuccessful attempts of resolving the 

dispute amicably, the Claimant decided to proceed with the alternative of 

approaching this Tribunal.86  

 

9. Conclusively Claimant would like to submit that non-compliance with the 

prescription does not lead to a lack of jurisdiction to the tribunal. 

 

(ii). Respondent has shown that consultation and negotiation would be futile 

  

10. Claimant submits that attempts to reach an amicable settlement would be futile. 

Respondent has shown that attempts at negotiation and consultation were futile as 

attempts can not find a settlement on the dispute. 

 

11. The obligation to consult and negotiate falls on both parties, Respondent’s failure to 

initiate amicable resolutions is evidence of a lack of willingness from Respondent 

to resolve the dispute through consultation and negotiation. In conclusion, insisting 

on compliance with the reasonable waiting period would be unnecessary and would 

create delay over the arbitration proceeding. 

 

(iii).  Parties have the mutual consent to agree over arbitration agreement 

 

 
83 Biwater Gauff, ¶343. 
84 Bayindir, ¶100. 
85 Factual Background,¶19. 
86 NoA. 
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12. Respondent has recognized the Investment Agreement is pursuant to the framework 

provided by the BIT, as to ensure the purpose of this Agreement the BIT may, where 

necessary, be read as an integral part of this Agreement.87 Thus, absence of dispute 

resolution procedure Investment Agreement Respondent submits. 

 

13. Art 23(2) of UNCITRAL and Art 24 (2) of CIICA Arbitration rule  provided as an 

integral part of the arbitration agreement, stated that the tribunal shall have power 

to rule its own jurisdiction, including any objections with respect to the existence or 

validity of the arbitration agreement.88  

 

14. Pursuant to the Article III (3) of The New York Convention both parties have 

mutually signed and ratified,89 the court of contracting states, in a matter of respect 

of the parties that have made an arbitration agreement, at the request of one of the 

parties, refers parties to arbitration.90 Thus in respect of the agreement that has been 

made by both parties Respondent shall respect Claimant refer to arbitration. 

 

15. Conclusively, Respondent can not raise an objection over the lack of jurisdiction 

over the existence or validity of the Arbitration agreement as it stands as an integral 

part of the Investment Treaty that has been signed  by both parties.91 

 

B. Presenting The Present Case as a Claim in The Local Courts Of The Respondent 

Would Be Futile 

 

16. Prior to the dispute resolution, Respondent submits that since no amicable settlement 

has taken place, the present dispute should be brought before an local court 

 
87 Investment Agreement, art. 6. 
88 CIICA, art. 24(2); UNCITRAL, art. 23(2). 
89 Po3, art. 13. 
90 New York Convention, art. III (3). 
91 BIT, ¶4. 
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jurisdiction,92 hence Claimant argues that exhausting local remedies over the present 

dispute would be futile, due to (i) Respondent’s local court competent would bring 

an unbiased nature on the dispute, (ii) subsequently exhaustion of local court  was 

unnecessary procedure by the Respondent over the dispute resolution. 

 

(i). Respondent’s local court incompetent would create inadequate 

jurisdiction over the present dispute 

 

17. Claimant asserts that Respondent local court incompetent would create inadequate 

jurisdiction over the present dispute. In the matter of the present dispute, Claimant 

respectfully submit breach of an investment protection by the Respondent become 

the nature of the dispute.  

 

18. The Art. 15 ILC Articles on Diplomatic Protection, states that local remedies do not 

need to be exhausted when there are  no available local remedies to provide effective 

redressal.93 Since ruling domestic courts within the scope of international 

investment disputes would create ineffectiveness. Local courts in would investment 

disputes create, rather than settling, the international dispute it is violating rather 

than enforcing international law.94 

 

19. In the matter of local courts being part of a state, their actions are attributable to that 

State, and since they may well be in breach of international obligations.95 Hence 

Respondent local court being a part of the state means their actions attributable to 

the state. Respondent action over the breach of investment agreement subsequently 

becomes a reflection over the Respondent local court. 

 

 
92 Factual Background, ¶19. 
93 ILC (II) (2006), Art 15. 
94 Tzanakopoulos,p.149.¶3. 
95 ILC (I) (2001), art. 4. 
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20. Conclusively, Claimant argues that the Respondent local court incompetent would 

rather create an inadequate jurisdiction over the present dispute. 

 

(ii). Exhaustion of local court were not a part of  the dispute resolution 

procedure  

 

21. Respondent submits as the dispute deepens and unfolds, the parties find themselves 

in an deadlock position as no amicable settlement has taken place, hence the 

Respondent submits that the dispute should be brought before Respondent’s local 

courts.96 Hence, Claimant argues that exhaustion of local courts is not incorporated 

within the prescribed dispute resolution procedure.97  

 

22. Under the New York Convention, parties in matters of respect should refer to 

arbitration, unless it finds such agreement inoperative or incapable of being 

performed.98 Claimant argues that the existence of arbitration agreement should be 

respected as it is capable of being performed. Thus, Claimant submits that the 

exhaustion of local court agreement would be incapable of being performed as the 

agreement existence.  

 

23. In conclusion, exhaustion of local court were futile as such agreement were contrary 

to the dispute resolution procedure required in the Investment Treaty. 

 

II. THE STATUTE OF A HOST STATE CAN NOT OVERRIDE THE BILATERAL 

INVESTMENT TREATY 

 

24. The Claimant respectfully submits that the Tribunal shall consider the Respondent’s 

enactment towards the HEA as a violation, as the Respondent’s ratification towards 

 
96 Facts, ¶19. 
97 BIT, art. 4. 
98 New York Convention, Art III (3). 
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the BIT exhibits its consent to be bound by the treaty (A). Furthermore, the Claimant 

asserts that the Claimant’s investment should be protected under the BIT (B).  

 

B. The Ratification of BIT Consequently Expresses The Consent To Be Bound By A 

Treaty  

 

25. According to the principle of pacta sunt servanda, the Respondent’s action in 

ratifying the BIT exhibits its commitment of implementing the BIT provisions, 

hence it shall not be violated (i). Furthermore, the implementation of BIT shall be 

conducted in good faith (ii).  

 

(i) Pursuant to the principle of pacta sunt servanda, the BIT shall be binding 

upon the parties to it 

 

26. The Respondent enacted the HEA, which then established the enforcement of fair 

pricing mechanisms and stringent quotas for the Claimant to supply medicines.99 

This enactment has violated Article 2 of the BIT, which states “each Party shall 

ensure fair and equitable treatment of investments of investors of the other Party”, 

as its provisions were never stated in the Investment Agreement before, thereby 

resulting in significant harm to the Claimant’'s interests.100 Thus, the Claimant 

submitted that the Respondent’s actions constitute breaches of the Investment 

Agreement and the BIT.101 

 

27. Pacta sunt servanda, which emphasizes that every treaty in force is binding upon 

the parties to it, is an universally recognized principle of international law, pursuant 

to the Article 26 of VCLT, which states, “Every treaty in force is binding upon the 

parties to it and must be performed by them in good faith”.102 This principle is based 

 
99 Facts, ¶5. 
100 SoC, ¶2. 
101 SoC, ¶3. 
102 VCLT, art. 26. 
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on the consent of parties to voluntarily assume rights and obligations.103 Once the 

parties have voluntarily agreed to an agreement, whether in the form of treaties, 

conventions, or other legal instruments, they are legally bound by its provisions.104 

When the parties have given their consent, no party may withdraw its consent 

unilaterally.105  

 

28. By entering into the BIT, the Respondent consequently expressed its intention to be 

bound by its terms and undertake the responsibility of implementing and upholding 

them.106 Thus, the statute in the Respondent’s territory must be enacted in 

compliance with the BIT since the Respondent has consensually and consciously 

entered itself into it. 

 

29. Conclusively, neither the enactment of HEA nor domestic statute that violates the 

BIT could be done by both parties, noting the binding nature of agreements is rooted 

in the principle of consent.107  

 

(ii) The implementation of BIT shall be conducted in good faith 

 

30. The Claimant asserts that the Respondent has breached the principle of good faith. 

The Respondent acknowledged the fact that its territory has several crucial problems 

regarding its infrastructures,108 hence the distribution process conducted by the 

Claimant could be hampered. Moreover, the Respondent acknowledged that many 

of its local companies have failed to solve its healthcare disparities issue due to the 

logistical challenges in rural areas.109 

 

 
103 Pajaziti/Lutfiu, p.459. 
104 Ibid. 
105 BIVAC, ¶20. 
106 Pajaziti/Lutfiu, p.459. 
107 Ibid. 
108 Facts, ¶14. 
109 Ibid; Facts, ¶12. 
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31. Despite that, the Respondent did not assert that in the agreement,110 while 

retroactively enacted the HEA thereafter.111 By doing so, it can be concluded that 

the Respondent has violated the obligation to provide necessitated information 

regarding the situation going on. Furthermore, the Respondent, as a nation and a 

party of the BIT, has failed to act honestly and fairly by enacting the HEA. 

 

32. In international law, there is a long-recognized principle named good faith,112 which 

requires parties to deal honestly and fairly towards each other and to refrain from 

taking unfair advantage,113 pursuant to Article 26 of VCLT.114 According to the 

Plama Tribunal, the principle includes inter alia investor’s obligation to provide the 

host state with relevant material information about the investor’s investment.115 

 

33. In the present dispute, the violation was conducted by the Respondent as a host state, 

not the Claimant as an investor. While the Respondent submits that the Claimant has 

failed to comply with the HEA, the Claimant contends that it has acted in good faith, 

that its non-compliance happened due to the Respondent being unable to provide 

relevant material information regarding its territory circumstances. Hence, this 

violation done by the Respondent resulted in significant harm to the Claimant, 

amounting to USD 650 million.116 

 

34. Conclusively, the implementation of BIT shall be conducted in good faith in order 

to refrain from taking unfair advantage. 

 

C. The Claimant’s Investment Should Be Protected Under The BIT 

 

 
110 Investment Agreement, pp.18-19; SoC, ¶2. 
111 Facts, ¶5;  
112 Photovoltaik, ¶255; Phoenix, ¶107; Amco, ¶14; Voltaic Network, ¶266; Aven and Others, ¶224. 
113 Inceysa, ¶230. 
114 Phoenix, ¶107. 
115 Plama, ¶144.  
116 NoA, ¶5; Facts, ¶14; SoC, ¶2. 
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35. The Claimant submits that their investment should be protected under the BIT, as it 

shall not be held liable for the provision of the retroactively applicable statutes (i). 

Moreover, when both legal provisions are validly applicable, the special norms 

should apply instead of the general ones (ii). 

 

(i) The Claimant shall not be held liable for the provision of the retroactively 

applicable statutes 

 

36. The Respondent submits that the Claimant has allegedly violated the provisions of 

the domestic statute by engaging in discriminatory pricing practices and failing to 

meet prescribed quotas for supplying medicines.117 However, the Claimant has 

fulfilled the obligation as an investor to comply with the priorly established 

regulations,118 as the HEA was enacted retroactively. 

 

37. In accordance with Article 31 (1) of the VCLT,119 the definition of “host state laws” 

set out in Article 5 of the BIT must be interpreted in good faith. According to the 

Photovoltaik Tribunal, the interpretation of a treaty provision must be interpreted in 

good faith, bearing in mind the context and the object and purpose of the treaty.120 

Thus, the terms “host state laws” shall be interpreted as the laws and regulations of 

the host state applied prior to the ratification of BIT.  

 

38. According to the RREEF Tribunal, the non-compliance of retroactive statutes is not 

considered a breach of its obligations, concerning the transparency and the non-

discriminatory nature of the challenged measures.121 Eventually, both parties have 

 
117 SoD, ¶14. 
118 SoD, ¶2. 
119 VCLT, art. 31(1) 
120 Photovoltaik, ¶212. 
121 RREEF, ¶474. 
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the right to modify their regulations after the ratification of BIT, but in doing so, it 

violated obligations it had validly undertaken.122 

 

39. Hence, the action of applying the statute retroactively is contrary to a well-

established general principle of law.123 Moreover, in the present dispute, both parties 

have agreed that the said action shall be considered as a breach of the Article 2 of 

the BIT.  

 

40. In conclusion, the Tribunal shall consider that Claimant is not liable for the provision 

of the retroactively applicable statutes as it violates the principle of transparency and 

is in breach of the Article 2 of the BIT. 

 

(ii) When both legal provisions are validly applicable, the special norms 

should apply instead of the general ones 

 

41. The Respondent argues that the Claimant is bound to comply with all local laws and 

regulations as governed by the BIT,124 that its contravention towards the regulatory 

framework established under the HEA, by not engaging in fair pricing mechanisms 

and prescribed quotas, shall be considered as a violation.125 On the other hand, the 

Claimant stated that the enactment of HEA itself has already breached the BIT at 

the very first place.126 Hence, the question lies on whether the HEA clearly is able 

to govern the present dispute and whether the BIT can actually be overridden by the 

HEA. 

 

42. Even though both legal provisions are validly applicable, the hierarchical 

relationship between the BIT and the HEA still remains unclear. In the BIT, it is 

 
122 Malicorp, ¶129. 
123 RREEF, ¶474. 
124 SoD, ¶3. 
125 SoD, ¶4. 
126 SoC, ¶2. 
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stated in the Article 2 that both parties shall ensure fair and equitable treatment, 

including the obligation to provide a stable and predictable regulatory environment 

for investments.127 Its appearance to the BIT created an obligation where the 

domestic statutes of both parties can not override the BIT.  However, the HEA also 

contains similar mandatory, particularly Article 5, which states that compliance with 

the HEA is an obligation for all stakeholders involved in the healthcare sector.128  

 

43. In absence of such hierarchy norms between domestic statutes and the BIT, the 

application of both legal provisions shall be ruled within the principle of lex 

specialis, which emphasizes that the special norms should apply instead of the 

general ones.129 In Air Canada, the Tribunal applied the principle of lex specialis in 

order to determine whether the domestic statute takes precedence over the BIT.130 

This means that when the hierarchical relationship between two legally binding 

provisions that are both valid and applicable is unclear,  the special law has priority 

over general law is justified by the fact that such special law, being more concrete, 

often takes better account of the particular features of the context in which it is to be 

applied than any applicable general law.131 

 

44. In the case at hand, while the BIT has provided provisions regarding dispute 

resolution mechanism, the HEA only stated that non-compliance may result in legal 

action and penalties, which may include nationalization.132 

 

45. In conclusion, when both legal provisions are validly applicable, the special norms 

should apply instead of the general ones, thereby the BIT takes precedence over the 

 
127 BIT, art. 2. 
128 HEA, art. 5. 
129 Air Canada, ¶156. 
130 Ibid. 
131 Ibid. 
132 HEA, art. 5. 
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HEA, as it includes more concrete provisions binding both parties, inter alia, dispute 

resolution mechanism. 

 

PART II: MERITS  

 

III. APPLICATION OF HEA TO CLAIMANT IS DISCRIMINATORY AND IN 

BREACH OF ARTICLE 1 OF THE BIT 

                                                                                                                           

46. The Claimant respectfully submits that the HEA violates Art 1 of the BIT which The 

principle of non-discrimination in international investment law requires foreign 

investors to be treated no less than domestic investors in the same circumstances, 

without reasonable grounds for different treatment.133 Specifically. The Respondent 

Breached the 'Less Favorably' Principle: How the HEA Generalization Favors 

Locals and Discriminates Against the Claimant in Its Operation and Management 

[A], Moreover. Enactment and Retroactive Application of the HEA Resulting in 

Claimant’s Financial Losses and Breached ‘Less Favorably’ and ‘In like 

Circumstances’ [B], and Lastly. Respondent's Contemplation of Nationalization 

Violates the ‘In Like Circumstances’ Principles [C]. 

 

A. The Respondent Breached the “Less Favorably” Principle: How the HEA 

Generalization Favors Locals and Discriminates Against the Claimant in Its 

Operation and Management  

 

47. The HEA imposes discriminatory and unfair burdens on multinational 

pharmaceutical companies like Claimant,134 despite its intention to promote 

equitable access to healthcare. Claimant recognized globally for its quality and 

efficacy,135 including commendations from the World Health Organization (WHO) 

 
133 BIT, art. 1. 
134 Facts, ¶10-11. 
135 Facts, ¶9  
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for its role in distributing COVID-19 vaccines,136 faces significant disadvantages 

under the HEA's pricing mechanism. The Act mandates equal pricing for Claimant 

and local companies, disregarding the higher value and effectiveness of Claimant's 

medicines,137 which leads to reduced profit margins and hampers the company’s 

ability to reinvest in research and development. 

 

48. The tribunal decisions in NAFTA cases such as Feldman and Archer support the 

principle that measures leading to de facto discrimination violate national treatment 

obligations. In Feldman, the tribunal emphasized that showing less favorable 

treatment for foreign investors compared to domestic investors in like circumstances 

suffices to prove a breach of Article 1102 of NAFTA.138   

  

49. Based on Archer, the tribunal acknowledged that measures, even if neutral on their 

surface, could constitute de facto discrimination if they result in unequal competitive 

opportunities.139 Applying this principle to this case, the HEA's pricing mechanism 

disproportionately affects Claimant by not accounting for the higher value and 

efficacy of its medicines, thus violating the principle of national treatment.140 

 

50. Furthermore, the Archer tribunal argues that Article 1102 of NAFTA guarantees 

equal competitive opportunities between foreign and domestic investors in similar 

circumstances, prohibiting de facto discrimination, such as the Tax. Archer 

requested the tribunal to follow a three-step analysis in determining whether a de 

facto discrimination has taken place in the present case, determining first whether 

the 'treatment' relates to the establishment, acquisition, expansion, management, 

conduct, operation, or sale, or other disposition of the investment in question. 

Second, the Tribunal must determine whether manufacturers and producers of 

 
136 Annex E. 
137 Facts, ¶9. 
138 Feldman, ¶181.  
139 Archer, ¶193. 
140 NoA, ¶5; SoC, ¶5. 

 



 

145 

 

HFCS in Mexico -all of them U.S. investors- are "in like circumstances'' with the 

Mexican industry that manufactures and distributes cane sugar; and third, the 

Tribunal must determine whether the treatment accorded to the foreign investor is 

less favorable than the best treatment accorded to the domestic investor in "like 

circumstances".141 

 

51. Following the three-step analysis from Archer,142 we can demonstrate de facto 

discrimination under the HEA. First, the treatment relates to the operation and 

pricing of Claimant’s pharmaceutical products. Second, Claimant, as a multinational 

pharmaceutical company, is in similar circumstances with local pharmaceutical 

companies in Equiterra. Third, the equal pricing mandate under the HEA results in 

less favorable treatment for Claimant, as it disregards the higher value and efficacy 

of its medicines,143 leading to reduced profit margins and hindering its ability to 

reinvest in research and development. This analysis, consistent with Archer, shows 

that the HEA discriminates against Claimant. 

 

52. Additionally, The tribunal in Alpha recognized that discrimination could arise either 

de jure or de facto.144 The HEA, while not explicitly discriminatory, results in de 

facto discrimination by mandating equal pricing for both Claimant and local 

companies. This neutral measure in its application discriminates against Claimant 

by ignoring the higher value and effectiveness of its medicines, leading to reduced 

profit margins and competitive disadvantages. The principle established in Alpha 

supports the argument that the HEA’s implementation results in de facto 

discrimination against Claimant, violating fair and equitable treatment standards. 

 

53. This principle of discriminatory impact without requiring proof of intent was 

similarly emphasized in the Siemens case. The Tribunal in Siemens stated: “The 

 
141 Archer, ¶187. 
142 Ibid. 
143 Facts, ¶9. 
144 Alpha, ¶426. 
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Tribunal concurs that intent is not decisive or essential for a finding of 

discrimination, and that the impact of the measure on the investment would be the 

determining factor to ascertain whether it had resulted in non-discriminatory 

treatment”.145 The Siemens tribunal's focus on the impact of the measure rather than 

intent is crucial for our argument. The HEA’s pricing mechanism, regardless of its 

intended purpose, results in significant financial losses and reduced reinvestment 

capacity for Claimant.146 This discriminatory impact, which is similar to the scenario 

in Siemens, demonstrates that the HEA fails to provide non-discriminatory 

treatment. Despite the HEA’s intended purpose, its pricing mechanism leads to 

significant financial losses and reduced reinvestment capacity for Claimant.  

 

54. Likewise, the tribunal's reasoning in the Archer, which focused on the protective 

intent behind the Tax and its discriminatory effect, is analogous to our situation. The 

HEA, although aimed at promoting equitable healthcare access, effectively protects 

local pharmaceutical companies by imposing equal pricing on Claimant. 

Consequently, Claimant receives less favorable treatment, unable to compete on 

equal terms due to higher costs and reduced profit margins. The protective intent 

and discriminatory effect of the HEA align with the findings in Archer, indicating a 

breach of national treatment obligations.  

 

55. In the case above,147 The Tribunal has reviewed the underlying intent of the Tax and 

its consideration of Respondent's countermeasures defense, concluding that the Tax 

was enacted to protect the domestic Mexican sugar industry from foreign 

competitors who produce HFCS. The effect of the Tax was that U.S. producers and 

distributors of HFCS in Mexico received treatment less favorable than that accorded 

to Mexican sugar producers. 

 

 
145 Siemens, ¶321. 
146 NoA, ¶5; SoC, ¶5. 
147 Archer, ¶207-212. 
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B. Enactment and Retroactive Application of the HEA Resulting in Claimant’s 

Financial Losses and Breached “In Favorable” and “In Like Circumstances”  

 

56. By enacting HEA 2023 and applying it retroactively to investments made in 2022,148 

The Respondent has breached fundamental principles of non-discrimination and 

equal treatment. These principles are fundamental to international law and protect 

investors from disparate treatment based on arbitrary distinctions. The retroactive 

application of HEA 2023 unfairly targets the Claimant's investments, imposing 

burdensome requirements that were not foreseeable at the time of investment.  

 

57. The Tribunal in Apotex noted that the parties accepted that both the business sector 

and the regulatory regime were relevant. The tribunal said: it is appropriate in the 

identification of comparators which are in ‘like circumstances’ to look at, inter alia, 

whether those which are said to be comparators: (i) are in the same economic of 

business sector; (ii) have invested in, or are businesses that compete with the 

investor or its investments in terms of goods or services; or (iii) are subject to a 

comparable legal regime or regulatory requirements, as the Claimants and their 

investments.149  

 

58. Claimant operates within the same economic and business sector as other 

pharmaceutical companies in Respondent territory, both local and foreign. It is 

subject to the same regulatory framework under the HEA, which mandates equitable 

distribution of medicines, fair pricing, and stringent quotas for all companies. This 

fulfills the third condition from Apotex,150 as Claimant and its competitors are 

subject to the same legal and regulatory requirements under the HEA but still 

detrimental to Claimant's investment, which is good quality medicine with good 

company value. 

 
148 Facts, ¶10. 
149 Apotex, ¶433. 
150 Ibid. 
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59. Provision and the minimum standard of treatment provision. The tribunal ruled that 

the Canadian Environmental Assessment Agency's (CEAA) decision-making 

process for Bilcon's Whites Point Quarry project was arbitrary and discriminatory, 

treating Bilcon less favorably compared to domestic investors in similar 

circumstances. As a result, the tribunal awarded damages to Bilcon, determining that 

the Canadian regulatory process had not been transparent or consistent, causing 

significant financial losses to the investors.151 

 

60. However, despite having met the conditions in the circumstances that should have 

applied no less favorably than other local and foreign companies, Claimant was 

instead subjected to an adverse HEA because it was imposed suddenly after the 

Agreement where it was not informed in advance so that Claimant could still adjust 

its pricing strategy and obtain company benefits. 

 

61. In CMS Gas Transmission Company v. Argentina, the ICSID tribunal ruled that 

Argentina's retroactive economic measures during its crisis violated the U.S.-

Argentina BIT. Argentina had initially privatized its gas sector with tariff 

adjustments tied to the U.S. dollar, attracting foreign investment.152 During the 

crisis, however, it converted tariffs from dollars to pesos and froze adjustments, 

devaluing CMS's investments.153 The tribunal found these actions discriminatory 

and disproportionately harmful to foreign investors, resulting in significant financial 

losses for CMS. 

 

62. Similarly, HEA imposes stringent regulations, price controls, and supply quotas on 

Claimant, disregarding the higher value and effectiveness of its medicines compared 

to other companies. This uniform approach undermines Claimant ability to price 

 
151 Clayton/Bilcon, ¶695. 
152 CMS, ¶53; CMS, ¶134. 
153 CMS, ¶60-63. 
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their medicines according to their quality and disproportionately impacts their 

operations and financial health. 

 

63. The tribunal in the CMS case found Argentina's retroactive regulatory changes to be 

discriminatory and in violation of BIT obligations, emphasizing the importance of 

stability and fair treatment for foreign investors.154 This precedent highlights the 

potential for the HEA to be seen as discriminatory under similar BIT provisions, 

given its disproportionate impact on Claimant compared to other companies.  

 

C. The Respondent Breached the “Less Favorable” Principle by Making Claimant 

the Only Party Nationalized by HEA Regulations, Despite Other Comparators "In 

Like Circumstances” 

 

64. Other pharmaceutical companies operating in Respondent territory, both national 

and international, have not been threatened with nationalization or subjected to the 

same level of scrutiny, despite being under the same fair pricing mechanism.155   

 

65. Based on the Argentina cases, a German company initiated arbitration against 

Argentina under the Argentina-Germany BIT.156 Siemens argued that Argentina's 

measures to nationalize its investments in the telecommunications sector were 

discriminatory. Siemens claimed that other companies operating in Argentina, 

including domestic firms, were not subject to similar nationalization measures.157  

 

66. The tribunal concluded that Argentina's actions were indeed discriminatory and 

violated the BIT. The tribunal found that Siemens was treated unfairly compared to 

other companies, leading to a favorable ruling for Siemens.158  

 
154 CMS, ¶88. 
155 Facts, ¶18. 
156 Siemens,  ¶69. 
157 Siemens, ¶311 
158 Siemens, ¶308-309. 
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IV. APPLICATION OF HEA TO CLAIMANT IS ARBITRARY AND IN BREACH OF 

ARTICLE 2 OF THE BIT  

 

67. As the standard under the BIT does not contain any reference to international law, 

the FET clause should be understood as autonomous from the international 

minimum standard,159 giving a higher protection to investors.160 

 

68. The FET Standard “provides a basic and general standard which is detached from 

the host State’s domestic law”.161 It “intend[s] to strengthen and increase the security 

and trust of foreign investors”.162 The FET Standard can generally “be understood 

as government according to the rule of law which establishes basic substantive and 

procedural rights”.163 These rights concern inter alia the protection of the investor’s 

legitimate expectations, the obligation to act in good faith, the prohibition of Denial 

of Justice, the protection against discrimination and arbitrariness, and the 

requirement of transparency.164 

 

69. The Claimant here submits that the Respondent has acted arbitrarily and breached 

the FET Standard under Art. 2 of the BIT by disrupting the legitimate expectations 

of the claimant through the enactment of the HEA (A), and the enactment of the 

HEA has created unfavorable conditions. (B). 

 

A. The Application Of The HEA Disrupts The Legitimate Expectation Of Claimant’s 

Investment 

 

70. The stability of the investment climate is strongly correlated with the investor’s 

legitimate expectations. The latter has become a prominent component of the FET 

 
159 Micula, ¶503; Lemire, ¶284. 
160 Schreuer FET, P30; Enron, ¶258. 
161 Genin, ¶367.  
162 Tecmed, ¶156 
163 Brower/Schill, p.487.  
164 Lemire, ¶284; Sempra, ¶289; Biwater, ¶602; Schill, pp.11-23; Kläger, pp.154-256. 
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standard.165 According to the Tecmed Tribunal, investment is tied with stability, 

hence, requires the host-state to act in a consistent manner.166 The stability and 

predictability of legislation is of fundamental importance.167 The failure to honor 

those expectations could result in damages to the investor or investment.168 

 

71. Respondent has disrupted the legitimate expectations set by the claimant by enacting 

the HEA that creates an unstable, uncertain, and unpredictable legal framework that 

indicates arbitrariness (i). And also the Respondent’s Right to Regulate does not 

override Claimant’s legitimate expectations (ii). 

 

(i). The Application of HEA to the Claimant Constitutes Regulatory Uncertainty 

 

72. The Article 2 of the BIT states that “Each Party shall ensure fair and equitable 

treatment of investments of investors of the other Party. Such treatment includes the 

obligation to provide a stable and predictable regulatory environment for 

investments and to refrain from arbitrary or discriminatory measures that may affect 

the value or operation of investments.” It is to regulate that the Respondent is obliged 

to create a regulation that is stable and predictable for Claimant’s investment. And 

for the Respondent to not conduct arbitrary measures that will harm the Claimant’s 

investment. 

 

73. By interpreting Article 2 of the BIT using the ordinary meaning approach, as 

outlined in Article 31(1) of the Vienna Convention on the Law of Treaties. Suggests 

that governments cannot dramatically change regulatory frameworks in a way that 

significantly diminishes the value of existing investments. This is particularly true 

 
165 Dolzer, p.17; El Paso, ¶227, Tecmed, ¶154. 
166 Tecmed,, ¶154, Saluka, ¶302. 
167 Dolzer/Schreuer/Kriebaum, p.160. 
168 Thunderbird ., ¶147. 
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for investors who made their investments based on the regulatory environment that 

was in place at the time.169   

 

74. The legal framework of the host state can serve as a basis for legitimate expectations, 

as demonstrated by prior case law.170 The Tribunal in Duke Energy has established 

that “the stability of the legal and business environment is directly linked to the 

investor’s justified expectations”.171 Furthermore, the Tribunal in LG&E pointed out 

that it is the “State’s obligation to provide a stable legal and business environment”. 

Thus, where a host state’s legal framework is stable, certain, and predictable, a 

foreign investor can legitimately expect the host state not to drastically change that 

legal framework.172   

 

75. Even though the change of regulation in a country is not forbidden, especially to 

comply with the changing circumstances, it has to be reasonable and certain.173 And 

has to refrain from arbitrary manners which are highlighted by the Saluka Tribunal 

by an action that “manifestly violate[s] the requirements of consistency, 

transparency, even-handedness and non-discrimination”.174 

 

76. In the case at hand, the Investment Agreement was agreed in September 2022. By 

that time, The Respondent's legal framework is that the Claimant is entitled to 

determine the prices of its medicine. Claimant is only obliged to provide the 

medicines with certain quotas for areas with limited access, which Claimant has 

fulfilled.175 This legal environment was plain and predictable, and also easy to fulfill 

from the Claimant’s perspective. 

 

 
169 BIT, art.2, VCLT, art 31 (1) 
170 Total, ¶114; LG&E, ¶127; Duke Energy, ¶340; Lemire, ¶284. 
171 Duke Energy, ¶340. 
172 LG & E, ¶127. 
173 Eiser, ¶382. 
174 Saluka, ¶307 
175 Agreement, ¶4. 
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77. However, the enactment of the HEA in such a short time span from the previous 

Agreement has drastically altered the health law of Equiterra. With one of the 

provisions in the HEA now revoking the right to determine the prices of medicines 

from a company. Now the prices of the medicines are being set by the Respondent 

from this law.176 This kind of act has not fulfilled the requirements of “consistency”, 

“transparency”, “even-handedness” and “non-discrimination” mentioned above. 

 

78. Thus, the application of the HEA in Respondent’s territory constitutes a breach of 

Article 2 of the BIT. Since the BIT itself forbids the parties to conduct arbitrary 

measures that may affect the value or operation of investments. Furthermore, the 

application of the HEA as the state’s right to regulate does not override the 

Claimant’s legitimate expectations of a stable, and predictable legal framework. 

 

(ii). The Respondent’s Right to Regulate Does Not Override Claimant’s 

Legitimate Expectations 

 

79. It is acknowledged under International Law that a state generally has the Right to 

Regulate domestic matters in the case of public interest.177 However, this right is not 

boundless.178 To this matter, the Tribunal in Saluka found that, concurred by several 

tribunals in different cases: “The determination of a breach of [the FET Standard] 

therefore requires a weighing of the Claimant’s legitimate and reasonable 

expectations on the one hand and the Respondent’s legitimate regulatory interests 

on the other”.179. In ADC, the Tribunal determined that Hungary's claim under the 

Right to Regulate was not viable. This was because Hungary failed to provide 

adequate legal and factual evidence showing that the regulation in question 

genuinely served the public interest.180 

 
176 HEA, ¶4. 
177 Saluka, ¶305; Philip Morris, ¶422; Parkerings-Compagniet, ¶332. 
178 ADC, ¶42; Feldman, ¶110. 
179 Saluka, ¶306. 
180 ADC, ¶¶429-433. 
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80. Claimant’s reasonable expectations must outweigh Respondent’s Right to Regulate. 

Respondent passed legislation that arbitrarily created the possibility of depriving 

Claimant of its healthcare investment and, contrary to the standard set in ADC, 

provided no legal or factual basis whatsoever for the deprivation. Thus, this Tribunal 

should find that Respondent has not met its burden in establishing that the legislation 

falls within its Right to Regulate. Furthermore, the tribunal in LG&E stated that the 

host state’s right to regulate does not extend to “completely dismantling the very 

legal framework constructed to attract investors”.181 

 

81. In conclusion, this Tribunal should find that Claimant had legitimate expectations 

in accordance with the FET Standard and Respondent’s violation of these 

expectations cannot be justified by the Right to Regulate.  

 

B. The Application of HEA to the Claimant Has Created Unfavorable Conditions 

 

82. Claimant submits that the application of the HEA has created unfavorable conditions 

for the Claimant.  

 

 

83. The FET Standard includes the host state's obligation to create favorable conditions. 

A Tribunal in MTD established that a state has the active obligation ‘to promote’, 

‘to create’, and ‘to stimulate’ favorable conditions for the investor.182 In other 

words, a host state is obligated to “treat investors in an even-handed and just manner, 

conducive to fostering the promotion of foreign investment”.183 

 

84. In the case at hand, Respondent’s actions have gradually deteriorated the favorable 

conditions in Equiterra. Claimant justifiably assumed that its investment and activity 

 
181 LG & E, ¶139.  
182 MTD, ¶113. 
183 MTD, ¶113; Azurix, ¶360. 
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would be protected under Article 2 of the BIT and the Investment Agreement. 

However, Respondent de facto invalidated these rights by shifting the rights to 

determine the medicine prices to the Ministry of Health through the enactment of 

the HEA. That kind of action cannot be considered as a ‘promotion’, ‘creation’, or 

‘stimulation’ of favorable conditions for the Claimant.  

 

85. Thus, by creating an unstable legal framework, as well as unfavorable conditions. 

We hereby plead to the Tribunal that the Respondent has acted arbitrarily and 

therefore breached Article 2 of the BIT. 

 

V. RESPONDENT HAS NO LEGAL GROUNDS TO EXPROPRIATE CLAIMANT 

 

86. On April 15, 2024, the Supreme Court of Equiterra ordered the Respondent to 

comply with the HEA and implement fair prices for essential medicines in rural 

areas, culminating in an plan by the Respondent to the Claimant.184 However, this 

expropriation is considered not to fulfill the elements in the BIT [A], for a public 

purpose [B], on a non-discriminatory basis [C], in accordance with due process of 

law [D], and on payment of prompt, adequate, and effective compensation [E]. 

 

A. Respondent's Intention to Nationalize or Expropriate Claimant Has Violated The 

Article 3  BIT Between Two Countries.  

 

87. Article 3 of the BIT stated that “Neither Party shall expropriate or nationalize 

directly or indirectly an investment of an investor of the other Party, except for a 

public purpose, on a non-discriminatory basis, in accordance with due process of 

law, and on payment of prompt, adequate, and effective compensation”.185 

 

 
184 Facts, ¶18. 
185 BIT, ¶3. 
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88. Expropriation will be counted as illegal and unlawful if the host state fails to fulfill 

all the five requirements mentioned in the BIT.186 

 

89. In the present case, Respondent failed to fulfill the requirements that qualified them 

to do expropriation or nationalization. Consequently, the action of expropriation will 

be counted as illegal and unlawful.187 

 

B. The Public Purpose Clause is not Met Implicates The Expropriation is Invalid 

 

 

90. As stated in Article 3 BIT, one of the clauses to qualify for expropriation is ‘for 

Public purpose.188. According to Tecmed, Public purpose refers to actions taken by 

a state in good faith to promote genuine public welfare objectives, such as public 

health, safety, or environmental protection.189 Nevertheless,(i) the Respondent did 

not show good faith in the public purpose of the takeover.  

 

(i). Respondent did not show good faith in a public purpose 

 

91. This also shows that the Respondent does not have good faith for Public purpose, 

which causes the Respondent to have no right to perform expropriation.“A state may 

not expropriate or otherwise take in whole or in part a foreign private investment in 

its territory, or take measures which have similar effects, except where this is done 

in accordance with applicable legal procedures, in pursuance in good faith of a 

public purpose, without discrimination on the basis of nationality and against the 

payment of appropriate compensation”.190 

 

 
186 Ali Ghassemi, p.88. 
187 Ibid. 
188 Bilateral Investment Treaties, ¶3. 
189 Tecmed, ¶125. 
190 OECD 2004. 
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92. Respondent failed to fulfill the requirement for Public purpose to perform an act of 

expropriation as stated in the BIT. It is shown by Respondent failure to provide a 

stable environment for investor investment activity. 

 

93. Claimant’s failure to provide the same pricing mechanism between the rural and 

urban areas is implicated by poor infrastructure for distributing medicines and other 

healthcare.191 This failure shows that the Respondent is not serious about improving 

public health in its region. This resulted in Claimant suffering the material losses 

mentioned earlier and tarnished the reputation that had been built. 

 

94. Respondents' planned expropriation appears more political than public purpose, 

given that the planning for the expropriation occurred following the Supreme Court 

order. 

 

C. The Non-Discriminatory Element Violated by the Respondents Deprives Them of 

the Right to Nationalize or Expropriate the Claimant. 

 

95. As stated in Article 3 BIT, one of the clauses to qualify for expropriation is a ‘non-

discriminatory basis’.192 A state should not treat its foreign investors less favorably 

than its domestic investors or treat some of its foreign investors better than other 

foreign investors in order to be considered non-discriminatory. 193 

 

96. According to EDF, the definition of arbitrary or discriminatory is “A measure that 

inflicts damage on the investor without serving any apparent legitimate purpose; a 

measure that is not based on legal standards but on discretion, prejudice, or 

personal preference; a measure is taken for reasons that are different from those 

 
191 Facts, ¶14. 
192 BIT, art. 3. 
193 BIT, art. 1. 
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put forward by the decision maker; a measure is taken in wilful disregard of due 

process and proper procedur”..194 

 

97. Each party shall permit and treat investment, and activities associated therewith, on 

a basis no less favorable than that accorded in like situations to investment or 

associated activities of its own nationals or companies.195 Neither Contracting Party 

shall subject investments and activities associated with such investments by the 

investors of the other Contracting Party to treatment less favorable than that 

accorded to the investments and associated activities by the investors of any third 

State.196 

 

98. The problems that arise in the Respondent's territory clearly arise from many factors 

that existed even before Claimant's investment was made. Respondents' actions that 

scapegoat Claimant for all problems are discriminatory considering that the failure 

to overcome existing problems is a shared responsibility and requires cooperation 

from other parties.197 

 

99. In conclusion, Respondent has violated the ‘non-discrimination’ requirement as the 

Claimant is being singled out for blame regarding the problems that arose. This 

clearly demonstrates discriminatory treatment by the Respondent towards the 

Claimant. 

  

D. Expropriation Not in Accordance with "Due Process of Law" 

 

100. As stated in the article 3 BIT, to perform an act of expropriation, it must be done in 

accordance with due process of law.198 The due-process principle ensures that 

 
194 EDF, ¶303. 
195 US - Ecuador BIT, art. II(1). 
196 German Model BIT, art. 3(1). 
197 Facts, ¶12. 
198 BIT, art. 3. 
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expropriation procedures adhere to domestic laws and internationally recognized 

standards. This means that any seizure or confiscation of property must follow 

established legal procedures and respect fundamental human rights to ensure 

fairness and transparency.199 

 

101. Nevertheless, the domestic legislation that the Respondent applies to be the basis of 

Expropriation against the Claimant, in this present case, the HEA, cannot be applied 

as it is contrary to the BIT and the Agreement. 

 

E. Respondent Did Not Comply with Payment of Prompt, Adequate, and Effective 

Compensation 

 

102. As stated in the Article 3 BIT, compensation for expropriation must be prompt, 

adequate, and effective.200 Respondent’s failure to fulfill the prompt and adequate 

compensation (i), will make the expropriation count as illegal. 

 

(i). Respondent failed to fulfill the prompt and adequate compensation. 

 

103. According to Tecmed, “the market value….. shall be the total compensation for all 

the violations to the Agreement proved in this award, which, in relation to the 

Claimant, have the damaging effect of depriving the Claimant of its investment.”201 

The value must be assessed ex aequo et bono.202 

 

104. According to Vivendi, the tribunal stated, “The essential principle contained in the 

actual notion of an illegal act – a principle which seems to be established by 

international practice and in particular by the decisions of arbitral tribunals – is 

that reparation must, as far as possible, wipe out all the consequences of the illegal 

 
199 UNCTAD : Expropriation II, p. 36. 
200 BIT, art. 3. 
201 Tecmed, ¶188. 
202 Norwegian Shipowners, ¶340. 
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act and re-establish the situation which would, in all probability, have existed if that 

act had not been committed”.203 

 

105. According to the Santa Elena, “Expropriatory,  no matter how laudable and 

beneficial to society as a whole – are, in this respect, similar to any other 

expropriatory measures that a state may take in order to implement its policies: 

where property is expropriated, even for environmental purposes, whether domestic 

or international, the state’s obligation to pay compensation remain”s.204  

 

106. Before the Respondent's plan for expropriation emerged, the Claimant had already 

suffered significant material losses from BIT and agreement breach made by 

Respondent.205 Several Tribunals have demonstrated the compensation that is 

required to be paid for expropriation is a combination of the market value plus the 

damages caused by the breach and negligence committed by the Respondent.206  

 

107. Conclusively the failure of negotiations between the Respondent and the Claimant 

to determine the amount of compensation indicates the Respondent's reluctance to 

meet expectations of the amount that should be paid and delays the fixing of the 

value to be paid making the expropriation not adequate and prompt. 

 

REQUEST FOR RELIEF 

 

108. So that thin light of the aforementioned submissions, the Claimant respectfully 

requests the Tribunal to find that: 

a. The Tribunal has jurisdiction to hear the present dispute. 

b. The Respondent violated Article 1 of the BIT by implementing the HEA's policy 

without considering the Claimant's product quality or efficacy. 

 
203 Vivendi, ¶8.2.4; Chorzow, p. 47. 
204 Santa Elena,  ¶72. 
205 NoA, ¶4. 
206 Tecmed, ¶188; Vivendi, ¶8.2.4; Chorzow, p. 47; Santa Elena, ¶72. 
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c. The enactment of the HEA constitutes arbitrary action from the Respondent and 

breached the Article 2 of the BIT  

d. \The Respondent has no legal ground to nationalize or expropriate Claimant as 

the requirements of the Article 3 BIT are not met.  

e. In accordance with the principle of international arbitration law, the statute of a 

host state can not override the bilateral investment treaty.  

 

Respectfully submitted by:  

Team Trivia 

On behalf of the Claimant  

Pharmanex Inc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


